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ABSTRAK

Nama : Kurnia Togar P.
Program Studi : llmu Hukum
Judul . “Sate Action Doctrine Dalam Hukum Persaingan Usaha”

Skripsi ini membahas mengenai konsefite Action Doctrine yang intinya
adalah alasan yang mungkin diajukan untuk menyatagebuah kegiatan
antipersaingan mendapatkan pengecualian dari pkaegeukum Persaingan
Usaha karena kegiatan tersebut telah mendapatkastg@an oleh pemerintah.
Sate Action Doctrine lahir dari yurisprudensi perkara-perkara HukumsRisigan
Usaha di Amerika Serikat. Dalam Hukum Persaingaahd di Indonesi&ate
keberadaanAction Doctrine dapat diinterpretasikan dalam Pasal 50 hurufra da
Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan iRrda¥onopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci :Sate Action Doctrine, pengecualian, persetujuan pemerintah
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ABSTRACT

Name :Kurnia Togar P.
Study Program :Law

Title : “State Action Doctrine In Competition Law”

The purpose of this thesis is about the concemfoState Action Doctrine which
means any reason can be filled in ordet to allegac is being exempted from
Competition Law because of government consenteSAation Doctrinewere
born from Case Law in United States Antitrust Law. In Indonesia Conpmt
Law, State Action Doctrine can be interpreted adicay Article 50 letter a and
article 51 Law No. 5 Year 1999 about Anti-monopalyd Prohibition of Unfair
Competition.

Key Words : State Action Doctrine, exemption, gowatt consent
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Salah satu indikator keberlakuan ekonomi pasar $etmam sistem
ekonomi Indonesia ditandai dengan diundangkannydabgrundang No.5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaing/lsaha Tidak Sehat
(berikutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999), pada gahg Maret 1999. Pasca
krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia tenllieang yang besar akibat hutang
luar negeri. Pada tahun 1996 hutang luar negeonesia adalah USD 128,941
milyar,! pada tahun 1997 sebesar USD 136,173 mflgan terjadi lonjakan besar
pada tahun 1998 yaitu sebesar USD 150,875 nillyaternational Monetary
Fund (IMF), yang merupakan pemberi pinjaman terb8samendesak agar
Indonesia membuat legislasi tentang Hukum Persaitfgaha untuk melindungi
kepentingan investor yang berkepentingan di IndanePada tahun 1999
disahkan UU No.5 Tahun 1999 yang rumusan pasalepmtas lalu merupakan
transplantasi dari Hukum Persaingan Usaha di AraeB&rikat. Sebagai contoh
misalnya diperkenalkannya istilaiust dalam UU No.5 Tahun 1999 padahal
hukum Indonesia tidak mengenal lembagst.

Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diadda pasal 2 yang

menyatakan bahwa:

' Emmy Hafild, Daris Furqoret.al, “Addicted to Loan: The World Bank Foot Prints in
Indonesia,” WALHI (Indonesian Forum for Environmgnthal 1. Lihat http://www.
asienhaus.de/public/archiv/\WB-and__Indonesia_ Wafidper.pdf diakses pada 16 Januari 2011
pukul 20:52 WIB.

? Ibid
* Ibid

4 |bid
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“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kagiasahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kdmseigan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan urhum”

Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaintaiar dalam Pasal

3 adalah untuk:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisekmiomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan késegah rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peogat persaingan
usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaka osnengah dan
pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan us#dia sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan;

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiataahd.

Apabila kita melihat isi dari pasal 2 dan 3 hur(d) dan (d) UU No. 5
Tahun 1999, maka tampak termaktub 2 (dua) tujusamat dari Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia yaitu efisiensi ekorfeconomic efficiengydan
kepentingan umum atau bisa pula diartikan sebagsej&hteraan rakyagpublic
interes). Efisiensi ekonomi berkaitan erat dengan konsegap bebas dan
persaingan. Efisiensi ekonomi dapat diartikan sabagekanisme pasar bebas
yang di dalamnya terdapat persaingan antara pelsiiba yang bertujuan untuk
mengeliminasi ekses penggunaan sumber daya, alskasber daya untuk
penggunaan yang paling efektif dan efisien, membpslbku usaha untuk
memproduksi barang dengan kualitas setinggi-tinggimlengan harga yang
serendah mungkin, dan menstimulus inovasi di bidekgologi’

Di lain sisi, Hukum Persaingan Usaha harus pulampeghatikan
kepentingan umum dari masyarakat luas. Kepentingaum secara sederhana
dapat didefinisikan sebagai kesejahteraan konsutaegan parameternya adalah
tercapainya peningkatan mutu, ketersediaan damapilbarang di pasar. Bahkan,

F.M. Scherer, bersama dengan ekonom yang lainngaunjukkan manfaat dari

®Indonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 19994dhentarangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 19983/d.LN No. 3817, pasal 2.

® |bid., pasal 3.

" John H. Shenefield & Irwin M. StelzeThe Antitrust Law: A Primer(Washington:
American Enterprise Institute, 2001), hal 13.
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persaingan bagi efisiensi maupun kesejahteraarsukoan, tetapi menyadari
bahwa berbagai otoritas pembuat kebijakan persaitglah memilih atau telah
diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan kosisursebagai tujuan
utamany&

Mengingat tujuan utama dari Hukum Persaingan Usalagah melindungi
kepentingan umump(blic interesy dari masyarakat luas yang dimanifestasikan
dalam kesejahteraan konsumen, maka terkadang whperl proteksi khusus
terhadap barang-barang yang berhubungan dengaragauhblik public utilities)
dimana upaya masuk pasantry), tarif dan pelayanan akan diatur dalam regulasi.
Pertimbangan dan alasan pembenaran dilakukannyaehs¢but adalah bila
produksi dilakukan oleh satu pelaku saja akan jabih efisien, dimana biaya
rata-rata produksia/erage cogtakan menurun bilautputditingkatkan, sehingga
lebih efisien kalau industri di monopoli oleh satalaku usaha saja. Regulasi
dibutuhkan karena ada kemungkinan dalam suatu gilangnopoli maka pelaku
monopoli alamaiah mungkin memberlakukan harga molnogang dapat
mengakibatkan terjadinyaleadweight lossdan mengakibatkan perpindahan
consumer surpluskepada producer surplus Regulasi dibutuhkan untuk
menentukan industri mana yang akan dilakukan o&ety& satu perusahaan dan
kemudian baru diatur mengenai tarif, harga, pelagaserta nilai investasinya.
Secara ekonomi dasar untuk memberikan monopoliialanalam suatu industri
adalah bila biaya investassunk cost yang dibutuhkan cukup besar sehingga
pengelolaannya diputuskan untuk diberikan, misalkgpada badan usaha milik
Negara (BUMN), misalnya untuk sarana publik sepeatr, listrik, atau
telekomunikasi. Oleh sebab itu pelaku usaha yangdamat kesempatan
pengecualian dari ketentuan Hukum Persaingan Usaf@gb mendapat
pengontrolan dalam hal kinerja dan pelayanan yitmayapkarr

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pengecualian terhatiafma dalam bidang
persaingan usaha yang dilakukan dengan regulésntertadi terdapat di pasal 50

huruf (a) yang menyatakan:

8 Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontglakarta:
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammend®eéiZ) GmbH, Oktober 2009), hal 19.

® Ibid., hal 220.
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Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undangdiaiah:
a. perbuatan dan/atau perjanjian ﬁ/ang bertujuan mataksn peraturan
perundang-undangan yang berldRu;

Pengecualian terhadap UU No. 5 Tahun 1999 jugatdiiperikan kepada
kegiatan yang dinilai berkaitan dengan hajat hidugng banyak dan cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara sepettirdialam pasal 51 UU No. 5
Tahun 1999 yang menyatakan:

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkalengan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang asanduajat hidup
orang banyak serta cabang-cabang produksi yantngebagi negara
diatur dengan undang-undang dan diselenggarakaim Badan Usaha
Milik Negara dan/atau badan/atau lembaga yangntlileatau ditunjuk
Pemerintat?

Pada umumnya pemberian status pengecualian irerikiiim kepada
industri yang dianggap strategis dan lebih bailbdagengelolaannya diserahkan
kepada negara. Pelaku monopoli alamiah yang tidaknifiki pesaing lain di
pasar sangat mungkin malah betindak kontraproddkiif tidak efisien sehingga
justru menimbulkan kerugian bagi negara dan makgaraimum sebagai
konsumen.

Terkait pemberian status pengecualian yang bearkaitengan negara
dalam Hukum Persaingan Usaha dikenal adaffyate Action Doctrine”yang
memungkinkan adanya imunitas dan pengecualian-idgum Persaingan Usaha
terhadap situasi-situasi terterffuPengecualian atau imunitas tersebut diberikan
terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukarh gdemerintah atau
mendapatkan kewenangan mewakili pemerintah untulaks@nakan kegiatan-
kegiatan tertentu.

% |ndonesia (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sasauruf (a).
1 bid, pasal 51.

12 Jeffrey D. Schwartz, “The Use of Antitrust Stated@ine in the Deregulated Electric
Utility ,” American University Law RevieWol. 49, (1999), hal. 1457.
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Doktrin yang dikenal di Amerika Serikat ini berrauldari putusan
Mahkamah AgungSupreme CouytAmerika Serikat dalam perkaRarker vs.
Brown tahun 1943 sebagai respon terhadap upaya untukbemkkukan aturan
hukum persaingan terhadap usaha atau kegiatandjakgkan oleh pemerintah
yang sebelumnya tidak terbayangkan ketika Amerikaik&t mengundangkan
Sherman Act 1890Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat bahwa
doktrin ini sesuai dengan keinginan Kongres bahwmah undang-undang
Hukum Persaingan Usaha adalah untuk memprotekshnipgan tetapi dengan
tidak membatasi kewenangan Negara. Doktrin ini kiiamudiperluas lagi dengan
mengijinkan pemberian status pengecualian yand lefais kepada badan usaha
yang dibentuk pemerintah yang bahkan bukan sepgauherupakan badan yang
dibentuk pemerintah. Doktrin ini terbukti banyakmigerikan keuntungan kepada
pemerintah sepanjang status ini dipergunakan se&ngan tujuannya terutama
dari pendekatan efisiensi pada level nasiorial.

Hakim Lewis Powel dari Mahkamah Agung Amerika Barimenyatakan
bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sel&igte Action Doctrin@pabila
minimal ia memenuhi 2 (dua) kritetfa

a. peraturan yang mengecualikan sebuah tindakan ddentuan Hukum

Persaingan Usaha dan memang sesuai dengan maksugedsuran

tersebut dibuatc{early articulated and affirmatively expressed state

policy);

b. kegiatan yang dikecualikan dari ketentuan Hukums&megan Usaha
tersebut secara aktif mendapatkan supervisi danepatah agar benar-
benar mengakomodasi kepentingan umum dan hajap lndang banyak

(actively supervised by state it3elf

Lebih lanjut, Jeffrey D. Schwartz menetapkan baparkriteria untuk
menentukan siapa saja pihak yang kegiatannya dhkatualikan dari Hukum

Persaingan Usaha menuBtate Action Doctrine:

13 Lubis et. al., .Teks dan Konteks, hal. 221

14 Stephen F. Ros&rinciples of Antitrust Law(New York: The Foundation Press, Inc.,
1993), hal. 504.
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a. kegiatan dilakukan oleh negara sendict{on by state itsélf

b. kegiatan yang dilakukan untuk mewakili negara aiastitusi negara
termasuk pemerintahan daerahction by a subdivision of a state-
including a unit of local government or by a statgency;

c. kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta yangradeagsung ditunjuk
atau diberikan kewenangan oleh negara sermbnduct of private parties

pursuant to the direction and supervision of tteesor its subdivision

Masalah yang mungkin timbul dari diterapkannyauteg tertentu dengan
berdasarkarState Action Doctrineuntuk mengecualikan sebuah kegiatan dari
Hukum Persaingan Usaha adalah dimungkinkannya peafian tersebut justru
merugikan perekonomian dan bahkan menjadi lahaarsudgi pencari sekaligus
pemburu rente ekonomi rgnt-seekers yang bertindak oportunis demi
kepentingannya semata. Hal tersebut berkaitandemragan kandungan Pasal 33

UUD 1945 yang menyatakan:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atasr d&as
kekeluargaan;

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negarangarmguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara,;

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungaliindghya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besadtagakmuran
rakyat;

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasademaskrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilbarkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan njage
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi ngsional

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasaldiatur dalam
Undang-Undang.

Pasal 33 UUD 1945 memiliki beberapa kata kukely(word$ yaitu: (1)
Usaha bersama, (2) Asas kekeluargaan, (3) Penéiggnegara, (4) Hajat hidup
orang banyak, (5) Dikuasai oleh negara, (6) Dipeafan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dan (7) Demokrasi eknomi berigunsip-prinsipnya.

Makna dari semua kata kunci tersebut tentu sajgamtéung dari siapa yang

15 Schwartz, “The Use of Antitrust State Doctringhal. 14509.
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menafsirkan, dalam konteks apa ditafsirkan, dan ygrag ada di belakang
kepentingan penafsiran tersebut.

Maka, bukannya tidak mungkin keberadaan kebijakarentu yang
mengecualikan sebuah kegiatan dari rezim HukumalR®an Usaha dengan
begitu mudahnya ditafsirkan penting bagi negarahli®ingan dengan hajat
hidup orang banyak, atau pula dengan alasan kegiatsebut dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Padaleamlgecualian sebuah
kegiatan dari Hukum Persaingan Usaha lewat regiést@ntu bisa saja justru
tidak mendatangkan kemanfaatan bagi orang bangakatna apabila dikalkulasi
secara ekonomi.

Sebagai contoh adalah ketika pemerintah membemailan Pusat
Penyangga Cengkeh (BPPC), suatu konsorsium yarepahg oleh Hutomo
Mandala Putra, anak dari mantan Presiden Soehgatgy diberikan hak oleh
pemerintah untuk memonopoli perdagangan cengkehindaianggap banyak
ekonom sebagai blunder dari pemerintah karena BRRifai sebagai pihak yang
baru di bidang tersebut, dan secara finansial t&up kuat untuk memainkan
peran penting itd’ Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditepatingaijijBPPC
untuk menyerap panen cengkeh dari petani dengagnyansendiri dan justru
malah mengandalkan Kredit Likuiditas Bank Indone¢kdlBl) senilai Rp
759.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembitdler rupiah)*®

Untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan tenga kebijakan
yang mengecualikan sebuah kegiatan dari persainijgoasar namun justru
bersifat kontraproduktif tadi, Peneliti memilih ggunaanState Action Doctrine
sebagai rujukan studi yang cukup berguna untuk ntakan apakah kegiatan-

kegiatan tertentu yang mendapatkan fasilitas perajen dari Hukum Persaingan

16 A, Effendy Choirie,Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonegitakarta: LP3ES,
2003), hal. 12.

" Rizal MallarangengMendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-18%karta:
Keperpustakaan Populer Gramedia, 2004), hal. 215.

¥ jhat “Tata Niaga Ala BPPC,” http://majalah. tempointeraktif.com/id
[arsip/1992/03/07/LK/mbm.19920307.LK10205.id.hteilakses pada 5 Januari 2011 pukul 18: 14
WIB.
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Usaha oleh pemerintah adalah benar ditujukan depeitingan umum dan sudah
sesuai dengan perintah konstitusi.

State Action Doctrinenerupakan pembenaran bagi negara yang dalam hal
ini pemerintah untuk mengecualikan kegiatan tededari rezim Hukum
Persaingan Usaha. Namun, dalam penerapannya, &#jgapsnggunaarstate
Action Doctrinejustru bersifat kontraproduktif dari tujuan awakeltualikannya
sebuah kegiatan dari Hukum Persaingan Usaha. Readgecpengecualian dari
hukum persaingan dengan memberikan hak monopadidepihak-pihak tertentu
haruslah pula mendapatkan ukuran yang jelas dgriedisiensi ekonomi maupu
kepentingan umum yang dalam hal ini dapat ditadsirlsebagai kepentingan
konsumen. Sebagai bahan rujukan untuk membedahgpeagnState Action
Doctrine Peneliti akan banyak memakai penerapan Hukumalgan Usaha di
Amerika Serikat sebagai perbandingan diterapkarohyktrin tersebut sebagai
dasar pengecualian kegiatan tertentu dari Hukursaitegan Usaha.

Amerika Serikat adalah negara yang meletakkan ppamdasi dari hukum
tentang persaingan usaha lewat keberlaksiaerman Act 189@an Clayton Act
1914 Kedua undang-undang tersebut merupakan salahks#&gntuan hukum
persaingan paling tua di dunia. Selain itu, sdpscker vs Brownyang bisa
disebut sebagaiause celebrpenggunaastate Action Doctring banyak perkara-
perkara di bidang Hukum Persaingan Usaha di Amefi&ekat yang berguna
untuk menakar sejauh mana pengecualian kegiataientier dari Hukum
Persaingan Usaha dengan didasstate Action Doctrinedapat dikategorikan
memiliki pendekatan efisiensi ekonomi dan keper@mgmum.

Dalam penelitian kali ini, Peneliti akan mengguaralpendekatan efisiensi
ekonomi économic efficiendydan kepentingan umunpyblic interest dalam
Hukum Persaingan Usaha untuk mengukur apakah selegfatan yang
dikecualikan dari ketentuan Hukum Persaingan Usipat dibenarkan dengan
basisState Action DoctrineHal tersebut dilakukan, karena pada dasarnyaeons
State Action Doctrindnanyalah basis pembenaran sebuah kegiatan dikemuali
dari ketentuan Hukum Persaingan Usaha, namun dadsr@rapannya diperlukan
sebuah analisis lebih lanjut apakah pengecualiaug ygiberikan tersebut adalah

sudah memenuhi kriteria efisiensi ekonomi dan meikdbe faedah bagi
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kepentingan umum yang dalam hal ini dapat ditadsirlsebagai tercapainya
kesejahteraan konsumesofisumer welfane

1.2 POKOK PERMASALAHAN
1. Bagaimana penerapaidtate Action Doctrinedalam rezim Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia ?
2. Bagaimana ukuran yang dapat digunakan dalam mepelaeraparState
Action Doctrinesebagai alasan untuk mengecualikan sebuah keglatan
penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk memaparkan penerapatate Action Doctrinelalam rezim Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia
2. Untuk memaparkan ukuran apa saja yang dapat diganakalam
penerapanState Action Doctrinesebagai alasan untuk mengecualikan

sebuah kegiatan dari penegakan Hukum Persaingdraldséndonesia

1.4  DEFINISI OPERASIONAL

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan susumeber yang menjadi
bahan Penelitian, dibutuhkan suatu batasan yamg jelengenai istilah-istilah
dalam Penelitian. Definisi operasional akan mengapgan beberapa
pembatasan yang akan dipergunakan.

Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengestdah-istilah yang
digunakan dalam Penelitian, maka perlu definisiragpienal mengenai istilah-
istilah berikut:

1. State Action Doctrineadalah doktrin yang memungkinkan

perbuatan tertentu dikecualikan dari aturan Hukuers&ngan
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Usaha selama perbuatan tersebut dilakukan untuljatagkan
peraturan perundang-undangan atau kebijakan daenietah®
Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakik&®lanjutnya
jika dikaitkan dengan ketentuan dalam BAB IV Unddmdang
Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang “Kegidtamg
Dilarang” yang kemudian dijabarkan dalam ketentirasal 17
sampai dengan Pasal 24 berupa suatu larangan élagupusaha
untuk melakukan sesuatu, maka kata “kegiatan” majaasama
dengan “perbuatan” untuk melakukan sesgatu.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau ledlidfky usaha
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebilalpelusaha lain
dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidakligef?

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atin hesaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan bademiyang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatitam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik semdaupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakarbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekon6i.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturanlistestang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yangeamng dan

mengikat secara umuffi.

19 Ross Principle of Antitrust hal . 496.

% http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index,ptiiakses pada tanggal 17 Januari 2011

pukul 16 : 05 WIB.

1 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (apN@85/KPPU/Kep/VI1/2008
Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50dHundang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingaah&sTidak Sehat, hal 13. Lihat

http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pasal_50g.piikses pada 17 Januari 2011 pukul 16: 10

2 Indonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 199sal 1 angka (7).

% bid, pasal 1 angka (5).

4 Indonesia (b) , Undang-undang No. 10 Tahun 200dtafey Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, LN Tahun 2004 No. 87, TLN 18894 pasal 1 angka (2).
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6. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan aeagaran
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentusatahpelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

7. Pemusatan kegiatan atau pemusatan kekuatan ekoadatah
penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersanghkeltarsatu
atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentud@a fbbarang
dan/atau jas®

8. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pendrelpenjual
baik secara langsung maupun tidak langsung dapkokan
transaksi perdagangan barang dan atatffasa.

9. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitamard@oggkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usafhidaiang dan
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitisbatang dan
atau jasa tersebfft.

10. Produksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukarkungnambah
kegunaan (nilai guna) suatu bardng.

11.Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memassukitun
barang dagangafi.

12.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupdak ti
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaiagpat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dinadkda oleh

konsumen atau pelaku usaha.

% |bid, pasal 1 angka (1).

% |ndonesia (a), Undang-undang No. 5 Tahun 199@sal 1 angka 3.
%" |bid, pasal 1 angka (9).

%8 |bid, pasal 1 angka (10).

# |skandar PutongPengantar Ekonomi Mikro dan Makr@Jakarta: Ghalia Indonesia,
2003), hal 100.

% http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index,ptiiakses pada tanggal 17 Januari 2011
pukul 16 : 19 WIB

% Indonesia (a), Undang-undang No. 5 Tahun 199@sal 1 angka (16).
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13.Jasa adalah adalah setiap layanan yang berbenkekjgsn atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untukrdamtkan oleh
konsumert?

14.Hajat hidup orang banyak adalah barang dan/ataa yasg
memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilis&$

15.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negaratadagam
usaha produksi atau penyediaan barang dan/atau \jasg
memiliki sifat strategis dan finansial.

16.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usgduag
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki aletrara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kakayagara
yang dipisahkan®

17.Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah adedan atau
lembaga yang dibentuk pemerintah menjalankan tpgétesyanan
kepentingan umump(blic servicg yang kewenangannya berasal
dari pemerintah pusat dan dibiyai oleh dana ne@aRBN) atau
dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan demgegara?®

18.Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah adadalan atau

lembaga yang mendapatakan kewenangan dari pejhinatiatrasi

negara Yyang berwenang dan Dbersifat penetapan untuk

menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan tertsetara

sepihak’’

% bid, pasal 1 angka (17).

% Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (b)oNd88/KPPU/Kep/111/2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51ndgJbd@lang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingaah&sTidak Sehat, hal 5. Lihat
http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman_pasalmdhopoli_bumn.pdf diakses pada 18

Januari 2011 pukul 13:09 WIB

** Ibid, hal 6.

% Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2088tdhg Badan Usaha Milik
Negara, LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4297, pasahdka (19)

% Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (b)oNa88/KPPU/Kep/111/2009,
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15 METODE PENELITIAN

Di dalam suatu Penelitian, posisi metodologi s#abapenting sebagai
suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelasi@ngenai apa yang
seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukaamdaPenelitian. Agar
Penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menofedan menjawab pokok
permasalahan dalam Penelitian ini.

Adapun fungsi dari metodologi dalam suatu Penaliffang merupakan
kegiatan ilmiah adalah untuk memberikan pedoman irmgwan tentang cara-

cara mempelajari, menganalisis, dan memahami limggm yang dihadapiny4.

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, Peneliti pada dasamgaggunakan metode
yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis nornfiadidalah metode Penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustateu data sekunder
belaka®® Dalam kaitannya dengan penelitian normatif tertlaps pendekatan
yang bisa digunakan yaitu Pendekatan Perundangigadaétatute approach
dan/atau Pendekatan Konsepor{ceptual approagh Dikarenakan peneliti
menggunakan pendekatan konseptual, maka penelék takan fokus kepada
peraturan perundang-undangan semisal UU No 5 Ta898. Pendekatan konsep
(conceptual approaghdalam penelitian ini digunakan untuk memahamause|
mana sebuah kegiatan dapat dikecualikan dari ketenHukum Persaingan
Usaha dengan menggunakan konSg¢ate Action Doctrinesebagai pendekatan
dan sejauh apa analisis efisiensi ekonomi sertaerkean konsumen dapat
diterapkan dalam rangka mengetahui apakah kegigaag dikecualikan tadi
sudah sesuai dengan diterapkannya kor&tepe Action Doctrinesebagai dasar

pengecualian sebuah kegiatan dari Hukum Persaildgaha. Dengan didapatkan

%7 |bid, hal 8.
% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundgkarta: Ul Pess, 2005), hal 6.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjtenelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.
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konsep yang jelas maka diharapkan penormaan daiaranahukum ke depan
tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan amffigu.

1.5.2. Jenis Data yang Digunakan

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulldeta yang
diperlukan pada Penelitian ini adalah data sekugdag dikumpulkan melalui
studi kepustakaan. Namun demikian, jika dianggafupeaka untuk melengkapi
serta mendukung data sekunder akan dipergunakammneara dengan sumber-
sumber yang dinilai memahami beberapa konsep atanikpan terkait data
sekunder.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam Penediiaiah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempgunya
kekuatan hukum yang mengikat seperti UU No.5 Tah@@o,
UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 19 Tahun 2003.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang raskget
bahan hukum primer, yang antara lain adalah teara parjana,
putusan pengadilan, legislasi asing, buku, penensinternet,
artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi
keterangan bahan hukum primer dan sekunder, sdzarius,
ensiklopedia®*

1.5.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam Penelitian ini adalah ggenakan studi
dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelus@amstiikaan digunakan
untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukuta pendapat para ahli
mengenai Hukum Persaingan Usaha dan kaitannya nlgegeerapastate Action

0 Johnny IbrahimTeori, Metode dan Penelitian Hukum NormatfMalang: Bayumedia
Publishing, 2007), him. 300.

“1 M. Syamsudin,Operasional Penelitian Hukun(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
2007), hal. 25.
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Doctrine apabila dirasa kurang memadai maka akan ditardéagan wawancara

tehadap narasumber atau informan.

1.5.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akannakgu dalam
Penelitian skripsi ini, metode yang digunakan dudalmetode kualitatif.
Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsipsgriumum yang mendasatri
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalandlgsdm manusia, atau pola-
pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budayagde menggunakan kaidah-
kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk meoipbrgambaran mengenai
pola-pola yang berlak?

1.5.5. Sifat dan Bentuk Laporan

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepasin dengan
tipologi Penelitian menurut sifatnya adalah Peraglitdeskriptif (dimaksudkan
untuk memberikan data yang seteliti mungkin demimmertegas hipotesi),
menurut bentuknya adalah Penelitian evaluatif (pesin untuk menilai keadaan
sekitar yang terkait permasalahan), menurut tujyanialah Penelitianfact
finding, menurut sudut penerapannya ialah Penelitian kesfonasalahpfoblem
focused researgh dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah Pgagli

monodisipliner.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah Penelitian serta pemahaman mamivaka Peneliti
membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang tieddiri beberapa sub bab
dengan sistem sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Peneliti memaparkan mengenai hklylzeng melatar
belakangi pengambilan judul yang akan Peneliti bahalatar belakang
didasarkan pada pengetahuan Peneliti akan masahghtgrdapat di dalam judul
Penelitian. Latar belakang tersebut yang menjasiaddasar dari Penelitian. Hal-

2 Burhan Ashshofayletode Penelitian HukunfRineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 20.
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hal yang pokok akan dikemukakan melalui perumusasafah. Selain itu, di
dalam bab ini juga dibahas mengenai manfaat dariuPenelitian. Lalu bab ini
juga menjabarkan definisi operasional. Definisi rageonal ini berfungsi untuk
menyamakan persepsi yang sering muncul didalamliBanelLalu dibagian akhir
terdapat pula sistematika Penelitian yang menjapadaris besar dari bab-bab

yang ada di dalam Penelitian.

BAB Il AZAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

DAN PENDEKATAN EFISIENSI DAN KESEJAHTERAAN

KONSUMEN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam bab ini, Peneliti akan mengawali pembahassgah memaparkan
azas dan tujuan Hukum Persaingan Usaha secara ugaloagai dasar pemaparan
Peneliti akan banyak mengambil studi terkait Hukeensaingan Usah&titrust
Law) di Amerika Serikat lewat keberlaku&@herman Act 189@an Clayton Act
1914 yang merupakan peletak batu pondasi dasar Hukensaidgan Usaha di
dunia. Selanjutnya, Peneliti akan membahas azas tdmman dari Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia, terutama dengan kukala pemaparan
ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999aedidukung studi-studi
terkait keberlakuan Hukum Persaingan Usaha di lesian baik secara yuridis
maupun ekonomis.

Berikutnya akan juga dipaparkan mengenai pendel&fiaiensi ekonomi
(economic efficiendydan kesejahteraan konsumesor(sumer welfane dalam
Hukum Persaingan Usaha, di mana kedua pendekatsebt¢ sering disebut
sebagai tujuan dasar dari setiap rezim Hukum Reyaai Usaha secara global
dimana terdapat pergeseran secara konseptual Kefikan dasar dari Hukum
Persaingan Usaha itu sendiri murni kepada kesegdrtekonsumen yang salah
satu cara melindungi kesejahteraan konsumen tdrsetlalah mendeteksi
keberadaan tindakan eksploitatif berupa penerapegateksesifgxcessive prige

oleh pelaku usaha.

BAB Il STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
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Dalam bab ini, Peneliti akan memulai pemaparanatéap kemungkinan
kegagalan pasar dan peranan pemerintah sebagastandhhirnyeState Action
Doctrine Kemudian akan dipaparkan mengenai kebera8éate Action Doctrine
dalam Hukum Persaingan Usaha yang mana akan dirdategan pemaparan
mengenai dasar keberada@tate Action Doctringentifikasi penggunaaBtate
Action Doctrinedalam Hukum Persaingan Usaha dan kebera@aature Theory
dalam konsepsiState Action Doctrine Selanjutnya akan dipaparkan peluang
keberadaarState Action Doctrinderada dalam rezim Hukum Persaingan Usaha
di Indonesia. Di awal akan dipaparkan bagaimanagqo=an konsefState
(Negara Bagian) di Amerika Serikat, negara temdtirhya State Action
Doctrine dan State (Negara) di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk rkakan
pembatasan atau pendefinisian yang jelas terkageqstate” antara dua negara
yang dibandingkan tadi. Di akhir, akan dipaparkagéimana penerjemah&tate
Action Doctrinedalam UU No. 5 Tahun 1999.

BAB IV STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM

PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Dalam bab ini, Peneliti akan menganalisis menggreierapanState
Action Doctrinedalam perkara Hukum Persaingan Usaha di Indonésialisis
ini akan memaparkan bagaimadate Action Doctrinéliterapkan dalam perkara-
perkara Hukum Persaingan Usaha Indonesia terutarkaitt penerapan Pasal 50
huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Kemudikan dipaparkan ukuran-
ukuran substantif yang dapat digunakan untuk memgké&beradaatate Action
Doctrine dalam setiap intervensi pemerintah yang mungkitukumendistorisi
persaingan di dalam pasar dan menghilangkan késgain konsumen. Untuk
ukuran yang digunakan, Peneliti memilih penggunaaalisis harga dalam
perkara Hukum Persaingan Usaha di Indonesia yanggamelung klaimState

Action Doctrine

BAB V PENUTUP
Merupakan Bab terakhir, terdiri dari simpulan daaras. Bab ini

merupakan uraian akhir yang ditarik Peneliti daasih pembahasan secara
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menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan pagan jawaban dari
pokok permasalahan yang ada pada bab pendahuletan 8u, Peneliti juga

memberikan saran dan solusi terkait pada Penetiisebut.
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BAB I

AZAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN
PENDEKATAN EFISIENSI DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN
DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.1. AZAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA

UMUM

Kebijakan mengenai hukum persaingan usaha bukaméhyang baru
diakui oleh negara-negara di dunia. Di Amerikaksgrsudah lama sekali berlaku
undang-undang yang melarang praktik monopoli darsgi@gan usaha tidak
sehat. Sebelum berlakunya undang-undang itu, yahelum adany&herman
Act pada tahun 1890, putusan-putusan pengadilan Aee8krikat telah
memberikan putusan-putusan mengenai larangan lpiadektik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat berdasadammon law Bahkan satu tahun ke
belakang, yaitu sejak tahun 1889, Kanada sudah umelaggkan Canada
Combines Actyang di dalamnya memuat ketentuan mengenai larapgaktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sé&hat.

Larangan mengenai praktik monopoli dan persaingsaha tidak sehat
diatur dalam berbagai undang-undang yang dis@nditrust Law Di Amerika
Serikat, selairSherman Actdikenal pulaClayton Act, Robinson-Patman Adan
Federal Trade Commission Att

Sherman Actdiundangkan sehubungan dengan meluasnya kartelisasi
(cartelizationn dan monopolisasi nfonopolizatioph dalam ekonomi Amerika
Serikat. Pasal 1 dari undang-undang itu melararigkwiannya pembuatan
perjanjian-perjanjiancontrac), penggabungarc¢mbination dalam bentukrust
atau bentuk lainnya, atau melakukan persekongkalamspiracy yang bertujuan

43 Sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah, tguan UU Larangan Monopoli”,
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19, (Juni 2002), hal. 6.

4 bid
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menghambat kegiatan usaha para pesaingnya, yadakan yang lazim disebut
sebagarestraint of trade®

Dengan adany&herman Act pemerintah memperoleh kekuasaan atas
industri swasta dari undang-undaangfitrust kumpulan peraturan yang ditujukan
untuk mengekang kekuasaan monopoli. Dengan adahgeman Actkekuasaan
pasar dari berbagai konglomerasi swasta yang ldesakuat, yang di masa itu
dipandang sangat dominan dalam perekonomian dakamtcbl dari perilaku-
perilaku diskriminatif yang merugikan konsumen akilkekuatan monopolisitik
atau oligopolistik yang mereka peroleh dari pod@ninan di pasar. Sebagaimana
didefinisikan oleh Mahkamah Agung AS, undang-undAngtrust adalah “suatu
perjanjian komprehensif yang bebas dan tidak tegarsebagai prinsip utama
perdagangaff

Seperti dikemukakan oleh Eleanor M. Fox dan LaweefdcSullivan yang
mengutip pendapat hakim dalam kadiisited States v. Topco Associgtdd5
U.S. 596 (1972), yang menyatakan bahivatitrust Law di Amerika Serikat

adalahMagna Cartabagi sisteniree enterprise

Antitrust Law in general, and the Sherman Act artigoular are the

Magna Carta of free enterprise. They are as imguatrto the preservation
of economic freedom and our free-enterprise sysiethe Bill of Rights

to protection of our fundamental personal freedom&nd the

freedom guaranteed each and every business, nemiaw small, is the
freedom to compete- to assert with vigor, imagormat devotion, and
ingenuity whatever economic muscle it can musheplicit in such

freedom is the notion that it cannot be foreclosedith respect to one
sector of the economy because certain pivateeaizor groups believe
that such foreclosure might promote greater coitipat in a more

important sector of the econorffy.

Pada tahun 1914 kongres mengundangkagton Actuntuk memperkuat
Sherman Actdan khususnya ditujukan kepada praktik-praktik yaregsifat

*® Ibid

% N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro[Principles of Economigs
diteriemahkan oleh Chriswan Sungkono, (Jakartae®@nSalemba Empat, 2006), hal. 405.

47 bid
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ofensif (ffensive practicgstermasuk diskriminasi harg&ection2 dari undang-
undang ini melarang penjual melakukan diskrimit@sga terhadap para pembeli
yang membeli barang-barang yang sama kualitasnybilap perbuatan itu
mengakibatkan secara berarti berkurangnya persaiaga dapat menimbulkan
praktik monopoli. Tujuan dariSection 2 ini adalah untuk melindungi para
pengusaha kecil terhadap penetapan harga yanghreyatey dilakukan oleh
mereka yang memiliki posisi dominan yang bertujuatuk menyingkirkan para
pengusaha kectf

Kebutuhan untuk mengatur larangan mengenai prakignopoli dan
persaingan usaha tidak sehat berkaitan erat deatgan seringpula dikatakan
berazaskan konsepsi mengenai ekonomi pasar biebasr(arket economyang
diperkenalkan oleh Adam Smith lewat bukunydhe Wealth Of Nation”.
Konsepsi mengenai ekonomi pasar bebas tadi dihidleh Smith sebagai
resistensinya terhadap kondisi perekonomian di rleggyang lebih
mengedepankaoustomary economietimbangmarket economyPada waktu itu
pasar dikendalikan oleh raja-raja, ratu-ratu, darggata parlemen, serta
bangsawan-bangsawan yang mendapatkan hak istimeswdasarkan garis
keturunan maupun tradisi. Hal tersebut berdampat#ta pmaraknya praktik
monopoli yang memiliki ekses terhadap diskrimingiskriminasi di bidang
ekonomi, terutama yang amat dirasakan oleh pedagasigdan menengali.

Teori ekonomi pasar bebas atau sering pula dissthdgaiaissez faire
yang dikembangkan saat itu antara lain beranggapawa hukum tidak boleh
mencampuri kebebasan berusaha sekalipun apabilekanebersama-sama
menaikkan harga-harga. Menurut teori tersebut, rgapg perjanjian di antara
mereka dibuat secara sukarela tanpa tekanan, p&sar dengan sendirinya
mampu memperbaiki distorsi yang terjadi.

Teori ekonomi pasar bebas yang diperkenalkan éléam Smith tadi

berkaitan erat dengan kondisi pasar yang kompeii&iti biasa dikenal sebagai

“8 Eleanor M. Fox dan Lawrence A. SullivaBases and Materials on Antitrugt. Paul
Minn : West Publishing Company, 1988gl. 11.

*? Ibid

%0 | pid
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pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaieggpusa, terdapat banyak
perusahaan yang beroperasi untuk menjual barangadekarakteristik yang
serupa. Kemampuan mereka untuk mengatur harga Ipasgoir tidak ada karena
mekanisme penawarasupply dan permintaandeémandl sendirilah yang akan
menentukan harga terbaik yang bisa dicapai olearggsce equilibriun), dalam
artian ketika mereka menaikkan harga maka kemuagkimereka akan
kehilangan sejumlah pembeli yang mencari perusaa@anpenjual yang menjual
dengan harga lebih murah. Selain itu, karakteristik dari kondisi pasar yang
bersaing secara sempurna adalah informasi dengantéusedia kepada penjual
maupun pembeli, mudah masuk dan keluar dari pakaternalitas di luar pasar
yang dapat berujung menganggu kinerja pasar texbat&astruktur di dalam
pasar layak, dan kontrak yang dibuat antara perjaal pembeli dapat dengan
mudah dilaksanakancgntracts can be enforced eajilyKetika karakteristik-
karakteristik ini terpenuhi, maka sebuah pasar dkelerja secara efisien dan
akan tercapai maksimalisasi keuntungan baik daripgnjual maupun pembeli
(total welfarg.>*

Antitesis dari pasar persaingan sempurna adalshr paonopolistik. Inti
perbedaan antara suatu perusahaan kompetitif datu smonopoli adalah
kemampuan suatu monopoli untuk mempengaruhi haagarpdari biaya yang
dijualnya. Suatu perusahaan di dalam pasar peesaisgmpurna terhitung relatif
kecil terhadap pasar di mana perusahaan terselvapdrasi, sehingga harus
menerima harga sebagaimana diberikan oleh kondrsiiki pasar. Sebaliknya,
karena suatu monopoli adalah produsen satu-satlirp@sarnya, monopoli dapat
mengubah harga barangnya dengan menyesuaikan jbariahg yang ditawarkan
pada pasar. Maka, perusahaan di pasar persaingapuse sering disebut
sebagai penerima hargariCe take), karena menerima harga pasar sebagaimana

adanya, sedangkan perusahaan monopoli disebut p&rhbrga grice makey,

*L D. Carlton dan J. PerloffiViodern Industrial Organization(New York, Addison-
Wesley Longman, Inc., 1999), hal. 68 dalam Susakel® dan Phil Evans$ ompetition and
Development: The Power of Competitive MarkéBttawa: International Development Research
Centre, 2008), hal. 5.
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karena membuat standar harga barang yang dijuaingaurut standarnya
sendiri>?

Kemampuan perusahaan monopoli sebagai pembua tegseringkali
disalahgunakan untuk membuat pembeli membeli dergaga yang teramat
tinggi. Perusahaan monopoli juga sangat mungkiokuntelakukan diskriminasi-
diskriminasi harga terhadap pembeli. Ada pula kegkiman monopoli di pasar
tadi dilahirkan dari dilakukannya perjanjian-pejjan tertentu antara beberapa
pelaku usaha yang bertujuan mematikan persainganticmpetitive
arrangementp seperti misalnya membentuk pembentukan kartet yaarsama-
sama sepakat menentukan hargaicé-fixing cartely. Tentunya pihak yang
paling dirugikan dari perilaku-perilaku tadi adalmbeli yang harus membayar
harga yang terkadang tidak masuk aXal.

Berlandaskan dari kebutuhan untuk mereduksi aksgatif yang mungkin
timbul dari perusahaan monopoli, tujuan yang hendlapai dengan dibuatnya
berbagai undang-undang mengenai larangan monagolpersaingan usaha tidak
sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara wa)g telah sangat
berkembang masyarakat korporasinya seperti Am&wg&kat dan Jepang, adalah
untuk menjaga kelangsungan persaingasmpetitior). Persaingan perlu dijaga
eksistensinya demi tercapainya efisiensi, baik baagyarakat konsumen maupun
bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendosriiap $erusahaan untuk
melakukan kegiatan usahanya dengan seefisien murag@ar dapat menjual
barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurahnya dalam rangka
bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yangdnpasaingnya di pasar,
maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumembeli barang yang
paling murah yang ditawarkan di pasar yang berastagk Dengan terciptanya
efisiensi bagi setiap perusahaan, pada gilirannfigieesi tersebut akan
menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen

Terdapat banyak interpretasi yang kurang lebimb&sud sama tentang

tujuan dari hukum persaingan usaha. Sebagai catalah yang diberikan oleh

2 Mankiw, Prinsip-Prinsp Ekonomi ... hal. 391.

%3 Ernest Gellhorn dan William E. Kovaciéntitrust and Economic in a Nutshe{St.
Paul Minn: West Publishing Company, 1994), hal. 1.
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Gellhorn dan Kovacic sebagai tujuan yang hendakpgic olehAntitrust Law
Amerika Serikat, yaitu The antitrust law seek to control the exercise raffip
economic power by preventing monopoly, punishiagtets, and otherwise

protecting competition”

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Antimdndgoang, yaitu
UU No. 54 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah aphéwli dan yang terakhir
diubah dengan UU No. 421 Tahun 1991, tujuan dadakannya undang-undang
itu adalah untuk:

This law ... aims to promote free and fair compatitto stimulate the
initiative of entrepreneurs, to encourage businagsvities of enterprise,
to heighten the level of employment and nationebme, and thereby to
promote the democratic and wholesome developnierdtmnal economy
as well as to assure the interest of the genevasamer?>

Keberadaan Undang-Undang Antimonopoli di Jepardy, tenerupakan
implikasi dari berakhirnya Perang Dunia |l, dimadakum Persaingan Usaha
secara luas dirasakan memiliki peranan pentinghat@nyeimbangkan kekuatan
pemerintah governmental powegr dan kekuatan swastgprivate corporate
poweln. Hukum Persaingan Usaha yang berkembang di asvabpntukan Jerman
Barat adalah hasil dari pengaruh yang sangat karatAgnerika Serikat selepas
berakhirnya Perang Dunia Il terhadap pembentukasmigga politik dan ekonomi
negara pecahan Jerman di bawah pemerintahan NAZEbwt. Di bawah
kebijakan Marshall Pla® Amerika Serikat menggandeng ekonom-ekonom
Jerman yang tergabung dalam alifereiburg SchoolMazhab Freiburg) seperti

Franz Bohm dan Walter Eucken untuk membuat kerampghiik dan ekonomi

**Ibid, hal. 3.
% Sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarahhal. 9.

% KebijakanMarshall Planadalah program internasional Amerika Serikat dasiala
besar dimana Amerika Serikat memberikan bantuan etaonyang besar dalam rangka
membangun kembali Eropa yang porak poranda pasead®Bunia Il. Program ini dimulai sejak
April 1948 dan berlangsung selama empat tahun, mindenteri Luar Negeri Amerika Serikat
saat itu , George Marshall, berperan sebagai torsidihat Robert J. Mcmahoffhe Cold War
Very Short Introduction(New York : Oxford University Press, 2003), hz0.
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keberadaan rezim Hukum Persaingan Usaha di JerRama. ekonom Mazhab
Freiburg —atau juga biasa dikenal dengan aliranolreral- menolak postulat
ekonom-ekonom liberal klasik yang mengatakan palssa memperbaiki

kegagalannya tanpa ada campur tangan pemerintagafjar Mazhab Freiburg
tetap menginginkan peran dari negara lewat penadéridialam menjaga pasar
bebas tetap berlangsung sesuai mekanismenya deagarmembuat regulasi-
regulasi seperti undang-undang di bidang Hukumaegan Usaha’

Undang-Undang Antimonopoli Jepang (1947) sendiemifiki kendala
terutama dari segi kultural di awal pembentukanngeajarah membuktikan,
Jepang terbiasa mempraktekkan jaringan yang kotpeargara pelaku usaha
yang dikenal dengarzaibatsu dimana bentuk kerja sama seperti ini sangat
mungkin dianggap melanggar Hukum Persaingan Usamatama apabila
dinyatakan terdapat adanya kartelist atau praktek-praktek kolusif lain seperti
penetapan hargi.

Pada tahun 1957, enam negara Eropa menandatamgeidiat Roma
(Treaty of Romg dan menyepakati keberadaan Komunitas EkonompédEro
(European Economic CommurjityDalam pasal 85 dan 86 Traktat Roma
(kemudian diubah penomorannya menjadi pasal 8182ardicantumkan dasar
kebijakan persaingan dari komunitas tadi. PasaMptsli sangat dipengaruhi
keberadaan Undang-Undang Hukum Persaingan Usahderdian dan juga
Amerika Serikat. Pasal-pasal tersebut intinya na@l@rnegara anggota untuk
membatasi perdagangan di pasar internal Eropa, an&iog keberadaan subsidi
pemerintah di negara-negara anggota yang sangatumngimkan untuk
mendistorsi mekanisme persaingan di pasar, dan sukkan keberadaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah supervisi penegaHukum Persaingan

Usaha komunita¥

" Andreas F. Lowenfeldinternational Economic Law : Second EditjofNew York :
Oxford University Press, 2008), hal. 421.

*% Ibid

%9 |bid, hal. 422.
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Susan Joekes dan Phil Evans menulis setidaknydigadaituasi penting
yang harus ada dalam setiap rezim hukum persaingaha yang berkaitan
dengan fungsi kuratif dari hukum persaingan usatiiay

1. Hukum persaingan usaha harus berfungsi untuk memgehsi perjanjian-
perjanjian yang dibuat oleh beberapa perusahaag penujuan untuk
mematikan kompetisi dengan pemusatan kegiatan ekiponseperti
perjanjian penetapan hargaite fixing; ®°

2. Hukum persaingan usaha harus berfungsi untuk meémgekemampuan
dari perusahaan-perusahaan yang memiliki posisirdonmdi pasar untuk
menggunakan dominansinya tadi melakukan tindakatakan yang
melenceng dari persaingan usaha seperti penetapeaga hpredator
(predatory pricing, merusak jaringan distribusi dengan melarang
distributor untuk mendistribusikan produk dari perusahaan lain, dan
menghambat perusahaan kompetitor ke akses-aksasntteryang
esensiaf*!

3. Hukum persaingan usaha harus peka terhadap pemupatar yang
mungkin timbul darimerger tertentu. Beberapanerger yang membuat
posisi sebuah perusahaan hasdrgertadi sangat dominan di pasar dapat
berakibat menurunnya persaingan secara signifiRagulasi yang ketat di
bidang hukum persaingan usaha sangat diperlukark umémastikan agar
merger-mergetertentu berakibat konsentrasi pasar yang amair bgsng
dapat mengakibatkan perilaku-perilaku diskrimingéihg anti persaingan.
Regulasi macam ini seringkali disebut sebagai k&bi) yangre-emptive
atau biasa pula diseb&x ante di mana pemerintah dapat mencegah
sebuah merger terjadi ketika dia dianggap memiliki tendensi untuk
menciptakan konsentrasi pasar yang teramat besammambahayakan
persaingan. Regulasi ini berbeda dengan dua pdielsenya yang

cenderung berlaku reaktifeX post di mana pemerintah baru dapat

% Joekes dan Evan€pmpetition and Development hal. 7.

®1 | bid
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melakukan tindakan ketika sebuah perilaku yang petsaingan sudah
benar-benar terjadf.

2.2. AZAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

INDONESIA

Sebelum membahas lebih jauh mengenai eksistebgakan persaingan
usaha di Indonesia terutama mengenai azas damityaaperlu terlebih dahulu
disinggung mengenai beda antara terminologi “k&hij (policy)®* dan “hukum”
(law).

Perbedaan pengertian antara terminologi “kebijagarsaingan usaha”
(yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan seb&@npetition Policy”)
dengan hukum persaingan usaha (yang dalam bahggeashya diterjemahkan
sebagal‘Competition Law”) yang pada dasarnya terletak pada keluasan lingkup
pengertian dan bidang pembahasan dari kedua tdogin@rsebut. Pengertian
kebijakan persaingan usaha melingkupi pula peragzedari Hukum Persaingan
Usaha atau dengan kata lain bidang hukum persaingaha merupakan salah
satu cabang pembahasan dalam kebijakan persairsgdia.uSedang pengertian
dan lingkup bidang dari hukum persaingan usahak ticeelingkupi seluruh
pengertian dan bidang dalam kebijakan persaingaimaus

Definisi kebijakan persaingan usaha disamping mg&lipi hukum
persaingan usaha, juga melingkupi perihal deregutesanaman modal asing
secara langsundafeign direct investmeptserta kebijakan lain yang ditujukan
untuk mendukung persaingan usaha seperti pengurgegabatasan kuantifikasi

impor dan juga melingkupi aspek kepemilikan intalek (ntellectual property.

%2 | bid

% Sering terjadi salah pengertian dalam penggunaamirologi “kebijakan” dan
“kebijaksanaan”. Sebagian orang menyamakan artikéstilah tersebut padahal pada hakekatnya
berbeda. “Kebijakan” yang berpadanan dengan iskkthasa Inggrispolicy” tentunya memiliki
perbedaan yang signifikan dengan “kebijaksanaamigymemiliki padanaridiscracy” dalam
bahasa Inggris. Kesalahan penggunaan terminolodiisa sangat fatal, karena pada dasarnya
“kebijakan” itu hampir selalu sejalan dengan peawmiuperundang-undangan tertulis sedangkan
“kebijaksanaan” cenderung sering tidak mengindahka&naturan perundang-undangan yang
tertulis dengan berbagai alasan seperti untuk Kemmam umum, karena bentuknya merupakan
dispensasi terhadap aturan yang ada.
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®Maka, apabila dalam Penelitian ini digunakan iktkebijakan persaingan usaha
maka berarti termasuk pula di dalamnya hukum pegaa usaha.

Latar belakang langsung dari penyusunan UU Noabum 1999 adalah
perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter hasional (IMF) dengan
pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15arai998. Dalam perjanjian
tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangapada Republik
Indonesia sebesar $US 43 miliar yang bertujuankumengatasi krisis ekonomi,
akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakamuaesi sistem ekonomi dan
hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan digexhnya undang-undang
dalam bidang Hukum Persaingan Usaha.

Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukaarupakan satu-
satunya alasan penyusunan UU No. 5 Tahun 1999k S€89, telah terjadi
diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya updang-undangan
antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas &hususnya kebijakan
regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalangkanwaktu sepuluh tahun
telah menimbulkan situasi yang dianggap sangaiskrifimbul konglomerat
pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atauigartantu, dan konglomerat
tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kdaih menengah melalui
praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk meampéi semaksimal
mungkin penyusunan undang-undang serta pasar kan&hg

Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikatindeingan undang-
undang, contohnya melalui penciptaan kartel serkana, kayu, kertas serta
penetapan harga semen, gula, dan beras, penemtses rmasuk ke pasar untuk
kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa unarigkeh dan tepung terigu,
pajak, pabean dan kredit dalam sektor industriywasdan mobil. Dengan latar
belakang demikian, maka disadari bahwa pembubakanoeni yang dikuasai
negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukupkumembangun suatu

perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-h@hgy merupakan dasar

% Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, “Posi$ikum Persaingan Usaha Dalam
Sistem Hukum Nasionagl"diunduh darihttp://www. kppu.go. id/docs /Makalah /persaingan_
usaha.pdfhal. 2-3.

% | bid
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pembentukan setiap perundang-undangan antimongpdli, bahwa justru pelaku
usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuldesn akhirnya cederung
mematikan persaingan usaha karena menghindarkantek@anan persaingan
usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabupgansahaan yang
menghambat persaingan serta menyalahgunakan gekisasaan ekonomi untuk
merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. UU No.dhudn 1999 hadir dengan
adanya keperluan bahwa negara menjamin keutuhasegprpersaingan usaha
terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyumlang-undang, yang
melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagahefa negara yang baru
saja ditiadakaf®
Adapun asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimianar dlalam pasal 2
adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ciri khasnyaupidkan oleh semua
anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh melsstardan harus mengabdi
kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran podebut termuat dalam pasal
2, yang dikaitkan dengan Huruf a dan huruf b dampukaannya, yang berbicara
tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahter&gatrsesuai dengan UUD
dan demokrasi ekonomi. Disetujui secara umum bategara harus menciptakan
peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapeintigemokrasi ekonomi.
Oleh karena itu terdapat tiga sistem yang bertgatardengan tujuan tersebut,
yaitu:
1. Sistem persaingagontok-gontokar(free fight liberalism) yang di masa
lalu telah melemahkan kedudukan Indonesia dalamakointernasional;
2. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemapan
perkembangan ekonomi;
3. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, olemkasegala monopoli

akan merugikan rakyat’

% Knud Hansen et. allndang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persain
Usaha Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition ofridpolistic Practices and Unfair Business
Competition(Jakarta: GTZ dan Katalis Publishing Media Servi@&92), hal. 118.

7 | ubis et. al., .Teks dan Konteks, hal. 16.
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Hanya perundang-undangan Hukum Persaingan Usalng yapat
mencegah timbulnya ketiga sistem tersebut, karesiamdungi proses persaingan
usaha, menjamin tata persaingan usaha dan meneegatinya dominasi pas&.

Berkaitan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999, pdihahami bahwa
perundang-undangan di bidang antimonopoli tidak tupgan melindungi
persaingan usaha demi kepentingan persaingan idirseOleh karena itu
ketentuan Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujizema undang-undang Hukum
Persaingan Usaha, yaitu sistem persaingan usaltpbgbas dan adil, di mana
terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sagnadmaua pelaku usaha,
sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yanghambat persaingan
serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak adauf(ld dan c), sehingga
bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiataoek tersedia ruang gerak
yang luas. Tujuan ini ditegaskan dalam huruf b dagari bagian pembukaan.
Selain itu, Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunderanmdindang Hukum
Persaingan Usaha, yang ingin dicapai melalui sigtersaingan usaha yang bebas
dan adil: kesejahteraan rakyat dan suatu sitemogkbyang efisien (huruf a dan
d), tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalanuf a dan b bagian
pembukaan. Sehingga seharusnya sebagai konsekesaidir tujuan kebijakan
ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yangiapbagi para konsumen.

Menurut teori persaingan usaha yang modern, prpsesaingan usaha
dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara menzaksddkasi faktor dengan
cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaangpefisien sumber daya yang
terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengatodenproduksi dan struktur
permintaan serta penyesuaian penyedian barang a$andengan kepentingan
konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), demganjamin pertumbuhan
ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tindkaga yang stabil (fungsi
pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalpdadapatan menurut

kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginaidsi distribusif?®

%8 1bid

% Hansen et.alndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 120.
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2.3. PENDEKATAN EFISIENSI EKONOMI ( ECONOMIC
EFFICIENCY) DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN
(CONSUMER WELFARE) DALAM HUKUM PERSAINGAN
USAHA
Dalam perkembangannya, terdapat banyak ahli dddadang hukum

persaingan usaha yang mengatakan Hukum PersaingahaUéntitrus)
bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Peit#pieksebut beralih dari yang
menganggap hukum persaingan usaha untuk tercappérgaingan di pasar itu
sendiri ke arah demi tercapainya efisiensi pasara pendukung pendapat ini,
termasuk para juris, mengasumsikan bahwa yang ukitak swasta lewat
bisnisnya adalah menuju efisiensi pasar dan setisggvensi yang dilakukan
pemerintah biasanya berujung kepada inefisiensirpas

Konsekuensinya, pendapat tersebut menginginkaanpeektor swasta
yang makin besar di dalam pasar dan mereduksivemer pemerintah demi
tercapainya efisiensi. Permasalahan timbul ketita atau beberapa pelaku usaha
tumbuh menjadi begitu dominan di dalam pasar. ldedebut sangat mungkin
mengakibatkan adanya perilaku-perilaku yang arggiegan dari pelaku usaha
yang dominan tadi sehingga tercapainya efisiensap&anya tinggal angan-
angan dan bertendensi untuk merugikan konsumen lgang membayar harga
tidak sesuai kondisi pasarrrealistic pricg.”

Hal tersebut membawa beberapa ahli berkesimpuddnwd pandangan
yang mengatakan efisiensi sebagai satu-satunyantijukum persaingan usaha
adalah tidak tepat, karena yang paling penting kudijaga dengan berlakunya
hukum persaingan usaha adalah kepentingan umum tgamgnifestasi dalam
maksimalisasi kesejahteraan konsumen itu sendiend&at ini memiliki
konsukensi lebih lanjut terhadap kesimpulan yangyatkan tidak selamanya
mekanisme pasar ditentukan secara mutlak olehj&isektor swasta semata, dan
diperlukan adanya campur tangan pemerintah ketiisarpyang digerakkan para

pelaku usaha gagal mencapai efisiensi di pasarket failurg atau justru ketika

0 Eleanor M. Fox, “The Efficiency Paradox”, diambi&ri Robert Pitofsky (Ed)How
The Chicago School Overshot The Mark: The Effec€@ariservative Economic Analysis on U.S.
Antitrust, (Oxford: University Press, 2008), hal. 77.
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pasar digerakkan secara murni oleh sektor swastajahteraan konsumen dapat

terganggu.

2.3.1. Efisiensi Ekonomi

Secara sederhana, efisiensi dapat kita temukaamddkfinisi kegiatan
ekonomi itu sendiri yaitu memperoleh yang sebessaimya dengan
pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Maka itu, dasi &onsumen, efisiensi
tercapai ketika mereka membeli barang dengan ksdimggi atau kuantitas yang
banyak dengan harga yang dibayarkan rendah. Darsidaprodusen, efisiensi
dapat dikatakan tercapai ketika mereka dapat medngsd barang dan/atau jasa
dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya namamghasilkan barang
dengan kualitas dan kuantitas yang optimal sertapeeoleh marjin keuntungan
yang tinggi dari proses produksi barang dan/atsal jersebut.

Dalam menentukan ukuran efisiensi, maka VilfredareRo dalam
bukunya “Manual d’Economie Politique” mengemukakan kondisi yang harus
dipenuhi, bila alokasi sumber daya efisien, maklaktiakan terjadi perubahan
ataupun tidak akan terjadi transaksi antara dua yekan membuat satu pihak
berlebihan sementara pihak lain akan kekurarigan.

Dengan demikian bila harga dari suatu produk ifed@ngan produk yang
lain, maka konsumen dapat saja mensubstisusikdrampilya pada produk lain.
Hal ini akan mempengaruhi keputusan produsen dat@mghasilkan produknya
sesuai dengan harga marginal atenarginal cost Bila model persaingan
sempurna ini dapat dicapai melalui tercapaimrygpiilibrium, dimana pembeli
menikmati kesejahteraan melalui nilai apa yang keetgayar dengan apa yang
mereka nikmati, hal ini juga sering disebut sebagamsumer surplusBila
produser menerima kompensasi yang melebihi nidai btaya produksinya, maka
dikatakan produser menerinpaoducer surplusDalam hal ini yang menentukan
adalah keseluruhasurplus (total surplug adalah sama-sama dinikmati dan
dimiliki oleh produser dan konsumen yang juga diakampareto efficientyang

keseluruhannya dipengaruhi oleh mekanisme pasda $iuruh mekanisme

™ peter AschQrganization and Antitrust PoligyNew York : John Willey & Sons Inc,
1983), hal. 18.
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berjalan sempurna, maka tidak dibutuhkan regulégupun campur tangan
pemerintah untuk mengatur pa$ar.

Tetapi, dalam kenyataannya, karena terdapat bamlayang terjadi yang
memengaruhi mekanisme pasar, maka model pasarsakaln menjadi berbeda.
Artinya pasar dipengaruhi oleh perilaku pemain pasa sendiri baik melalui
mekanisme persaingan ataupun karena menghindasaipgan dengan jalan
kolusif atau menghambat persaingan dengan melaklirkdakan curang. Dengan
kata lain untuk memenuhi kondisi dalam persaingangairna, setidaknyaareto
optimality harus dipenuhi dengan syarat bahwa harga selmput dan output
ditetapkan sama untuk seluruh konsumen dan proddssana produsen bebas
untuk berusaha mencapai keuntungan sementara kensbebas mempunyai
pilihan, dan produsen berusaha mencapai tingkaminmarga produksnya adalah
sama dengan biaya marginal dan seluruh pasar bdedam kondisi transparan —
dari sisi informasi- dan terbuka untuk keluar mams@k konsumen maupun
produsen pesaing.

Dalam keadaan seperti ini, timbulah kebutuhan dkakum Persaingan
Usaha yang meregulasi bagaimanakan pengaturan mengerilaku pemain di
pasar dengan tujuan untuk melindungi persaingag fa&n mengidentifikasikan
tindakan yang cenderung menghambat persaingan batgnmendorongnya atau
praktek-praktek persaingan yang tidak sehat laidtaramenyelesaikannya lewat
jalur hukum.

Efisiensi sering dikategorisasikan pula menjadisiensi alokatif,
produktif, dan ada pula yang menambahkan istilaiiesfsi dinamis. Baik
efisiensi alokatif maupun produktif, akan dicapacaa optimal dalam kondisi
pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persagggapurna merupakan satu-
satunya kondisi pasar dimana kedua jenis efisehakatif dan produktif, akan
tercapai sekaligus.

Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi dimanagaokasian sumber daya

telah sesuai dengan peruntukannya yang dikondidiktka tingkat hargaRrice

2 Giles Burgess Jr,The Economic of Regulation and Antittuglew York: Harper
Collins College Publishers, 1995), hal. 27.

3 Asch,Organization and Antitrust Poligyal. 21.
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= P) sama dengan biaya marjinal secara ekondvirginal Cost = MCJ*.

Sedangkan efisiensi produktif adalah suatu kondiémana perusahaan
memproduksi barang dan jasa dengan biaya yanggpatindah atau tingkat
produksi yang paling efisien, yang diindikasikaretolkondisi dimana tingkat
produksi berada pada tingkat biaya rata-rata pir(amerage Cost = AL’ yang

paling rendah. Dengan demikian, dalam jangka panpjaii dalam pasar
persaingan sempurna akan tercapai kondisi efisies@nomi €conomic
efficiency yaitu ketika efisiensi alokatif dan efisiensi guktif tercapai, yang

dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawaff ini:

P=MC=AC min = SRAC = LRAC

Keterangan

P = Price

MC = Marginal Cost

ACMin =Average Cost Minimum
SRAC = Short-Run Average Cost
LRAC = Long-Run Average Cost

Dalam bentuk grafik, keseimbangan jangka panjaaggydicapai oleh

pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada ghab&wah ini:

" Marginal Cost(MC) atau biaya marjinal adalah naiknya biaya ty@hg disebabkan
oleh produksi satu unit output. Sebagai contoh dmammakan sebuah perusahaan menghasilkan
1.000 unit output per periode dan memutuskan umahkaikkan tingkat produksi menjadi 1.001.
Menghasilkan satu unit ekstra akan meningkatkanyabidan kenaikan tersebut (artinya,
memproduksi unit yang ke 1.001 itu) merupakan bimajinal., lihat Lubis et.al., Teks dan
Konteks.., hal. 28.

> Average Cos(AC) atau biaya rata-rata adalah biaya yang hdiksluarkan untuk
memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rati@-adalah biaya total dibagi jumlah output.
Karena dalam jangka pendek Total Cost (TC/biayalltat Total Fixed Cost (TFC/biaya tetap
jangka pendek) + Total Variable Cost (TVC/biayaiafael jangka pendek), maka biaya rata-rata
sama dengan biaya tetap rata-raee(age fixed coptditambah biaya variabel rata-ratavérage
variable cosyatau AC = AFC + AVC,, lihalbid, hal. 29.

8 bid, hal. 36
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Gambar |’/

Keseimbangan Jangka Panjang Pasar Persaingan Sempma

P P _Latc

Ds

I
Qe
Pasar Satu Perusahaan

Keterangan
SATC = Short-run Average Total Cost
LATC = Long-run Average Total Cost

Selain efisiensi alokatif dan produktif, terdapaja efisiensi dinamis atau
biasa pula disebut sebagai efisiensi inovatif yamadir ketika terdapat
keuntungan-keuntungan tertentu ketika tercapainyisieesi pasar seperti
munculnya inovasi-inovasi produksi baik dari sisardngnya sendiri atau
teknologi proses produksi yang dapat diakses adehua pelaku usaha di pasar
ketika terdapatnya informasi yang memadai di dagasar sehingga kompetisi
terbuka makin lebar antara pelaku us&ha.

Efisiensi sering juga digunakan untuk menjelaskandisi pengalokasian
sumber daya yang memaksimalkan surplus keseluryhag diterima anggota
masyarakat atau surplus totabtél welfarg. Surplus total tersebut merupakan
penjumlahan dari surplus konsumesorfsumer surplysdan surplus produsen
(producer surplus Surplus konsumen adalah keuntungan yang ditepemabeli
dari partisipasinya pada suatu pasar, sedangkaplusumprodusen adalah

keuntungan yang diterima penjual dari partisipasimada suatu pasar. Oleh

bid, hal. 37.

8 Eleanor M. Fox., “The Efficiency Paradoxal. 78.
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sebab itu, adalah wajar jika kita menggunakan ssrpbtal sebagai alat ukut
kemakmuran masyarkat secara total.

Untuk lebih memahami ukuran kemakmuran dari sélumasyarakat,
berikut ini adalah ukuran-ukuran yang digunakanukintnengukur surplus

konsumen, surplus produsen, dan surplus total :

» Surplus konsumen = Nilai bagi pembeli — Nilai yatigayarkan pembeli

* Surplus Produsen = Nilai yang diterima penjual ayiPenjual

e Surplus Total = Nilai bagi pembeli — Nilai yang dimrkan pembeli +
Nilai yang diterima penjual — Biaya Penjual

Maka

Surplus Total = Nilai bagi pembeli — Biaya penjual

Gambar 11 ®

Surplus Konsumen dan Surplus Produsen pada Keseimbgan Pasar

Price

9 http://seekingalpha. com /article /108403-china-fie@-trade-a- failureto- recognize-
externalitiemsdiunduh pada 20 April 2011 pukul 20 : 05 WIB.
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Gambar Il menunjukkan surplus produspro@ucer surplusdan surplus
konsumen ¢onsumer surplyspada saat terjadi keseimbangan antara permintaan
dan penawaran di pasar. Surplus konsumen adalsliaexah di atas harga dan di
bawah kurva permintaan, dan surplus produsen atlsaldaerah di bawah harga
dan di atas kurva penawaran. Maka, jumlah luasattagntara kurva permintaan
dan kurva penawaran sampai di titik keseimbangancereninkan surplus total
dari sebuah pasar. Para pembeli yang menghargandpali atas tingkat harga
sekarang memilih untuk membeli barang tersebugjtinguga dengan penjual
yang biayanya lebih kecil dari harga jual memilittuk menjual barang tersebut.
Sebaliknya, pembeli yang menghargai barang di batvegkat harga sekarang
memilih untuk tidak membeli barang, sedangkan pEnyang biayanya lebih
besar daripada harga jualnya memilih untuk tidakjoe barangnya tersebut.
Ketika pembeli tidak melakukan pembelian dan pdnjtdak melakukan
penjualan, maka terlihat bahwa areal yang mencéanmirtingkat harga dan
jumlah barang yang terdapat di pasar keluar dadlarang menunjukkan surplus
total di dalam pasar.

Jika suatu alokasi sumber-sumber daya memaksimagkaplus total,
dikatakan bahwa alokasi tersebut memiliki efisienBka suatu alokasi tidak
efisien, maka terdapat beberapa keuntungan yaal biga terealisasikan dalam
proses jual beli. Sebagai contoh, suatu alokasibdistidak efisien jika sebuah
barang tidak diproduksi oleh penjualnya dengan@ssrendah-rendahnya. Pada
kasus ini, memindahkan proses produksi dari pernjaag butuh biaya tinggi ke
penjual yang butuh biaya rendah akan berakibat pagsmurunnya biaya
keseluruhan penjual, sehingga surplus total meamindkegitu pula halnya suatu
alokasi disebut tidak efisien jika suatu barangKidibeli oleh calon pembeli yang
kerelaan untuk membayarnya paling tinggi. Pada skasu, memindahkan
konsumsi suatu barang dari seorang pembeli yanak timienghargainya ke
pembeli lain yang sangat menghargainya akan meikahaurplus tota°

Untuk menyimpulkan sebuah pasar adalah efisietijas@mya terdapat
asumsi-asumsi yang perlu dilakukan mengenai bageamasar tersebut bekerja.
Ketika asumsi-asumsi ini tidak lagi benar adanyakankesimpulan yang kita

80 Mankiw, Prinsip-Prinsp Ekonomi .,.hal. 180

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH Ul, 2011



38

dapatkan mengenai efisiensi keseimbangan pasar jisatidak lagi benar.
Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang dapat dilakulintuk menentukan apakah
pasar bekerja secara efisfén.

Pertama, analisis kita mengasumsikan bahwa dir gagadi kompetisi
sempurna. Betapa pun juga, hampir mustahil terdagapetisi yang benar-benar
sempurna, banyak sekali kompetisi yang jauh darpsena. Dalam beberapa
pasar, pembeli atau penjual tunggal saja dapat omérad) harga-harga di pasar.
Kemampuan untuk memengaruhi harga-harga ini disddmkiuasaan pasar.
Kekuasaan pasar dapat menyebabkan pasar mengidiefidien karena besarnya
harga dan jumlah barang dijauhkan dari titik ked@ngan penawaran dan
permintaarf?

Kedua, analisis kita mengasumsikan bahwa hasil-lthssuatu pasar
hanya penting bagi pembeli dan penjual yang besgzati di pasar tersebut.
Meskipun begitu, di dunia ini, keputusan-keputugang dibuat oleh pembeli dan
penjual kadang kala memengaruhi orang-orang yanm sekali berada di luar
pasar. Polusi adalah contoh klasik dari suatu heaflar yang memengaruhi
mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Eakping seperti itu, disebut
eksternalitas, menyebabkan kemakmuran dalam suadar fbergantung tidak
hanya pada nilai barang bagi pembeli dan biaya jpagual. Karena pembeli dan
penjual tidak mempertimbangkan efek-efek sampinig kiestika memutuskan
sebarapa banyak yang harus dikonsumsi dan diproditiés keseimbangan di
suatu pasar bisa menjadi tidak efisien dari sudutdpng masyarakat secara
keseluruhait®

Kekuasaan pasar dan eksternalitas adalah contdbkcodari suatu
fenomena yang umum disebut sebagai kegagalan pkeidakmampuan pasar

bebas untuk mengalokasikan sumber-sumber dayangeasefisien. Ketika pasar

8 |pid., hal. 187.
8 |bid

8 | bid
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mengalami kegagalan, kebijakan publik dari pemehirdi bidang ekonomi dapat
membantu menyelesaikan masalah dan meningkatksierefi ekonomf?

2.3.2. Kesejahteraan Konsumen

Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnyaatupytama dari hukum
persaingan usaha adalah melindungi kepentingan urfpurolic interest dari
masyarakat lu&3 Berpijak dari argumentasi ini, dibutuhkan sebuzntuk
penyempitan pendefinisian dari kepentingan umung\apeabila tidak dilakukan
dapat berdampak pada bias tafsir dan keluar dateke pembicaradft.

Dalam ranah ekonomi, kepentingan umum mungkin shjafsirkan
sebagai kepentingan pihak-pihak yang saling bertdanu melakukan kegiatan
ekonomi di dalam pasar. Seperti telah dijelaskdrelsennya, hal ini membawa
kita kepada pemahaman bahwa kepentingan yang t¢rdadalam pasar adalah
kepentingan yang dibawa oleh pembeli dan penjuiaintdanelakukan transaksi.
Konsukensinya, ketika kita menyebut kepentingan mmmaka “yang umum”
dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya pembaii genjual sehingga sebuah
mekanisme pasar yang baik adalah yang memaksimalesejahteraan —
mencapai kesejahteraan tentunya merupakan kepentuohai setiap pihak yang

8 |bid

8 Dalam Hukum Persaingan Usaha, dikenal keberadaarkK&pentingan UmunP(blic
Interest Tegtyang biasanya digunakan dalam menilai apakahasehargerperlu dilarang karena
merugikan kepentingan umum meskipun dari sisi pelakaha yang melakukannymerger
tersebut dinilai meningkatkan efisiensi produksi. Amerika Serikat, misalnya, kepentingan
umum khususnya lapangan kerja dijadikan pertimbauigdam menilai transaksiergerdi sektor
kereta api dan telekomunikasi. Di Jerman, lararigamsaksimergeroleh otoritas persaingan yaitu
Bundeskartellamapat ditimpadverruled a ministerial authorizatior{persetujuan terlebih dahulu
dari Menteri) oleh Menteri Ekonomi. Meskipun deraikj otorisasi tersebut hanya dapat
dikeluarkan apabila telah terpenuhi syarat-syaeatemtu misalnya kepentingan umum atau
pembangunan ekonomi nasional justru lebih diuntangkleh sebuah transaksierger Lihat
Syamsul Maarif, “Merger, Konsolidasi, Akuisisi dRemisahan PT Menurut UU No. 40/2007 dan
Hubungannya Dengan Hukum Persaingdnyhal Hukum BisnisVol. 27, (2008), hal. 47.

8 Definisi berasal dari kata bahasa Inggrig tlefing, yang dapat diartikan sebagai
membatasi. Definisi juga memiliki akar kdtaire (bahasa Latin) yang berarti mengakhiri. Dengan
memberikan definisi berarti kita menyediakan seéatat horison (batas) dan orientasi bagi topik
pembicaraan kita.
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melakukan transaksi di pasar — pembeli atau konswdaa penjual atau produsen
yang dapat kita sederhanakan sebagai tercapainyastotal di dalam pasar.

Cara berpikir yang agak berbeda perlu dikedepakk#ika kita berbicara
mengenai kepentingan umum dalam konteks tujuanhdi&im persaingan usaha.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hukum peraaingsaha bertujuan untuk
menjaga pasar yang kompetitif atau mendekati koheisaing secara sempurna.
Dalam situasi pasar yang kompetitif, efisiensi d@engsendirinya akan
menghasilkan surplus total yang berarti tercapakegejahteraan konsumen dan
produsen di pasar. Maka, tak heran, terdapat sepaatiangan yang menilai
tujuan yang paling fundamental dari hukum persaingaaha adalah untuk
mencapai efisiensi di dalam pasar.

Namun, dalam perkembangannya, pendapat yang nadagatbahwa
tujuan fundamental dari hukum persaingan usahahldaituk mencapai efisiensi
sudah dianggap tidak relevan dan ditinggalkan aokstim hukum persaingan
usaha di Amerika Serikat setelah publikasi bukugyditulis Robert Bork,The
Antitrust Paradoxpada tahun 1978. Bork berargumentasi, melihat ldroagan
yang terjadi dari berbagai kasus persaingan usahg ¢iputus oleh pengadilan di
Amerika Serikat, dapat ditarik sebuah kesimpulamizasatu-satunya tujuan yang
dimungkinkan dari ketentuan hukum persaingan usiamapenegakannya adalah
demi terciptanya kesejahteraan konsunmmmgumer welfajedan bukan semata
untuk mencapai efisiensi atau bahkan kesejahteosantotal welfare.®’

Robert Bork, salah satu sarjana terkemuka di gidaunkum persaingan
usaha dan mantan nominator hakim Mahkamah Agungriken&erikat, pada
tahun 1966 mempublikasikan artikel yang diberi naragislative Intent and The
Policy of The Sherman Actujuan dari artikel tersebut adalah untuk merikair
kembali tujuan paling fundamental dari rezim hukyarsaingan usaha di
Amerika Serikat yang mulai dirintis sejak diundaagkya Sherman Actdan
kemudian diikuti oleh aturan-aturan derivasinyaasgurisprudensi-yurisprudensi
Mahkamah Agung Amerika Serik&t.

87 John B. Kirkwood dan Robert H. Lande, “The Fundatak Goal of Antitrust:
Protecting Consumers, Not Increasing Efficiendygtre Dame Law ReviewVol. 84:1, (2008),
hal. 193.
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Berdasarkan investigasi yang ia lakukan, Bork égrkpulan bahwa satu-
satunya tujuan yang paling fundamental dari kemfoukum persaingan usaha
di Amerika Serikat adalah untuk maksimalisasi kasigraan konsumen. Dalam
menafsirkan tujuan fundamental dari hukum persaingsaha tersebut, Bork

mengutip pendapat dari Senator Sherman:

The Sole object such a combination is to make ettigm imposible. It

can control the market, raise or lower price, adl West promote its
selfish interests, reduce prices in a particulacdlity and break down
competition and advance prices at will where catitipe does not exist.
Its governing motive is to increase the profitdhe parties composing it.
The law of selfishness, uncontrolled by competiticompels it to
disregard the interest of the consumer. It dicdaterms to transportation
companies, it commands the price of labour witHeat of strikes, for in
its field it allows no competitors. Such a comlbima is far more

dangerous than any heretofore invented, and, whembraces the great
body of all the corporations engaged in a partesuhdustry ... it tends to
advance the price to the consumer of any produtted, a substansial
monopoly injurious to the public ... The indivitki@ngaged in it should
e punished as criminaf€.

Bork menafsirkan, bahwa dalam pembentukarBlgarman Acmemiliki
tujuan fundamental untuk mendorong tercapainyaieefts alokatif tanpa
melemahkan efisiensi produktif terlalu besar. Keraoddi tahun 1967, Bork
kembali mempublikasikan artikel lainnydhe Goals of Antitrust Poligyyang
kembali mempertegas pendapatnya dengan mengatakavalketentuan hukum
persaingan usaha adalah sebuah kanonisasi dahahadermatif yang harus
dicapai dalam memaksimalkan kesejahteraan konsithercanons of consumer
welfare yang intinya adalah melakukan prevensi terhadapnmalisasi output
dan pencapaian efisiensi dengan cara-cara yandider

Di tahun 1978, Bork kembali mempublikasikan argotasi-

argumentasinya terkait tujuan fundamental dari hulpersaingan usaha dalam

% bid

8 Robert Bork, “Legislative Intent and The Policy ©he Sherman Act”, hal. 25-26
diambil dari Barak Y. Orbach, “The Antitrust ConsemWelfare Paradox’Arizona Legal Studies
Journal No. 10-07, (2010), hal. 13.

% Robert Bork, “The Antitrust Paradoxial. 90 diambil daribid, hal. 16.
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buku yang sampai saat ini masih dianggap palingdreraruh dalam konteks
kajian hukum persaingarilhe Antitrust Paradax Dalam bukunya ini, Bork

menjelaskan kesejahteraan konsumen ‘aansumer welfare’sebagai berikut:

Consumer welfare is the greatest when societym@umic resources are
allocated so that consumers are able to satisBirtivants as fully as
technological constraints permit. Consumer welfame this sense, is
merely another term for the wealth of nation ansumer welfare, as the
term is used in antitrust, has no sumptuary oricethcomponent, but
permits consumers to define by their expressiohswants in the
marketplace what things they regard as wedith.

Pendapat Bork yang menyamakan kesejahteraan kemsutengan
terminologi “wealth of nation” (kekayaan nasional) inilah yang pada akhirnya
membawa kita kepada perdebatan dialektis sarjajmasahukum persaingan
usaha perihal definisi kesejahteraan konsumen gasgngguhnya. Para sarjana
tadi menganggap Bork menyamakan kesejahteraan kmmsusama dengan
kesejahteraan total dari masyarakat. Dan ada pateg ynenganggap Bork
menyamakan kesejahteraan konsumen dengan keseg@hs®cara sosiaddcial
welfargd. Hampir semua sarjana tadi menganggap Bork tldaisisten dengan
terminologi kesejahteraan konsumen yang dia gunakan

Pemaparan yang jernih soal kritisasi terhadap gueatdBork ini pertama-
tama dapat kita temukan dalam tulisan John B. Kadalvdan Robert H. Lande,
The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting Comsus, Not Increasing
Efficiency. Pertama-tama Kirkwood dan Lande mengajak kita kintu

memperhatikan secara seksama model grafik di bawah

Gambar Il %2

Deadweight Loss dan Hilangnya Surplus Konsumen

! Ibid

%2 http://www.thefullwiki.org/Deadweight_lossliunduh pada 21 April 2011 pukul 23 :
45 WIB.
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Gambar Ill menunjukkan bagaimana pelaku usaha nmeiasurplus
konsumen dan mengubahnya menjadi surplus prodésika jumlah produksi
dikurangi, maka akan terjadi kelangkaan kuantitasutg di pasar dan kelangkaan
tersebut menyebabkan naiknya harga barang. Gaihlwaemnunjukkan terjadinya
deadweight loss. Deadweight lasssebut terjadi pada bagiaonsumer surplus
atau kesejahteraan konsumen yang diambil oleh pesdunelalui peningkatan
harga (artinya, marjin harga untuk produk dengaalitas yang sama dan pada
waktu yang sama lebih tinggi dari harga pasar).

Deadweight lossmerupakan biaya yang ditanggung masyarakat karena
pasar tidak bekerja secara efisien. Yaitu jumlatplas konsumen dan surplus
produsen yang hilang dibandingkan dengan pasamipgenn sempurna karena
konsumen bersedia untuk membayar lebih tinggi untsikatu produk
dibandingkan dengan biaya memproduksi barang tetsetaka pasar bekerja
secara tidak efisien. Hal ini akan menaikkan petaain dan produksi atas barang-
barang bernilai rendah ini. Terjadi mis-alokasisasamber daya masyarakat —
yaitu, mereka tidak dipakai untuk utilisasi yanghtek. Beberapa konsumen akan
membayar dengan harga tinggi. Negara menjadi ldbilgikan karena sumber
dayanya cenderung untuk tidak dipergunakan dengara c¢/ang paling
produktif >

Deadweight losssendiri berkaitan erat dengan efisiensi. Ketikaapas
berjalan tidak efisien —misalnya dengan adanya sadraan yang menjadi

% Windhu PutraEkonomi Industti(Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 25.
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monopolis di pasar-deadweight lossakan sangat mungkin terjadi karena
kecendrungannya monopolis akan melakukan hal-halg yiontra produktif
seperti menetapkan harga yang tinggkdessive mengurangi output, tidak
inovatoif, dan melakukan pemborosan sumber daya.ala

Richard Posner berpendapat bahwa adanya pemboresasalnya
terhadap sumber daya alam- adalah diakibatkan adi@myakan pemburu rente
(rent sekkers yang menggunakan sumber daya semata-mata untuk
mempertahankan monopoli dengan cara-cara yang titekgindahkan praktek
bisnis seperti melobi pemerintah untuk membuattpeaa yang membatasi atau
mengurangi masuknya kompetitor baru. Posner mernnpkaa bahwa
deadweight losspada beberapa industri mencapai tiga puluh persam d
pendapatan masyarakat. Hasil penelitiannya mengatdlahwa sebagian besar
dari kehilangan kesejahteraan adalah akibat petadrimelindungi perusahaan-
perusahaan dari mekanisme persaingan di fasar.

Dalam menafsirkan grafik pada Gambar lll, Kirkwoathn Lande
menggunakan analogi tindak pidana pencurian yazrignlaipahami masyarakat
awam. Ketika yang ditanya adalah seorang ekonorkammereka akan mengutuk
tindakan pencurian karena tindakan tersebut membeasiensi di dalam pasar.
Sedangkan, apabila pertanyaan ditujukan kepadaarsst awam, maka mereka
akan dengan tegas mengatakan bahwa pencurianatekaetna telah terjadi
pengambilan properti tanpa persetujuan dan tanpap&nsasi 4 taking of
property without consent and without compensatidtencurian berarti adanya
transfer kesejahteraan yang tidak addir]. Seorang pencuri (dalam hal ini
dianalogikan sebagai produsen) tidak memiliki hakuk mengambil uang dari
masyarakat (dalam hal ini didefinisikan sebagaiskonen) dan karena itu, hal

tersebut adalah ilegal.

% Richard Posner, “The Social Cost of Monopoly areyiation,” Journal of Political
Economy\ol. 13, No. 2, (1975) , hal. 391.

% John B. Kirkwood dan Robert H. Lande, “The FundatakGoal of Antitrust...,” hal.
200.
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Analogi Kirkwood dan Lande senada dengan pernyatamre K. Bingman
dalam pidato pembukaan Biepartement of JusticAmerika Serikaf® Bingman
menyatakan bahwa “pelaku yang melakukan tendersko{galah satu bentuk
kartel), pembagian pasamérket divisiof atau penetapan hargpri€e fixing
sama saja dengan mengambil uang dari kantong karsémmerika Serikat dan
mencuri uang dari ‘mesin kasir’ bisnis Amerika, datak ada bedanya dengan
tindakan merampok sebuah rumah di malam hari demgesuk secara diam-diam
dalam kegelapan.”

Hal ini merupakan kritisasi terhadap pendapat Boekkait definisi
“kesejahteraan konsumen”, yang mengatakan bahwaonemg efisiensi berarti
meningkatkan kesejahteraan konsumen secara kdsafrumeskipun terdapat
konsumen di pasar yang bersangkutan yang dicidS8esara teknis, pendapat
Bork ini lahir karena ia beranggapan monopolis #artelis juga merupakan
konsumen. Sebenarnya, terdapat situasi di manaukers justru mendapatkan
keuntungan dari sebuahergeryang pada dasarnya menaikkan harga namun juga
meningkatkan efisiensi. Padahal, menurut banyak ggeat, dengan
diundangkannya ketentuan-ketentuan hukum persaingsaha di Amerika
Serikat, kongres memiliki tujuan untuk melindungnsumen uyers-sidg yang
membeli barang dari perusahaan hastrgeryang memiliki kekuatan pasar dan
mereka harus menanggung inefisiensi alokatif, daplss yang mereka miliki

diekstraksi oleh perusahaan yang bersangkiitan.

% Anne K.Bingman dan Gary R. Spratling, “Criminal thrust Enforcement,” dalam
“Criminal Antitrust Law and Procedure Workshop AB3ection of Antitrust Hyatt Regency
Hotel Dallas, Texas, February 23, 1995. Lihtib://www.justice.gov/atr/public/speeches/0103.pdf
(diakses pada 26 Februari 2011 pukul 23.21 WIB).

" pada tahun 1968, Oliver Williamson mempublikasikga yang ia namakda naive
trade off modél yang menyatakan bahwa sebuaterger yang berujung pada efisiensi dan
kenaikan harga, mungkin saja secara sosial dipmnjukneskipun pada dasarnya ia menciderai
konsumen. Sebagai contoh adalah sebminger yang menciptakan inovasi terhadap utilitas
sebuah barang. Hal ini tentunya akan menambah lyjagg harus dikeluarkan oleh konsumen
untuk membeli barang tertentu, namun di lain s@iihi tak terhindarkan karena inovasi berarti
penambahan biaya produksi di sisi produsen. LiHate©Williamson, Allocative Efficiency and
the Limits of Antitrusthal. 116 diambil dari Barak Y. Orbach, “The Anigt Consumer Welfare
Paradox”, hal. 25.
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Contoh lain diberikan oleh Kirkwood dan Lande daldasus ketika
pembuatyacht yang miskin membuat sebuah kartel perusahaan parbgacht
bersama para pesaingnya dalam pasar dan menaikkga. Hal ini membuat
para jutawan harus membayar lebih tinggi dan kargamamenurut Kirkwood dan
Lande, hal tersebut dapat dikategorikan sebagangghran di bidang hukum
persaingan usaha.

Kirkwood dan Lande berpendapat, bahwa banyak mdisogan kartelis
atau trust proses produksinya dikatakan efisien, namun kareembahayakan
kesejahteraan konsumen maka tindakan mereka dépatall. Pertanyaannya,
apa ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauhamiagsejahteraan
konsumen terancam bahaya? Untuk menjawab pertanyaita dapat melihat
bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendigdam kasu8rooke
Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Caof09 U.S. 209 (1993). Dalam
kasus ini, sebagai strategi untuk menghadapi peyaaidengan produsémgget
(rokok generik atau rokok murahBrown & Williamson Tobacco Corp
menerapkan praktek harga pemangs&datory pricing. Brown & Williamson
Tobacco Corpoerhasil “mengusir” perusahaan-perusahaan yang leduil yang
memproduksi rokok generik tadi. Dan untuk tindakanrnersebut, ia digugat
karena melakukan praktek harga pemangsa.

Saat perkara ini masuk di Mahkamah Agung Amerikak8e Mahkamah
Agung berpendapat bahwa praktek harga pemangsadylakgkan olelBrown &
Williamson Tobacco Corpidak melanggar ketentuan hukum persaingan usaha
karena dalam pertimbangannya hakim menilai konsutidak dirugikan dengan
dilakukannya harga pemangsa yang diterapkan oléapte defendant baik
dalam masa predaghé low pricg yang justru menguntungkan konsumen yang
dapat membayar jauh lebih rendah, maupun dalam nmasspredasi
(postpredatiolp, yang juga dinilai tidak merugikan konsumen. Hiakjustru
menilai apa yang dilakukan oldBrown & Williamson Tobacco Corpdalah
strategi bisnis semata dan tereliminasinya pesaanmgpasar adalah konsekuensi

dari persaingan bisnis itu senditi.

% Fox, “The Efficiency Paradoxhal. 81.
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Hal senada juga dapat kita temukan dalam pertindramgkim di tingkat
banding (inth circuif) dalam kasu#/etroNet Services Corp. v. Qwest Corg83
F.3d 1124 (2004), Hakim Easterbrook membedakanj&eseaan konsumen dan
efisiensi alokatif dan mengatakan bahwa tujuan Hakum persaingan usaha
adalah untuk mencegah terjadinya transfer kesegdiieyang berlebihan dari
konsumen ke produsef??

Lebih jauh lagi, Eleanor M. Fox memberikan kesinaolbahwa dari sekian
banyak putusan-putusan hukum persaingan usaha drikanSerikat, fokus dari
pertimbangan hakim adalah harga, kualitas, damapitpilihan konsumen, dan
bukannya efisiensi ataupun kesejahteraan tdtdabl(welfarg. Selain itu, sisi
efisiensi yang dilihat adalah efisiensi alokatiindaukannya efisiensi produktif,
dan ini juga membuktikan bahwa fokus hukum persaingisaha adalah
konsumen yang membeli barang dan bukannya produ&stua hal tersebut
berimplikasi pada sebuah pemahaman bahwa ketik&@ubk potensial antara
kemaslahatan konsumen dan efisiensi ekonomi, koasuselalu diutamakan
dalam kasus-kasus hukum persaingan usaha di Anfeeilikat selama lima belas
tahun terakhif™*

Ukuran paling relevan untuk menjalankan tujuan mukaersaingan usaha
yang melindungi konsumen tadi adalah tingkat hargag harus dibayar oleh
konsumen di dalam pasar yang bersangkutan. Sepeldh dijelaskan
sebelumnya, bahkan sebuah praktek harga pemangatadibenarkan karena dia
terbukti dapat membuat rendah agregat harga dirpasam karenanya

kesejahteraan konsumen meningkat secara tidakuagg®enerapan hal tersebut

% Joseph F. Brodley, “Predatory Pricing: Strategibedry and Legal Policy,”
Georgetown Law Journafol. 88, (2000), hal. 2239.

1% Ninth Circuit atau United States Court of Appeals for the Ninth Citcadalah
Pengadilan Tinggi gppelate coudt yang berkedudukan di San Fransisco, California da
berwenang memeriksa sebuah perkara di tingkat &&reatau banding. Jurisdiksinya mencakup
tiga belas distrik di Amerika Serikat dan dua terittambahan, yaitu Guam dan Kepulauan
Mariana Selatan.

19130hn B. Kirkwood dan Robert H. Lande, “The FundatakeGoal of Antitrust...,” hal.
216.
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bisa kita lihat pula dalam perkavsleyerhauser Co. v. Ross-Simmons Hardware
Lumber Co58 U.S. 381 (2007dimana kesejahteraan konsumen itu sendiri
didefinisikan sebagai harga yang lebih rendah uktrisumen dan efek terhadap
harga yang harus dibayar oleh konsurtfén.

Di Indonesia sendiri, pendekatan kesejahteraanuknes dalam memutus
sebuah perkara persaingan usaha dapat kita tendédam berbagai putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagdbltoadalah dalam
Putusan Perkara Nomor: 05/KPPU-I/2003, di mana tapa@ harga yang
dilakukan oleh beberapa pengusaha Bus Kota PatayafG tergabung dalam
asosiasi angkutan jalan raya (Organda), dinilahteherugikan konsumen karena
mereka harus membayar di tingkat harga yang tetiladygi (excessive prige

Hal serupa juga bisa kita temukan dalam PutusarkaRe Nomor:
25/KPPU-1/2009 dalam perkara penerapan tarél surchargeyang dilakukan
oleh beberapa maskapai dalam industri penerbamga &@ir. KPPU menetapkan
adanya kerugian konsumen dalam jumlah yang sangstrb yaitu Rp
5.081.739.158, 00 (lima triliun delapan puluh satiiar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan rdatiss lima puluh delapan
rupiah) sampai dengan Rp 13.843.165.835.099,08 &das triliun delapan ratus
empat puluh tiga miliar seratus enam puluh lima petlapan ratus tiga puluh lima
ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Dalam amartugannya, KPPU
menyatakan adanya kerugian konsumen dan memerartgbdra terlapor untuk
membayar ganti kerugian ke kas neddfa.

Bahkan dalam tulisannya, A.M. Tri Anggraini menilggembenaran
substantif dalam penggunaan metqae se illegalharus didasarkan pada fakta
atau asumsi bahwa sebuah perilaku dilarang karesmapin pasti dapat
mengakibatkan kerugian kepada konsumen dan karanhal tersebut dapat
dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar datagambilan keputusaf’

192 |pid., hal. 218.

193 Abdul Hakim G. Nusantara et.alitigasi Persaingan UsahéCompetition Litigatiof,
(Jakarta: Centre for Finance, Investment, and S@&utaw (CFISEL), Desember 2010), hal. 45.

104 A M. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan “Rule R¥ason” dan “Per Se lllegal’
dalam Hukum Persaingan Usahdiitnal Hukum BisnisVol. 24, (2005), hal. 7.
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2.3.3. Excessive PriceSebagai Ukuran Untuk Melindungi Kesejahteraan

Konsumen dari Tindakan Pelaku Usaha

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kesejahtdkaaaumen merupakan
tujuan paling fundamental yang ingin dicapai reZwmkum persaingan usaha
dewasa ini. Otoritas persaingan dan pemerintahsharangedepankan tujuan
tersebut dalam mengukur apakah tindakan tertentupakan pelanggaran dalam
bidang hukum persaingan usaha dengan alasan timtadiamemberikan dampak
negatif bagi konsumen. Untuk mengukur apakah sebiunalakan memberikan
dampak negatif bagi konsumen, salah satu ukurag ampir selalu digunakan
dalam berbagai kasus hukum persaingan usaha bdd&ain maupun luar negeri
adalah sejauh mana tingkat harga barang dan/asaud#éandrol oleh pelaku
usaha, dan sejauh mana tingkat harga tersebut tm@kciderai lfarmful)
konsumen. Ukuran tingkat harga yang terlalu tirefgu harga eksesiéxcessive
price) seringkali dijadikan alasan bahwa sebuah tindakamentu terbukti
melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha.

Banyak teori yang berkembang untuk mengatakan aaimngkat harga
tertentu bersifat eksesif. Bagi penganut Marxisgaayang adilfair) dari sebuah
produk tertentu dicapai ketika sama dengan nilai maga kerja yang terlibat
dalam proses produksi. Bagi ekonom klasik, hargdasiirkan pada teori
pembiayaand cost-based theory of valu&edangkan bagi para ekonom era neo-
klasik, dan cukup mengilhami para sarjana di bidaogum persaingan usaha,
nilai yang “adil” dari sebuah barang dan/atau jedar dari harga pasar yang
“kompetitif”, yang dapat diejawantahkan dalam haggailibrium dan merupakan
hasil dari interaksi yang bebas dari penawaranpggimintaan dalam pasar yang
kompetitif.

Masih terdapat banyak interpretasi lain dalam reéniikan tingkat
harga yang eksesif, antara lain adalah aliran peanilekonomi yang dinamakan
ordoliberal dan tumbuh subur di Jerman medio 193801 serta cukup
mempengaruhi basis epistemologis pembentukan huk@msaingan usaha
negara-negara Uni Eropa. Para ekonom ordolibegargseWalter Eucken dan
Franz Bohm, mendefinisikan tingkat harga addtahketika dia adalah hasil dari

kompetisi yang “bebas dan jujurftée and hone}tdengan kata lain pelaku usaha
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yang dominan harus menetapkan harga secara “kdifipgsilam artian mereka
harus bertindak dalam menetapkan harga sepeikeketereka beroperasi di pasar
yang kompetitif. Dalam perkembangan teori ekonoarigydapat dikatakan salah
satu yang paling kontemporer, ekonom-ekonom organisdustri industrial
organisatior), mendefinisikan harga yang eksesif sebagai selbingkat harga
yang berada di atas tingkat harga yang kompetdii dnerupakan hasil dari
praktek perusahaan yang memiliki kekuatan di pasarket powex.

Untuk menjelaskan bagaimana harga dinilai eksdagneliti memilih
rezim hukum persaingan usaha di Uni Eropa sebagybiapdingan. Dalam Pasal
82 (a) European Competition (EC) Treatgecara implisit pelaku usaha yang
berada di posisi dominan secara implisit dilarantuk melakukan praktek yang
tidak adil dalam pembelian, penetapan harga jual, enciptaan kondisi-kondisi
perdagangan yang tidak adil lainnyanfair purchase or selling prices or other
unfair trading condition}s

Dalam prakteknya, pengadilan maupun otoritas pegaa seringkali
kesulitan untuk menentukan secara tepat dan kensigta yang dimaksud tingkat
harga yang eksesif. Sebagai contoh adalah deyiaig) digunakaourt of justice
(pengadilan tingkat kasasi) dalam memeriksa kasssspersaingan usaha dalam
lingkup teritori negara-negara Uni Erog@ourt of justicemendefinisikan harga
berada di tingkat yang eksesif ketika dia dikatakigiak memiliki hubungan
terhadap nilai ekonomisg¢onomic valuedari barang yang ditawarkan. Namun,
dalam penerapannya, tetap saja sulit untuk menenttikilai ekonomis” dari
sebuah barang dan/atau jasa, atau dengan kattetaprsaja sulit bagi otoritas
persaingan atau pengadilan untuk membedakan haagg #nggi tapi tetap
kompetitif dan harga yang ditetapkan secara tidik(anfair). *°°

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam komdisar yang kompetitif,
perusahaan-perusahaan yang saling bersaing bértsetmgai penerima harga
(price taker$. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tadi mlesretapkan
harga pada biaya produksi marjinal atau mungkim joggnetapkan harga secara

berjenjangifcrementa).

195 Robert O’'Donoghue & A. Jorge Padilihe Law and Economics of Article 82 EC
(Oregon: Hart Publishing, 2006), hal. 604.
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Setidaknya terdapat dua situasi yang dependemyafadalam kondisi
pasar yang bersaing secara sempurna: (1) tidak pedaku usaha yang
menerapkan harga di atas level kompetitif (hargaitdi ekuilibrium) karena
pangsa pasarnya akan turun secara drastis; (X)ditta pelaku usaha yang akan
menetapkan harga yang disparitasnya dibawah biey@uksi marjinal, karena
mereka akan kehilangan konsumen marjinal dan keaagdnnya mereka lebih
baik menutup perusahadli. Maka, dalam pasar persaingan sempurna, ketika
situasi tadi tercapai harga kesetimbangan (ekuliyidihasilkan oleh biaya
produksi marjinal dan sumber daya akan teralokasidiproduksi secara optimal.
Namun, tetap saja tidak dapat dihindarkan, ketgaugahaan menikmati tingkat
kekuatan tertentu di pasar, kecendrungannya adgaalsahaan akan memiliki
insentif dan kemampuan untuk menetapkan harga fehbim di atas biaya
produksi yang bisa juga berada di atas harga konfigiefpasar. Dispartias marjin
antara biaya produksi dan harga akan jauh lebiggtialam industri yang
dituntut untuk selalu inovatif agar dapat tetapsherg. Dalam situasi yang
demikian. Meski secara berjenjang harga akan selalk, namun efisiensi di
pasar akan secara mekanistis tercapai, karenagpeiars lain-pun akan berusaha
selalu inovatif dan walaupun konsumen harus membaeh mahal dari waktu
ke waktu, hal tersebut adalah konsekuensi dampaioya efisiensi dinami&®’

Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami bagsamaebuah
tingkat harga tertentu disebut eksesif dan ukutamran apa saja yang digunakan,
perlu dilakukannya studi terhadap beberapa kasksinhupersaingan di mana
pengadilan menyatakan tingkat harga yang ditetagk®uah perusahaan adalah
eksesif. Salah satu kasus yang barangkali dapabutissebagaleading case
dalam mendefinisikan harga yang eksesif adalah skasnited Brandsv.
Commission of the European Communipada tahun 1978.

United Brandsadalah importir pisang yang berasal dari Amerikkataa
bagi negara-negara Uni Erogdnited Brandsakan menyalurkan pisang-pisang

yang belum matang kepada distributor yang beropéeialserbagai negara Uni

198 hid, hal. 605.

197 | bid, hal. 608.
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Eropa yang kemudian akan disalurkan lagi ke pergggmengencer di berbagai
negara Uni Eropa. Dalam kasus i@ipmmission of the European Communities
menuduhUnited Brandssudah menyalahgunakan posisi dominan yang diaimilik
dengan tindakan-tindakan seperti pembatasan peadgag, diskriminasi harga,
dan eksploitasi lewat harga yang eksesif, berdasaRasal 8E£C Competiton
Law. 1%

Khusus untuk penetapan harga yang eksesif danaaya dinilai sebagai
tindakan eksploitatif, kasu®&nited Brandsv. Commission of the European
Communities menghasilkan ukuran-ukuran tertentu yang setidakiclggpat
dipertimbangkan untuk menjadi parameter dalam mlemgapakah tingkatarga
tertentu dikategorikan eksesif atau tidak. Padaamga ukuran tersebut sama
sekali tidak bisa dijadikan parameter tetap, kamaaing-masing kasus memiliki
karakteristiknya sendiri, baik dari sisi pasar ydegsangkutanrélevant market
yang diperiksa maupun bagaimana kondisi persaidgpasar yang bersangkutan
tadi'®

Beberapa ukuran yang digunakan dalam kaklsted Brands v.
Commission of the European Communitieguk menentukan adanya tingkat
harga yang eksesif antara lain:

a. Perbandingan harga-biaya produkgii¢e-cost comparisons Salah satu
analisis yang digunakan ol€bommission of the European Communities
untuk menyatakan harga yang ditetapkamted Brandsadalah eksesif
yaitu dengan memakai parameter jikalau harga yategagkan adalah
tidak sesuai dengan harga yang dianggap wajgprfpriate measupe
bagi produksi dan penyaluran barang yang dikeluatinited Brands
Namun, metode ini memiliki banyak kelemahan, antama belum ada
standar yang pasti dari pilihan-pilihan yang munglintuk harga yang
wajar beserta ukurannya, definisi dari penambahaadyk yang wajar,

198 http://www.reckon.co.uk/open/United_Branddiakses pada 5 Maret 2011, pukul
19.03 WIB.

109 | pid

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH UI, 2011



53

dan hampir sulit diterima bahwa reduksi biaya aksmberikan insentif
bagi pelaku usah&!®

b. Perbandingan dengan kompetitocorhparisons across competitirs
Dalam kasu#Jnited Brands v. Commission of the European Comitiegni
harga pisang yang dijual oldbnited Brands7 % (tujuh persen) lebih
tinggi ketimbang harga pisang yang dijual oleh gammya.Court of
justice berpendapat, margin perbedaan harga tersebut lidakdijadikan
sebagai acuan, meskipun tidak disebutkan lebih g@dara normatif apa
yang disebut sebagai eksesif. Kesulitan lain muncuuk menerapkan
metode ini, karena margin perbedaan harga seringkedrupakan
pencerminan dari perbedaan kualitas. Perusahaang yarampu
memproduksi barang yang lebih berkualitas tentuoges apabila menjual
barang lebih tinggt**

c. Perbandingan secara geografiedgraphic comparisois Dalam kasus
United Brands v. Commission of the European Comtesnharga pisang
yang dijual di Denmark 138 % (seratus tiga pulutajgien persen) lebih
tinggi ketimbang harga pisang yang dijual di IrlendCommission of the
European Communitiederanggapan margin tersebut melebihi batas
kewajaran dan karenanya harus disebut sebagaiifeldesode ini dapat
bekerja dalam kasu®nited Brands v. Commission of the European
Communities karena memang diskriminasi harga di pasar yambeba
menjadi salah satu isu yang dituduhkan kepdiized Brands*?

d. Perbandingan antar waktgofnparisons over timeDari sekian metode
yang digunakan ole@ommission of the European Communijtieetode
ini adalah yang salah satu yang kerap digunakaanddderbagai kasus
hukum persaingan yang berkaitan dengan penetapga Bksesif. Dalam
kasus yang karakteristiknya sama dengaited Brands v. Commission of

the European CommunitiedBritish Leylanddinilai court of justice telah

110 Robert O’'Donoghue & A. Jorge Padillhe Law and Economics of Article 82 EC,
hal. 616.

! bid
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menaikkan harga bagi sertifikasi mobil yang berediaBritania Raya

terlalu tinggi. Dalam masa eksaminasi komi&itish Leylandmenaikkan

harga sertifikasi sebesar 600% (enam ratus perdan)kenaikan tersebut
dinilai eksesif. Ukuran ini kerap digunakan olehridagai otoritas

persaingan usaha —meski tetap saja banyak sargn@ lyeranggapan
belum ada patokan yang sahih- di penjuru dunia. [Usvoharga

dipengaruhi banyak faktor, seperti misalnya tingkiflasi dan

ketersediaan sumber daya produksi. Nantinya, feftdor seperti tingkat
inflasi dan ketersediaan sumber daya produksi hetsdapat menjadi
tolok ukur apakah harga yang dipatok adalah wagar eksesif!?

Kasus lain, yang juga dianggap sebagai salahksetus terkemuka yang
di dalamnya terdapat tuduhan mengenai eksplo#gagtl penetapan harga eksesif,
adalah kasublappdi Inggris.Nappsebuah perusahaan farmasenikmati posisi
dominan dengan kepemilikan ata paten MST, sebuak tablet morfin-sulfat
yang digunakan untuk meredakan rasa sakit sepmia pasien yang baru pulih
dari kanker. Meskipun tidak memiliki paten terkpibduk obat tertentu,Napp
memiliki paten dari formulasi morfin-sulfat yangwliki oleh MST

Dalam kasus ini, OFTffice Of Fair Trading memberikan kesimpulan
bahwa Napp telah mengeksploitasi sebagian besar konsumen |pemttapan
harga yang eksesif. Dalam membandingkan marjinrantearga-biaya, OFT
membandingkan marjin keuntungan yang dinikmidapp pada dua segmen
konsumen dan membandingkan pula marjin keuntuhggp dengan pesaignya.
Napp memiliki marjin 40 — 60 % untuk segmen rumah salkih 80 % untuk
segmen masyarakat. OFT juga membandingkan hargadipatokNappdengan
harga para pesaingnya di mana harga yang dipéapip 33 — 67 % lebih tinggi
ketimbang para pesaingnya. Harijapp juga dibandingkan antawaktu, dan

13 bid

114 «Excessive Pricing in The Napp Chapter Il Case-wHbluch Is Too Much?”
www.rbbecon. com/publications/downloads/rbb_brigfd , diakses pada 13 Maret 2011 pukul
1:45 WIB.
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hargaNappdinilai eksesif karena tidak berubah walaupun patamgy dia miliki
sudah berakhir sepuluh tahtis.

Sesuatu yang berbeda akan kita temukan apabhadmpan dengan rezim
hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Dalakuimupersaingan usaha di
Amerika Serikat, harga yang dianggap eksesif tidadulu dikutuk sebagai
tindakan yang pasti merugikan konsumen. Harga yenumi, seperti dapat kita
temukan dalam kasugnited States v. Alumunium Co. of Am. (Al¢@)7 U.S.
271 (1964) justru disebut seba@inis opus coronat” (end crowns the wojkdi
mana tigkat harga yang dinikmati oleh perusahaabitgpdianggap tinggi adalah
sebuah mekanisme yang wajar dari keberhasilan gemas tersebut membuat
banyak konsumen bergantung padanya meskipun hamgg ¢ipatok dianggap
tinggi kemudian-*

Sarjana — sarjana di Amerika Serikat beranggammetppan harga yang
tinggi tidak perlu diintervensi baik oleh pemerimtatoritas persaingan, maupun
pengadilan karena tiga hal:

a. Intervensi tidak diperlukan karena tingkat hargangyaeksesif akan
mendapatkan saingan dari perusahaan baru yandebisaefisien dalam
memproduksi barang;

b. Hampir mustahil menemukan ukuran yang pasti untakentukan tingkat
harga tertentu disebut sebagai eksesif atau masgdr;w

c. Penindakan terhadap harga yang eksesif cenderunghammbat inovasi

dari pelaku usaha (efisiensi dinamisy.

Pendapat lain yang menganggap bentuk intervensadap harga tadi
sangat sulit diterapkan sebagai bentuk interversiquemerintah, otoritas
persaingan,maupun pengadilan, bahkan dapat kitakeemdalam pendapat Emil
Paulis, selaku mantan Direktur Kebijakan dan Sgieerectorate General (DG)

15 Robert O’'Donoghue & A. Jorge Padillaaw and Economics of Article 82 E@al.
632.

11 Ariel Ezrachi & David Gilo, “Excessive Pricing, By, Assessment, and Investment:
Lessons From The Mittal LitigatiopAntitrustLaw Journal No. 3, (2010), hal. 873.

117 bid, hal. 875.
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Competition(otoritas persaingan usaha Uni Eropa). Paulisdmeigpat, ada dua
alasan dasar mengapa penegakan terhadap hargdf sksemt sulit terutama
dalam mengeneralisir alasan mengapa tingkat hageantu dianggap sebagai
eksesif. Pertama, menentukan apakah harga tertekiesif melibatkan

perbandingan yang rumit dari harga dengan biaya ldaya investasi pelaku
usaha. Tahapan yang paling sulit adalah bagaimastaab tolok ukur

(benchmark dari harga yang eksesif dapat dipertanggungjaamalidepastiannya
dari kasus ke kasus?

Kedua, mengintervensi pendefinisian harga yangskberisiko membuat
otoritas persaingan —apabila otoritas persaingarg yaelakukannya- menjadi
regulator yang quasi-semi permanansemi-permanent quasi-regulatpdalam
artian otoritas persaingan akan cenderung bertirsgdlagai pembuat peraturan
perundang-undangan yang temporer sifatnya ketikaekae menggeneralisir
sebuah tingkat harga tertentu adalah eksesif atak. tKesulitan ini dapat terlihat
dari penanganan kasus yang berhubungan dengarattimgikga eksesif yang
ditangani olenDG Competitiondalam rentang 1957-2002, barulah empat kasus
saja’®®

Salah satu kasus yang diperiksa ol@G Competitiondan membuktikan
sulitnya harga disebut sebagai eksesif dapat émtaukan dalam kasi&candlines
v. Port Of Helsingbordpelabuhan HelsingborgKomisi menolak komplain dari
Scandlinessebuah operator kap@irry, yang menyatakan pelabuhan Helsingborg
telah menyalahgunakan posisi dominan dengan me@taparga yang eksesif
dan diskriminatif dari biaya pelabuhan. Komisi miakoklaim yang dimajukan
oleh Scandlines karena pertama, perbandingan harga-biayaricé-cost
comparisof yang digunakarScandlinesuntuk mengatakan margin keuntungan

pelabuhan Helsingborg terlalu tinggi tidak diseliakti-bukti yang memadai dan

18 Damien Geradin, “The Necessary Limits To The Galnaf “Excessive” Prices by
Competition Authorities: A View From EuropeJournal Of Competition Law and Economics
Tilburg University Vol. 45, (2003), hal. 17.
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cenderung subjektifitasScandlines yang menganggap margin keuntungan
pelabuhan Helsingborg sebagai eks&Sif.

Kedua, Scandlinesyang menggunakan dalih biaya pelabuhan Helsingborg
terlalu tinggi ketika dibandingkan dengan pelabula&mya di kota yang berbeda
adalah tidak tepat karerfacandlinessecara subjektif menganggap biaya yang
ditetapkan di pelabuhan lain tersebut sebagai talak yang paling relevara(
relevant benchmajk tanpa memberikan argumentasi yang kuat. Terakhir,
Scandlinegdianggap tidak memperhitungkan adanya faktor pesam lemandl
selain faktor biaya dan hargeoft-price related factgr padahal dengan logika
yang sederhana kenaikan permintaan akan menstinpéleku usaha untuk
menaikkan harga ketika dia yakin tingkat ketergagam konsumen padanya
cukup tinggi‘*

Pembuktian untuk mengatakan sebuah tingkat harg&nte sebagai
eksesif, sering dinilai bagai menegakkan benangalbagarena tingkat
kesulitannya yang teramat tinggi. Harga yang eks#kategorisasikan sebagai
penyalahgunaan lewat eksploitagixgloiting abusés beda dengan tindakan-
tindakan seperti penerapan harga pemangsa, paraejitutup, dan diskriminasi
harga yang dikategorisasikan sebagai penyalahgukelemmatan di pasar lewat
tindakan pengecualiareXclusionary abusgsyang bertujuan untuk membatasi
hingga menghilangkan kompetisi. Dalam konteks hukemsaingan usaha di Uni
Eropa-pun, kasus-kasus yang berhubungan denganalpkgynaan lewat
pengecualian jauh lebih banyak ketimbang penyalah@u lewat eksploitasi
seperi penerapan harga eksesif.

Namun, kesulitan penerapan harga eksesif terggbbusebenarnya masih
dapat dipertimbangkan ketika pasar berada dalardi&iokonsentrasi yang tinggi
dan hampir tidak adanya persaingan serta ketikakpelsaha yang dituduh
menerapkan harga eksesif tersebut tidak menjalankaha yang berhubungan

dengan inovasi, karena inovasi —seperti pendapateiOMWilliamson yang

129 bid

121 pid, hal. 22.
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dijelaskan sebelumnya- justru bertendensi untuk bust harga naik dan hal
tersebut dapat disebut sebagai efisiensi dinanmisigeerlukan bagi konsuméef?:

Perlu dipertimbangkan juga bagaimana fleksibilkassumen untuk pindah
dari satu produk ke produk lainnya yang menjadsttusi. Apabila kemampuan
konsumen untuk pindah ke produk yang lain dinitkak fleksibel, maka mungkin
saja ada kecendrungan tingkat harga tertentu ydegapkan adalah eksesif.
Fleksibilitas konsumen untuk pindah dari satu pkokiel produk lain tadi tentunya
berkaitan erat dengan posisi sebuah pelaku usaitad@minan. Namun,terdapat
pula alternatif lain. Pelaku usaha mungkin saja esegah konsumennya untuk
pindah ke produk lain dengan ketentuan-ketentuaenti® yang menyulitkan,
seperti kontrak yang dibuat “mencekik”. Sebagai tebn adalah sebuah
penyelenggara jasa telekomunikasi yang menetapkarak yang membawa
konsumen dalam keadaan harus membayar kompensasigramat tinggi ketika
ia melakukan pembatalan kontrak. Hal tersebut meamkkonsumen lebih
menguntungkan untuk tetap menjalankan kontrak dermenyelenggara jasa
telekomunikasi yang bersangkutan ketimbang berpirida penyelenggara jasa
telekomunikasi yang lainnya. O’'Donoghue dan Padikapendapat hal tersebut
dapat menjadi indikasi dugaan diterapkannya haeyay \eksesif dengan logika
harga eksesif berarti adanya kondisi-kondisi teutedi luar kompetisi yang
efektif. *°

Kemungkinan untuk mendefinisikan harga yang ekdasgkianlah hal yang
mudah dan sangat kompleks. Namun, melihat kasusskgang telah dibahas
sebelumnya, ada satu persamaan yang sering ditendakekasus ke kasus yaitu
sangat sering pelaku usaha yang disebut menerdyakga eksesif adalah mereka
yang memiliki tingkat konsentrasi pasar tinggi,tlmetak sebagai monopolis, atau
berada dalam posisi yang dominan. Namun, domingelsiku usaha di pasar
tidak mutlak menjadikan harga yang ditetapkan pestesif. Berpijak dari kasus-

kasus yang terjadi di negara-negara Uni Eropa, ©dgbue dan Padilla

122 Robert O’'Donoghue & A. Jorge Padillaaw and Economics of Article 82 E@al.
637.
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menyimpulkan minimal ada dua tahapan yang haraudisebelum memproses
lebih lanjut tuduhan pelaku usaha yang memilikiigodominan di pasar telah
menerapkan harga yang eksesif. Tahapan yang pesidateh:

a. Pasar diproteksi oleh sebuah hambatan untuk masuktinggi;

b. Konsumen hampir tidak memiliki alternatif pilihan;

c. Investasi dan inovasi tidak terlalu berperan dajammses persaingan di

pasar yang bersangkut&.

Setelah tahapan pertama terpenuhi, tahapan kethm harus terpenuhi
untuk menduga adanya harga eksesif adalah:
a. Hampir semua tolok ukur yang digunakan memiliki akaeristik yang
sama dan mengarah ke satu indikasi yang sama pula;
b. Terdapat perbedaan “substansial” antara harga yhtetapkan pelaku
usaha yang dominan dan tolok ukur-tolok ukur laing digunakan®

124 O’Donoghue dan Padilla memang tidak menjelaskéih l&anjut apa yang mereka
maksud sebagai perbedaan yang “substansial”. Ppepdapat OFT dalam kasNsppdapat kita
pertimbangkan, dimana mereka mendefinisikan “suis&fl sebagai adanya implikasi yang
signifikan terhadap konsumen dengan ditetapkanaygahyang eksesif. LihatEXcess Pricing in
The Napp Chapter Il Case- How Much Is Too MuchWww.rbbecon.com/publications/
downloads/rbb_brief05.pdfdiunduh pada 1 April 2011.

125 Robert O’Donoghue & A. Jorge Padillaaw and Economics of Article 82 E@al.
638.
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BAB Il

STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

3.1. KEGAGALAN PASAR DAN PERANAN PEMERINTAH: SEBUAH
LANDASAN LAHIRNYA STATE ACTION DOCTRINE

Ketika terjadi kegagalan pasar, maka muncul radis akan perlunya
intervensi dari pihak pemerintah. Dengan demikicetika pasar menjadi tidak
sempurna, maka pemerintah dapat turun tangan uméngintervensi kegagalan
pasar yang terjadi. Diharapkan, intervensi pemahitérsebut dapat mengarahkan
pasar menjadi lebih baik atau dalam pengertianrf@@mbuat pasar menjadi lebih
efisien secara ekonomi.

Kebijakan persaingarc@mpetition policy merupakan salah satu bentuk
intervensi pemerintah di pasar selain dari reguidksnomi. Perbedaannya terletak
pada subjek yang dituju, dimana regulasi ekonomingimervensi secara
langsung keputusan perusahaan, seperti berapa yemgaharus ditetapkan, dan
berapa banyak kuantitas yang harus disedi&Kan.

Adanya kegagalan pasar ini memberikan justifikesitang perlunya
campur tangan pemerintah untuk melakukan koreksrlja sistem pasar. Bentuk-
bentuk campur tangan pemerintah yang lazim dikangdra lain melalui sistem
perpajakan, subsidi, peraturan, dan regulasi dirlggerekonomian.

Dalam berbagai studi ekonomi yang dapat ditemuftalam literatur-
literatur, sekurang-kurangnya ada beberapa kogdis menjadi sumber-sumber
kegagalan pasar seperti:

1. Monopoli;

2. Informasi tidak sempurna;

3. Barang publik;

4. Kesenjangan pendapatan; dan
5. Eksternalitas

126 Andi Fahmi Lubis et. al., Teks dan Konteks, hal. 38.
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1) Monopoli

Seperti telah kita ketahui bersama, para ekonomyatakan bahwa
alokasi sumber daya ekonomi yang efisien akan digédq@a struktur pasar adalah
persaingan sempurna, dan tujuan perusahaan addahmaksimum. Sayangnya
pasar persaingan sempurna hampir tidak kita temudkdem kehidupan sehari-
hari, sehingga efisiensi yang disarankan oleh reigiasar tidak dapat terwujud.
Pasalnya, monpoli, persaingan monopolistis, dagopbli akan selalu timbul
dalam suatu sistem perekonomian. Para produsenetifjak pasar ini dapat
memainkan harga pasaprice makers Dengan kata lain, mereka dapat
menaikkan atau menurunkan harga pasar dengan eamgunangi atau menambah
jumlah barang di pasar, sehingga efisiensi alolddri efisiensi produktif tidak
dapat terwujud. Efisiensi tersebut hanya dapat pdicaika terdapat banyak
produsen yang tidak dapat memengaruhi harga pasie (takery.'’”’ Pasar
monopolis tidak dapat menghasilkan efisiensi kaderahal berikut.

Pertama karena tidak ada barang pengganti maka konsunuak t
mempunyai pilihan lain, kecuali membeli barang yafigroduksi monopolis
tersebut. Sebagai akibatnya, konsumen tidak dapabaksimumkan kepuasan
total 1?8

Kedua, monopoli dapat menentukan harga lebih tinggi dilbagichn
ongkos marjinal, karena ia adalah pembuat hgpgag makers Di lain pihak,
efisiensi hanya dapat dicapai jika pasar bersa@egra sehat dan setiap produsen
memproduksi barang ketika harga barang sama demggos marjinalnyd®

Bentuk campur tangan pemerintah dalam mengatgsigedan pasar yang
disebabkan dengan adanya perilaku monopoli tadiaadiewat legislasi UU
Antimonopoli. Sebagai contoh adalah dalam kasumdinesia di mana di era
Orde Baru, terdapat sekelompok kecil pengusahayaragg mendorong timbulnya
konglomerasi yang bersifat monopolistis dan mekamrpersaingan tidak sehat.

Akibatnya, sistem pasar pada saat itu mengalambrdis sehingga muncul

127 Tony Hartono,Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi IndonéBiandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 176.
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inefisiensi, yang selanjutnya berimbas pada kretenomi dan berkembang
menjadi multidimensi. Agar situasi pasar dikembalikmenuju iklim persaingan
yang sehat, maka di era reformasi pemerintah meagelin UU No. 5 Tahun
1999 tentang ‘Larangan Praktek Monopoli dan PegsainUsaha Tidak Sehat'.
Tujuannya untuk menciptakan sistem ekonomi pasagate distorsi harga yang
seminimal mungkin sehingga alokasi sumber daya eliekpnomian dapat

berjalan secara lebih efisiét.

2) Informasi Tidak Sempurna

Sistem pasar hanya mendasarkan keputusan prodakskonsumsinya
pada harga pasar, dan mengabaikan informasi pelaiimgya. Ini berarti sistem
pasar mengandalkan variabel harga sebagai satuyaatinformasi yang
sempurna, dengan keputusan yang dibuat berdasakalisis harga adalah
keputusan yang paling efisien dan ideal. Pada keagaya, dalam kehidupan
sehari-hari masih banyak informasi lainnya seplkulitas barang, kegunaan
barang, dan teknologi, yang harus diperhatikan ywed dan konsumen dalam
pengambilan suatu keputusan.

Sebagai contoh, Anda tentunya akan merasa kecdkavigputusan Anda
untuk membeli komputer dengan harga yang murahydéansalah, karena
komputer tersebut tidak dapat digunakan untuk meegsikansoftware yang
diinginkan. Kekecewaan ini menandakan bahwa jikalaAberpedoman hanya
pada harga semata, maka kepuasan toa&dl (utility) Anda tidak maksimum.
Dalam bahasa ekonomi, keadaan ini menandakan baistem pasar gagal
memaksimumkan kepuasaan total. Pasalnya, harga dipagai sebagai dasar
keputusan untuk membeli komputer merupakan inforripasg tidak sempurna
(imperfect informatiop*?

Contoh lain adalah sebagai berikut. Anda tidak rikinpengetahuan atau

seluk beluk tentang mesin mobil, dan ingin memBalah satu dari beberapa

130 hid, hal. 179.
131 hid, hal. 181.
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mobil bekas yang diiklankan dalam sebuah suratrkdaEntunya Anda berharap
bahwa mobil yang akan Anda beli tersebut dapat wiazkan selama mungkin
tanpa ada ongkos perbaikan yang berarti. Oleh katertarik pada begitu
murahnya harga mobil tersebut, Anda kemudian mendatpenjual mobil dan
setuju untuk membayar dengan harga yang diingipkajual. Akan tetapi, hanya
berselang sebulan mobil tersebut rusak berat daryakamemakan ongkos
perbaikan. Pengeluaran akibat ongkos perbaikansama halnya jika Anda
membayar monil dengan harga yang lebih mahal @agahsemula®

Dari contoh tadi dapat dilihat bahwa ekstra onggesbaikan ini tidak
akan teradi apabila keputusan Anda untuk membebilntmlak hanya berpijak
pada harga, yang sebenarnya tidak sempurna. Demibida halnya pada
produsen. Sering kali perusahaan tidak dapat menedagkos rata-rata
produksinya karena perusahaan tersebut kekurangaformiasi dalam
mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan bakugdn dengan harga yang
paling murah. Di Selandia Baru, pemerintah mengkara peraturan yang
bernamalnformation Act yang transparan kepada masyarakat jika tidakningi
mendapatkan sanksi. Di Indonesia-pun, lewat misaliyU Perlindungan
Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektrofuf) ITE), konsumen
mendapatkan perlindungan dari informasi yang tgkkpurna, di mana produsen
diwajibkan memberikan informasi yang lengkap dalagekepada konsumen

dalam transaksi jual beli.

3) Barang Publik
Studi ekonomi mengelompokkan macam-macam baramgbarkan dua ciri :

a. Apakah barangnya bersifat ekskludabedxdqudablg¢, yang artinya
dapatkah masyarakat diminta untuk tidak memakai at@manfaatkan
barang tersebut?

b. Apakah barangnya bersifat persaingana(), yang artinya apakah jika
seseorang memakai barang ini, maka peluang oramy uatuk

memakainya berkurant?
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Berdasarkan dua ciri tersebut, maka terdapat erkatEgorisasi jenis

barang dalam perekonomian:

a)

b)

d)

Barang pribadigrivate goodysadalah barang yang bersifat eksludabel dan
rival. Hampir semua barang yang terdapat dalamrpadalah barang
pribadi, sebagai contoh adalah es krim. Es krirasjddersifat eksludabel
karena kita bisa mencegah orang lain mengonsumsiiga dia juga
bersifat rival, karena jika hanya ada sebuah coresgkrim, dan ada
seseorang yang mengonsumsinya, maka orang laink tidesa
mengonsumsinya:>

Barang publik gublic good} adalah barang-barang yang tidak eksludabel
juga tidak rival. Maksudnya adalah siapa saja tidagat dicegah untuk
memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorasgbatang ini tidak
mengurangi peluang orang lain untuk melakukan halgysama. Contoh
barang publik adalah pertahanan nasional. Jikaiquegara aman karena
mampu melawan setiap serangan negara lain, mgka S#&a yang tinggal
di dalam negara tersebut tidak bisa dicegah uniakt tmenikmati rasa
aman:>®

Sumber daya milik bersamegmmon resourcg¢sdalah barang yang tidak
ekskludabel, namun rival. Contohnya adalah ikaradtan. Tidak ada
yang melarang seseorang menangkap ikan di lawt,raéminta bayaran
kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tandgkamun pada saat
seseorang melakukannya, maka jumlah ikan di latkubeng, sehingga
kesempatan atau peluang orang lain melakukan had) ysama jadi
berkurang"®’

Yang terakhir adalah barang yang muncul dalam situmaonopoli

alamiah dimana dia bersifat eksludabel, namun tidak m&miival.

134 Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikrdhal. 276.
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Contoh paling mudah adalah jalan tol dalam konghsig kosong. Dengan
berbagai macam alasan, misalnya adanya perbaikaarasemassif,
seseorang bisa saja dicegah untuk memasuki jalamédeki ia berada
dalam kondisi yang kosong. Namun dia tidaklah legrgival, karena
ketika seseorang masuk ke dalam jalan tol yangrighystan dia tidak ada
satupun aturan yang mencegah setiap orang untuiknkes dalamnya,
maka karena keadaan tersebut atau karena skalamk¢@conomies of
scalg yang ia nikmati, maka orang tersebut menikmatidisi monopoli

alamiah®*®

Produsen swasta biasanya tidak dapat menyuplean@®aublik menurut
mekanisme pasar, sehingga campur tangan pemesatagat diperlukan untuk
pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Contaldaya@h pertahanan nasional,
mercusuar, taman kota, pusat rekreasi, jalan umpemerangan jalan, dan
sebagainya.

Produsen swasta tidak berminat untuk menyediakaanky publik karena
barang publik memiliki dua ciri utama, yaitu tidakrsaing ffonrival) dan tidak
eksklusif fionexclusive Nonrival berarti pemanfaatan barang publik oleh
seseorang tidak menghilangkan kesempatan orang ulaiuk memanfaatkan
barang tersebut. Sebagai contoh, penerangan ldtijilan, yang dimanfaatkan
oleh pedagang kaki lima, tidak mengurangi atau migmggkan penerangan untuk
para pejalan kaki. Alasan yang lebih penting meagaqodusen swasta enggan
menyuplai barang publik adalah karena sifathnya yarmmexclusive atau
nonexcludableli mana orang tidak dapat dicegah untuk menikiveatng publik
walaupun tidak membayar. Hal ini timbul karena bgrgublik mempunyai
ongkos marjinalrharginal cost yang sama dengan nof,

Para ekonom memandang keengganan produsen svndiskantenyuplai
barang publik menurut sistem pasar sebagai «agalan pasarkKegagalan ini

menunjukkan bahwa sistem “tangan yang tak tampak’isjble hand tidak

%8 |bid
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mampu memberi dorongan pada produsen swasta unémiproduksi barang
publik, sehingga sistem “tangan yang tak tampak$eieut harus dilengkapi
dengan sistem “tangan yang tampaksiple hangl, dalam hal ini pemerintat{®

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, laba maksirdigunakan sebagai
motivator oleh produsen swasta untuk menyediakaanigaprivat apa, untuk
siapa, dan bagaimana barang tersebut harus dimiothénurut analisis sistem
pasar. Akan tetapi, laba maksimum bukanlah suattivesd bagi pemerintah
untuk menyediakan barang publik, karena tujuan rgarpublik semata-mata
untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat seesetukuhar-"*

Oleh karena adanya perbedaan tujuan ini, pemBrimi@nggunakan
“analisis biaya dan manfaat sosial” atsacial cost and benefit analysisituk
memutuskan apa, untuk siapa, dan bagaimana batdoig gisediakan. Analisis
biaya dan manfaat sosial adalah teknik pengemb&&antusan oleh pemerintah
dengan cara membandingkan manfaat barang publigademiaya produksi
barang tersebut. Sebagai contoh, andaikan pemerift@rencana untuk
membangun proyek bendungan pembangkit tenagekligtpabila manfaat dari
proyek tersebut lebih besar dari biaya proyek, nmakabangunan proyek harus
diteruskan, sebaliknya jika manfaatnya lebih kediri biayanya maka
pembangunan proyek tersebut harus dihentian.

Pada kenyataannya, mengukur manfaat dan biayandarablik lebih
sukar dibandingkan mengukur manfaat dan biaya gavamat. Telah disinggung
sebelumnya bahwa tujuan barang privat adalah sasegidrhana, yaitu untuk
mendapatkan laba, sedangkan tujuan barang puldiatadgangat kompleks yaitu
untuk memperbaiki kesejahteraan masyaraketfare.**?

Kesejahteraan suatu masyarakat dikatakan membaikelfate
improvement jika penyediaan barang publik berdampak positifigp sasaran

makroekonomi, seperti penurunan pengangguran, rpbubian ekonomi,
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pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, ndeata pembayaran.
Sebagai contoh, andaikan pemerintah menetapkanryreau pengangguran
sebagai sasaran utama dalam kebijakan makro ekogantebagai konsekuensi
dari sasaran ini, sering kali pemerintah harus rienmarang publik dengan
“teknologi padat karya” l@bour intensive technoloyjyyang dapat menambah
lapangan kerja, dibandingkan dengan “teknologi padadal” (capital intensive
technology yang kurang menciptakan lapangan kerja, meskigapat lebih
mendatangkan keuntungan finansial yang lebih b&sar.

Oleh karena begitu kompleksnya permasalahan peagretharang publik
ini, sering kali keputusan pemerintah untuk mengkan barang publik
menimbulkan perdebatan panjang di antara merek@ yaenyetujui manfaat
proyek dengan yang kontra terhadap proyek tersekpebila hal ini sampai
terjadi, maka faktor politis akan sangat menentwtelanjutan proyek tersebut.

Contoh lain, andaikan pemerintah sedang menghaidgei yang tinggi,
tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada tuniontak membuat bendungan
irigasi, agar perekonomian masyarakat di daerahu@urKidul dapat terbantu.
Pembiayaan pembangunan bendungan tersebut dipeeMett pinjaman dari
bank komersial dengan bungan tertentu. Hasil daalisis biaya dan manfaat
menunjukkan bahwa pembangunan proyek tersebut dagatiptakan lapangan
kerja baru dan meningkatkan pendapatan pemeringgrad Gunung Kidul.
Apabila pemerintah menetapkan pemberantasan peggaamydan pemerataan
pendapatan sebagai sasaran makroekonominya, makaapgunan bendungan
irigasi tersebut harus dilaksanakan.

Akan tetapi, mereka yang menekankan stabilitagehaebagai sasaran
makroekonomi akan mengritik keputusan pemerintabebait, karena pinjaman
dana dari bank dapat berakibat pada penambaharahjuodng yang beredar.
Bertambahnya jumlah uang beredar ini akan mendonaftesi ke tingkat yang
lebih tinggi lagi, dan kenaikan inflasi dalam jaagkendek ini akan membebani
kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada akhirnyafaaapembangunan proyek

irigasi tersebut lebih sedikit dibandingkan biayata beban inflasi yang harus
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dipikul oleh masyarakat, dan oleh karena itu pergbaan proyek irigasi harus
dihentikan*

Dari contoh tadi tampak jelas bahwa keputusan yamgnyangkut
penyediaan barang publik selalu mengundang prokdatra. Perdebatan yang
hangat dewasa ini adalah antara mereka yang mémyg@encabutan subsidi
BBM serta mengalihkan subsidi tersebut untuk pergbaan proyek pendidikan
maupun kesehatan, dan mereka yang tidak menygtengabutan subsidi BBM,
karena pencabutan tersebut berdampak negatif pawiaiklan harga kebutuhan
pokok sehari-hari?®

Dapat kita lihat bahwa kedua pendapat di atas rmagg alasan yang
realistis, dipandang dari sasaran makroekonomi ydipgritaskan. Sayangnya,
sering kali konflik antar sasaran makroekonomi,atmga stabilitas harga kontra
neraca pembayaran, inflasi kontra pengangguran, patumbuhan ekonomi

kontra pemerataan pendapatan dijadikan isu politik.

4) Kesenjangan Pendapatan

Banyak ekonom yang mengatakan bahwa sistem pasargatami
kegagalan karena sistem tersebut menyebabkan &agenj pendapatam¢ome
inequality) di masyarakat. Telah sama-sama kita ketahui basigt@m pasar
dipicu oleh persaingan yang sangat tajam. Perusalyamg kalah dalam
persaingan akan gulung tikar, dan sebagai akibgbeyautusan hubungan kerja
(PHK) tidak terelakkan. Adanya PHK ini akan menampanlah pengangguran,
dan bakan memperlebar jurang pemisah antara sidayai miskin**’

Meskipun demikian, beberapa ekonom yang tidak ragpeya setuju
dengan argumentasi di atas mengatakan bahwa siséear bukanlah satu-
satunya penyebab kesenjangan pendapatan. Merekabedakan antara
‘pendapatan’ ihcomg dan ‘kekayaan’ wealth. Pendapatan terdiri atas upah,

gaji, sewa, bunga, serta dividen, dan pendapditgposable(disposable income
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adalah pendapatan dikurangi pajak yang harus dibAgapun kekayaawgalth

adalah semua aset, baik dalam bentuk uang maupand)ayang dimiliki oleh
seseorang setelah dikurangi pinjaman dari bank oraWpeditor lainnya. Dalam
realita, kesenjangan kekayaan sering kali lebih angh dibandingkan

kesenjangan pendapatdf.

5) Eksternalitas

Eksternalitas muncukgkternality muncul ketika seseorang terlibat dalam
kegiatan yang memengaruhi kesejahteraan orangydaig tidak membayar atau
menerima kompensasi atas dampak tersebut. Jikaadkayg bagi orang-orang
lain itu buruk, hal ini disebutksternalitas negatifika dampaknya baik, disebut
eksternalitas positi¥*® Di tengah keberadaan eksternalitas, kepentingan
masyarakat dalam suatu hasil pasar akan melampeaejdhteraan pembeli dan
penjual yang berpartisipasi di dalam pasar; kepgati masyarakat juga akan
meliputi kesejahteraan orang-orang lain yang teakdampaknya secara tidak
langsung. Karena pembeli dan penjual mengabaikak-edEk eksternal dari
tindakan-tindakan mereka saat menentukan berapgakapermintaan atau
penawaran, keseimbangan pasar tidaklah efisiekakatia eksternalitas. Artinya,
keseimbangan gagal memaksimalkan manfaat bagi m¥ksya secara
keseluruhan. Dibuangnya dioksin ke lingkungan, gabacontoh, adalah
eksternalitas negatif. Perusahaan-perusahaan kgaiag mementingkan laba
semata tidak akan mempertimbangkan dampak sepeauttary polusi yang
mereka hasilkan dan oleh karena itu, akan mendfaasipolusi yang terlalu

banyak kecuali pemerintah melarangnifa.

148 | pid

149 Secara ringkas eksternalitas negatif membuat paeamproduksi jumlah yang lebih
besar daripada yang diinginkan oleh sosial. Ekatgas positif membuat pasar memproduksi
jumlah yang lebih kecil daripada yang diinginkaetolsosial. Untuk memperbaiki masalah ini,
pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitadeygan cara mengenakan pajak pada barang-
barang yang mempunyai eksternalitas negatif danbegkan subsidi pada barang-barang yang
mempunyai eksternalitas positif. Lihat, Mankigngantar Ekonomi Mikrdal. 255.

150 pid, hal. 250.
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Untuk memberikan solusi terhadap masalah ekst&saini, dikenal
solusi swasta yang diperkenalkan oleh Ronald Ctawsat “Teorema Coase”
(Coase Theorejn Untuk memahami teorema Coase ini, kita ambiltaorPT
Newmont yang menimbulkan eksternalitas negatif paglayan di sekitar Teluk
Buyat, dan mengajukan pertanyaan sebagai berikatuddah PT Newmont
menghentikan operasinya, atau haruskah para nelagaderita kerugian akibat
dari eksternalitas negatif tersebti?

Menurut Teorema Coase, efisiensi sosial dapapdidgéka PT Newmont
menwarkan sejumlah uang kepada para nelayan sepagiirugi yang mereka
derita. Para nelayan akan menerima tawaran ituljgqeg yang ditawarkan sama,
atau melebihi jumlah kerugian yang mereka deriedaBknya, jika para nelayan
meminta jumlah kerugian yang lebih banyak dari ug@agg ditawarkan PT
Newmont, maka kemungkinan besar PT Newmont akanolaemya. Melalui
tawar-menawar seperti ini, maka PT Newmont dan patayan akan mencapai
kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihakieBBs sosial terjadi apabila
kesepakatan tercapai dan persengketaan antara lxeldinapihak berakhir?

Pada pratiknya, Teorema Coase mempunyai dua kbematama.
Pertama kesepakatan yang telah dihasilkan oleh keduahbeidak yang
bernegosiasi sering kali menjadi mentah lagi, karadanya pihak-pihak yang
sengaja ingin memengaruhi kesepakatan tersebutilapkesepakatan sampai
terganggu maka efisiensi sosial akan gayal.

Kedug pencapaian kesepakatan menjadi semakin sulitlapagnghasil
polusi pollutery, dalam hal ini pabrik, bernegosiasi dengan begginyak orang,
dan masing-masing mempunyai perhitungan dan pendepsendiri. Kesulitan
seperti ini dialami oleh PT Newmont dan para nelagaTeluk Buyat, sehingga
proses negosiasi berjalan sangat alot dan memakktu wang panjang. Dengan
adanya dua kelemahan ini, campur tangan pemersdagat diperlukan untuk

151 Hartono,Mekanisme Ekonomi, hal. 207.
1521hid

153 | bid

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH Ul, 2011



71

mengatasi ketidakmampuan swasta memberikan solusy \efektif terhadap
kegagalan pasar yang diakibatkan eksternalitas tadi
Dalam menghadapi situasi-situasi kegagalan paadi; terdapat tiga

macam bentuk intervensi yang lazim dilakukan olemmerintah.

1) Regulasi

Regulasi pemerintah merupakan salah satu solagi yaungkin dilakukan
untuk mengatasi kegagalan pasar. Seperti telalaskjgn sebelumnya, salah satu
contoh regulasi adalah peraturan di bidang peraaingaha, di mana tujuannya
adalah untuk menjaga pasar tetap kompetitif dangeleninasi praktek-praktek
monopoli yang membuat pasar tidak efisien.

Dalam sistem ekonomi pasar, regulasi lazim unitérapkan pemerintah
dalam mengatasi eksternalitas di mana biasanyasissluasta seperti yang
diperkenalkan Ronald Coase tidak dapat berjalanesgnya. Sebagai contoh
adalah Indonesia yang menerapkan UU Lingkungan pHidotuk mengatasi
masalah eksternalitas negatif dan melindungi limgjeun hidup. Semua pabrik
yang membuang limbahnya ke sungai, danau, lauta sefara yang melebihi
ambang batas yang diperbolehkan akan dikenakansisabkdang-undang
tersebut juga memuat kemungkinan penggunaan tefin@mah lingkungan dan
penggunaan mesin pengolah limbah untuk menguraoigisipyang dihasilkan

pabrik-pabrik.

2) Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara lagkdasundang-undang -
sehingga dapat dipaksakan-dengan tiada mendapad [#a secara langsung.
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-normarhuktuk menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk rapackesejahteraan umur.
Sebagai contoh adalah pajak Pigovian yang ditaraplituk mengatasi

eksternalitas. Pajak Pigovian berbeda dengan gl lainnya, karena Pajak

% |bid

156 http://www.pajak.go.id/index.php?ltemid=1&optionsmocontent&view=frontpage
diakses pada 19 Maret 2011, pukul 13:24 WIB.
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Pigovian bertujuan mendorong sumber daya untuk apmcefisiensi sosial. Jadi,
jika polusi akan diturunkan serendah mungkin mad&gkp Pigovian dikenakan
setinggi mungkin. Meskipun demikian, pajak Pigoviairharus ditentukan secara
hati-hati, karena pajak yang terlalu tinggi akarlengapkan polusi, karena tidak
adanya satu pabrik pun yang mampu beroperasi.sDiasn, pajak yang terlalu
rendah akan jauh dari tujuan efisiensi sosial dambahayakan lingkungan
hidup. Dengan logika ini, pabrik-pabrik akan didogauntuk menurunkan tingkat
polusinya, karena semakin rendah polusi yang dksasakan semakin kecil pula
pajak yang harus dibayar. Sebagai solusinya, paérdebut dapat menggunakan
teknologi ramah lingkungan untuk menurunkan tingi@utsinya">°

3) Penerapan Ekonomi Campuran

Pada sistem ekonomi campuran modemmodern mixed economjes
keputusan ekonomi dibuat oleh pasar swasta danrpgate Meskipun demikian,
besar peranan keduanya dalam perekonomian selalibdie dari waktu ke
waktu >’
Sebelum tahun 1980, campur tangan pemerintah dakmkonomian
Indonesia dinilai sangat tinggi. Misalnya, begitanppak BUMN (Badan Usaha
Milik Negara) pemerintah seperti komunikasi, listridan transportasi yang
melakukan praktek monopoli. Di samping itu, pentatinjuga memberlakukan
kontrol atau pengawasan dan regulasi pada usaha-ssasta serperti pengenaan
tarif bea masuk, lisensi, dan berbagai proteksulkumbelindungi industri dalam
negeri dari persaingan impt¥.

Sejak digulirkannya AFTAASEAN Free Trade Arg¢gada tahun 1992
dan pembentukan APEAgia-Pasific Economic Cooperatiprdi tahun 1989,
berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengjucampur tangannya dalam
perekonomian, dan lebih menyerahkan berbagai kepntekonomi pada pasar

158 Hartono,Mekanisme Ekonomi, hal. 207.

157 bid, hal. 210.
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swasta. Pergeseran tekanan ini tentunya mengurgl@angan kontra di antara
para ekonomi dan politir’

Akan tetapi, sejak era reformasi, berbagai kemutuskonomi lebih
banyak diserahkan kepada pasar swasta dibanding&arerintah. Reformasi
ekonomi tersebut antara lain meliputi:

a. Deregulasi sektor keuangan dan perbankan, penutanfman nontarif,
lisensi impor, serta penetapan nilai tukar rupigamgy mengambang
terkendali (nanaged floating exchange rate

b. Privatisasi di berbagai bidang usaha yang sebelanmmiik pemerintah
seperti Indosat, TVRI, dan sebagainya.

Penjaminan independensi Bank Indonesia sebagaidsaniial.

d. Perubahan undang-undang di bidang ketenagakeriasetagainy&®

Tak hanya di Indonesia, di negara-negara laimvetesi negara-pun bukan
lagi hal yang tabu —meskipun negara tersebut dikeéeagan sejarahnya yang
menganut ekonomi pasar bebas- untuk dilakukan deemperbaiki kegagalan
pasar. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Kudarg satu bulan setelah
menduduki jabatannya, Presiden Barack Obama menmkmsesebuah rencana
stimulus senilai 787 miliar dollar untuk menyelakaat perekonomian Amerika
Serikat pasca resesi global di tahun 2008 lewatingdindang, sebuah paket
anggaran belanja pemerintah dan pemotongan pajagg giamaksudkan untuk
menggairahkan kembali pertumbuhan dan menciptaki@an lapangan kerja di
Amerika Serikat®*

Contoh lain dapat kita lihat di Jepang. SesudaarReDunia Kedua yang
menghancurkan sebagian industri dan permodalanig@ang mengalami salah
satu masa pertumbuhan cepat dan berkesinambunggrpgéiing panjang dalam
sejarah, yakni pulih dalam waktu tiga dasawarsa jaxerkekuatan ekonomi

% bid

199 bid

161 |lan BremmerThe End Of The Free Market: Who Wins The War Betv&tates and
Corporations? (New York: Portofolio, 2010), hal. 50.
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terbesar kedua di dunia. Selama sebagian besar moasBemerintah Jepang
dengan efektif menerapkan kebijakan industri negeri melalui Kementrian
Perdagangan Internasional dan Induskiin{stry of International Trade and
Industry / MIT), yang dibentuk pada 1949 untuk membantu mengkatup
kembali perekonomian yang porak-poranda dan memimabgsis industri yang
baru. Kementrian ini berfungsi sebagai regulatdtabgus pembuat kebijakan
yang membolehkan campur tangan. Lembaga tersebnojalnekerja sama di
antara kartel-kartel industri strategis, penelitidan pengembangan termasuk
merger dan keputusan-keputusan investasi. Lembaga membuat dan
menegakkan standar-standar untuk lingkungan, kesghalan keselamatan.
Lembaga ini juga melindungi perusahaan-perusahapand yang rentan dari
pesaing-pesaing dari luar negeri. Sampai 1980-di] kenjadi pusat sumber
daya powerhousg ekonomi dan politik yang mencetak sebagaian Perda
Menteri Jepang®”

Cerita keberhasilan campur tangan pemerintah giagat kita temukan di
negara-negara Skandinavia —-Swedia, Norwegia, FRdanDenmark, dan
Eslandia. MenurutHuman Development Indetahun 2008 dari PBB yang
memeringkat 179 negara menurut sebuah skor gabupgag meliputi usia
harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kekayaahmkenegara tadi menghiasi
13 peringkat tertinggi dunia. Sejak Perang Duniadiée pejabat-pejabat
Skandinavia telah menerapkan pajak yang terbilanggit dan redistribusi
pendapatan serta menciptakan sistem kesejahtevaiah gang paling ekstensif di
negara-negara industri. Mereka telah menerapkamorwmsru tawar-menawar
upah terpusat dan penyamarataan upah guna memasit@ar pekerja di
perusahaan berbeda dalam sektor yang sama menikmbatan yang setar&>

Terakhir, contoh turut sertanya pemerintah dalamelponomian dapat kita
lihat di Prancis. Sebelum 1940, Prancis memilikkkggnomiaraissez-fairgltanpa
campur tangan pemerintah) yang terfragmentasi agerakkan oleh usaha-usaha

kecil dan menegah milik keluarga serta beberapaassk dalam industri berat.

162 |pid, hal. 52.

163 pid, hal. 53.
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Akan tetapi Perang Dunia Kedua telah menyapu hablisstri Prancis. Setelah
1945, para pembuat kebijakan berusaha merangsatugmbehan perekonomian
dengan membangkitkan kebanggaan nasional bangsaci$raBeberapa
pemerintah yang berturut-turut berkuasa di Pram@aganut kebijakan ekonomi
dirigisme sebuah sistem yang membolehkan negara memakgakaaruhnya
yang kuat (walaupun tidak mengendalikan secaraslamg) atas pembangunan
kembali Prancis pasca peraif.

Negara membentuk sebuah perencanaan perekonoerjpnsdt yang
dirancang oleh sebuah lembaga pemerintah di tingkaat Commissariat au
Plan). Negara mengarahkan merger-merger atau menyedi@santif-insentif
bagi perusahaan-perusahaan swasta yang bersegabteg dengan perusahaan-
perusahaan besar yang didukung oleh pemerintah.arBlegnemandatkan
pemilikan langsung atas transportasi kereta apgpartasi udara, industri
penerbangan, industri pertahanan, industri telekokasi, gas, dan pembangkit
listrik. Negara menggunakan subsidi-subsidi raksagak menciptakan proyek
proyek yang menjadi kebanggaan nasional, termasliuas jaringan besar
pembangkit daya nuklir, jaringan kereta api kila&V, dan pembuat pesawat
penumpang superson@oncorde®®

Krisis keuangan pada 2008 membangkitkan kembdietpa dorongan
dirigiste Prancis, misalnya, dengan mendorong pemerintaindugigi industri
otomotif negara dengan menutup cabang-cabang psodukik Prancis di
negara-negara Uni Eropa lain, kalau perlu, demiindehgi angkatan kerja di
dalam negert®®

Intervensi pemerintah sering kali dapat memperbailerja pasar, namun
dalam beberapa hal campur tangan tersebut malahbuatrkeadaan ekonomi
semakin memburuk. Misalnya kebijakan harga lewaadharga tertinggipfice
ceiling) dan harga dasapfice floor) yang justru akan menyebabkan kekurangan

(shortagey dan kelebihansurplussep di pasar. Masalah lain mungkin timbul

164 1bid
185 pid, hal. 55.
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ketika terdapat tekanan lain yang biasaya poliia dportunistis sifatnya dari
golongan pemburu rente. Untuk menggolkan kepentimga mereka

menggandeng elemen pemerintah dan karenanya jusshwah intervensi

kehilangan tujuan fundamentalnya yaitu untu mencafigiensi secara sosial dan
mengataswi kegagalan pasfr.

Lalu, apa ukuran yang dapat digunakan untuk menakguh mana
intervensi pemerintah diperlukan? Sebagai ukuratervensi dari pemerintah
diperlukan jika alokasi sumber daya menjadi lebiisien dibandingkan tanpa
adanya campur tangan pemerintah. Apabila yang diemaalah sebaliknya,
campur tangan pemerintah tidaklah diperlukan. Sabaguran ada tidaknya
efisiensi ini maka “analisis ongkos dan manfaatiatbqsocial cost benefit

analysig dengan adanya intervensi pemerintah dapat dikkuk

3.2. STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM PERSAINGAN
USAHA
3.2.1. Dasar Keberadadbtate Action Doctrinelalam Hukum Persaingan Usaha
Dalam sebuah diskusi tentang Hukum PersainganaJgalitrust law) di
Amerika Serikat yang melibatkan anggota kongres Bartai Republik Amerika
Serikat yang konservatif, Ron Paul, dan Profesaomnmick T. Armentano dari
Universitas Hartford lahirlah sebuah kesimpulangyarenyatakan bahwa kondisi
pasar yang monopolistik yang bertendensi untuk niklan hambatan persaingan
yang tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup l&eraya dapat tercapai ketika
monopoli tersebut memiliki unsur intervensi damjam 6tate monopoly*°®
Pendapat ini lahir dengan basis pemikiran Mazhalbago dalam Hukum
Persaingan Usaha. Adanya mazhab ini berkenaan mleadanya distingsi
pemikiran antara dua mazhab dalam menguraikan fbagai hukum persaingan
mendorong efisiensi pasar. Pertama, adalah Mazhaaktl. Mazhab ini dikenal

dengan pendekatastructure, conduct, performanc@endekatan ini melakukan

167 Clifford Winston, Governenent Failure Versus Market Failure: Microaomics
Policy Research and Government Performan@¥ashington: AEI-Brookings Joint Center For
Regulatory Studies, 2006), hal. 8.

188 Diskusi antara Paul dan Armentano yang disiarkiasathh satu siaran televisi di
Amerika Serikat tadi dapat dilihat ditp://www.youtube.com/watch?v=8C4gRRk2i-M
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evaluasi dengan melihat pada jumlah pelaku pasarkdenudahan masuk dan
keluar pasar (struktur), melihat kebijakan harga titedakan monopolis (perilaku)
dan pada kemampuan efisiensi dan teknologi yangindigan untuk selalu
mendorong inovasi (kinerja>

Terdapat pula Mazhab Chicago yang memfokuskan gragahnya pada
price theorydan menyatakan bahwa pada dasarnya pasar akarjabs&eara
otomatis dengan efisien. George Stigler, salah Satgana dalam aliran ini,
menilai bahwa sebenarnya tidak ada hambatan untakuknpasar kecuali
disebabkan karena faktor harga semata. Sehingdalagardapat konsentrasi
tinggi pada pasar, maka sebenarnya hal itu merupedféeksi dari kemampuan
economies of scalg@ng ditunjukkan pelaku usaha taff.

Pokok perbedaan utama dari kedua mazhab tersdalathakapa regulasi
pemerintah diperlukan. Misalnya dalam keadaan maoing@ng timbul bukan
karena perilaku pelaku usaha yang efisien maka panganut Mazhab Chicago
mengatakan bahwa hal ini tidak akan berlangsun@ leanena mekanisme pasar
akan menyesuaikan, mengatur serta beradaptasi riesegalirinya. Sebaliknya
penganut Mazhab Harvard menganggap bahwa hal patdaerlangsung lama,
sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah meledgulasi untuk
memperbaikinya. Demikian juga bila terdapat pelgkasar yang menjadi
monopolis karena keunggulan dan kemampuannya ur@uisaha secara efisien,
maka penganut Mazhab Chicago menyarankan untuk msmbnya karena
kondisi itu didapat oleh keunggulan mereka, senmartéazhab Harvard menilai
bahwa pemerintah lewat otoritas Hukum Persaingaahélsya harus selalu
menduga bahwa ada kemungkinan penggunaan cardegabhdalam mencapai
tujuan tersebut’

Para Sarjana yang berbasiskan Mazhab Chicago @asarnya tidak
menganggap monopoli yang dilakukan pelaku usahagsebsesuatu yang

berbahaya karena akan selalu mendapatkan saingapetiku usaha yang akan

189 Burgess JrThe Economic of Regulation and Antitrusal. 29.
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menyaingi harga sang monopolis yang bertendenskuipatok tinggi. Sehingga
para pendukung Mazhab Chicago, seperti Ron Pauhdaentano, menganggap
satu-satunya kemungkinan monopoli akan begitu sultuk ditandingi adalah
ketika terdapat kondisi monopoli yang berdasarkatervensi negara seperti
adanya regulasi sektoral di bidang terterfu.

Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri mendeiltais hambatan
perdaganganp(blic restrain} sebagai situasi di mana perusahaan memperoleh
posisinya sebagai monopolis dari pertumbuhan bigaigy didapat dari produk
yang superior, kejelian bisnis, maupun “kecelaks@jarah”. Namun, hambatan
perdangan mungkin juga muncul dengan adanya peaciphambatan yang
diberikan oleh pemerintah untuk mereduksi kompettambatan perdagangan
yang diciptakan oleh pemerintah mungkin saja meikéer dampak negatif
terutama kepada konsumen karena seringkali konsuragrs membayar biaya
proteksi lewat penetapan pajak yang tinggi dan/atga untuk melanggengkan
hambatan perdagangan tati.

Terdapat dua efek negatif lain yang mungkin dierioleh konsumen atas
hambatan perdagangan yang diciptakan oleh pemeriRertama, sektor indutri
yang memiliki imunitas dari hukum persaingan ddpatindak antikompetitif di
sektornya, di mana dia dapat membatagput menolak melakukan perjanjian
apa pun dengan kompetitor, dan menaikkan hargaatadanya konsekuensi dari
penegakan hukum persaingan usaha. Kedua, mungkiralsan tercipta subsidi-
silang antara keuntungan yang didapat dari seldng yliregulasi yang diberikan
kepada sektor yang tidak diregulasi. Ketiga, mimgkla muncul pemburu rente
(rent seekingdari lahirnya kelompok kepentingaimterest group tertentu yang
mendapatkan keuntungan dari pemerintah. Keempatnhgkiu pula lahir
kelompok kepentingan barundw interest group yang “menempel’ pada
kelompok kepentingan yang mendapatkan keuntungami dembatan

perdagangan yang diciptakan oleh pemerintZh.

172 | pid

173 D.Daniel Sokol, “Limiting Anticompetitive Governme Interventions That Benefit
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Salah satu dampak yang unik dari adanya hambatedagangan yang
didapat dari pemerintah adalah kemungkinan teryadgubsidi dalam satu sektor
antara sektor yang diregulasegulated markgtdi mana terdapat kondisi pasar
monopolistik yang didapat dari pemerintah ke pagang tak diregulasi
(unregulated markgtdi mana seharusnya terdapat kondisi pasar yanmgpéutif
di dalamnya. Contoh dampak ini dapat kita lihaadakasusChunghwa Telecom
di Taiwan (Cina Taipei). Pada tahun 19@&unghwa TelecomBadan Usaha
Milik Negara (BUMN) di Taiwan, memperkenalkan laganyang memungkinkan
pengguna jasa telekonomunikasi memiliki layanarcemail,call management
dan informasi-informasi tambahan lain seperti kapashubungan telepon yang
terintegrasi di telepon rumahfixed telephone Di waktu yang bersamaan,
Chunghwa Teleconuga menyediakan layanan lain di bidang teleponlese
(mobile telepohneyang kondisi pasarnya tidak diregulasi dan komtipelt mana
Chunghwa Telecotmerkompetisi dengan perusahaan telepon seluleryiaiti®

Chunghwa Telecorterbukti menjadi perusahaan yang terdepan di bisnis
telepon seluler karena bisa menyediakan harga yahgg murah di layanan
telepon seluler. Setelah diteliti, ternyata hasédiut merupakan hasil dari subusidi
silang yang mereka lakukan dari keuntungan padapde rumah, di mana
terdapat regulasi pemerintah, ke sektor telepomleselChunghwa Telecom
terbukti telah menaikkan tarif telepon 900% dan sdiat yang bersamaan
menurunkan tarif telepon seluler sebesar 45%.

Negara gtate sangatlah potensial menjadi “teman baik” dari opolis
atau calon monopolis. Negara dapat menegakkan damaksakan adanya
hambatan masuk di dalam pasar. Negara juga dapatbuat legislasi yang
menghambat kemampuan dari pesaing dalam berkoinpatisdapatkannput
yang krusial dalam proses produksi. Kasus-kasusidiing Hukum Persaingan
Usaha éntitrus) di Amerika Serikat memberikan contoh bagaimamalpiswasta

mendapatkan sokongan atau berusaha untuk disokdely megara dalam

174 bid, hal. 124.
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mendukung skema anti persaingannya. Dengan katatédiapor ¢efendants
dalam peradilan Hukum Persaingan Usaha berusalit omglakukan justifikasi
bahwa perilaku mereka mendapatkan otorasi dariraegi@u pemerintah yang
mana dalam konteks Hukum Persaingan Usaha di Ame8&rikat otorasi
tersebut berasal dari negara bagiatat§ atau pemerintahan federdkederal
government'’’

Putusan pertama dari Mahkamah Agung Amerika Seyiag melibatkan
klaim adanya sokongan negara dalam mendukung sketh@ersaingan adalah
kasusUnited States v. Trans-Missourl66 U.S. 290 (1897). Dalam kasus ini,
asosiasi perusahaan pengelola lintasan keretaTguis-Missouri mengklaim
bahwa secara implisiinterstate Commerce Commissifiomisi Perdagangan
Antar Negara Bagian) memperbolehkan adanya birggienan tingkat harga dan
hal tersebut menjadi justifikasi untuk mengecualikpenetapan harga dari
ketentuan Sherman Act Mahkamah Agung menolak klainfrans-Missouri
tersebut karena menurut pengakuan komisi, merekayahamengotorasi
pembentuka asosiasi namun tidak secara eksplisihgehgarkan produk
pengaturan yang memperbolehkan adanya penetapga lesrat penentuan tarif
bersama antara perusahaan pengelolaan pengetakalirkereta agi’®

Hal senada juga dapat ditemukan dalam kasoised States v. Socony
Vacuum Oil Co.310 U.S. 150, 172 (1940)imana terlapor yang dalam hal ini
adalahSoconymenyatakan bahwa praktek penetapan harga yangukidakoleh
beberapa perusahaan penyulingan minyak sudah metkeap otorasi oleh
Industrial Recovery AdministrationPengadilan memberikan respon terhadap
argumentasiSoconydengan menilai bahwilndustrial Recovery Administration
yang merupakan lembaga pemerintahan di tingkatrdédiglak secara eksplisit
memberikan delegasi kepa@aconyuntuk melakukan tindakan penetapan harga
lewat produk regulasi yang mereka keluarkan.

17 Keith N. Hylton, Antitrust Law: Economic Theory & Common Law Evalnti
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 3&2.

178 |pid, hal. 353.

7 |bid
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Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya dapat @isigblk secara setara
terhadap semua kegiatan yang anti persaingan, diakukan oleh perusahaan
maupun pihak perorangan tanpa terkecuali. Seirgrguirnya waktu, lahirnya
regulasi tertentu, adanya yurisdiksi bertindak @daen administratif pemerintah,
dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya telahcipeakan adanya beberapa
pengecualian terhadap tindakan tertentu dari pdaegadi bidang Hukum
Persaingan Usaha. Pengecualian tersebut berkembangan munculnya
pemikiran bahwa Hukum Persaingan Usaha yang mempiran untuk
melakukan regulasi terhadap pasar harus sejalagadekebijakan lain di luar
hukum persaingan yang juga bertujuan untuk melaku&gulasi terhadap pasar.
Seperti regulasi tertentu yang bertujuan untuk ratasj eksternalitd®’

Di Amerika Serikat dikenal apa yang dinamakstate Action Doctrine
sebagai justifikasi adanya pengecualian terhadagakian yang anti persaingan
dari ketentuan-ketentuan Hukum Persaingan Usahatr(ist laws di Amerika
Serikat.State Action Doctringgang lahir dalam rezim Hukum Persaingan Usaha
di Amerika Serikat pada dasarnya bersifat distfragri rezim Hukum Persaingan
Usaha di negara-negara lain karena doktrin ini dsakan sistem pemerintahan
federal di Amerika Serikat di mana lima puluh negaegara bagiansiates
lainnya memiliki kedaulatan residualState” dalam konteks ini harus dibedakan
dengan konsepation seperti yang terdapat di negara kesatuan sepednésia.
“State” dalam hal ini berarti adalah misalnyilew York State”atau “Negara
Bagian New York”.The Local Government Antitrust Act of 198%njelaskan
keberlakuan ketentuan ini sebagai kewajaran baggamae bagian dan
pemerintahan lokal yang lebih kecil untuk membafssisaingan usaha secara
umum dan melibatkan alasan perlindungan atau psiotelsme dalam tingkat
lokal. '

Di masa lampau, tepatnya sebelum berlaku efektifikpnstitusi di
Amerika Serikat pada tahun 1789, Amerika Serikatngeaal apa yang

180 Schwartz, “...State Action Doctrine In The Deregat! Electric...,” hal1455.

181 yee Wah Chin, “Administrative Monopoly: The Staetion Doctrine under U.S.
Antitrust Law”, hal. 1, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract62it067 , diunduh
pada 2 Mei 2011 ,pukul 10:35 WIB
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dinamakan Articles of Confederation Di masa keberlakuanArticles of
Confederation segala bentuk proteksionisme di tingkat lokahd@ap terlarang
karena tidak sesuai dengan tujuan untuk melakuksggrasi ekonomi antara
negara bagian. Faktanya, justru setelah keberlaBbharman Acpada tahun 1890
—lah mulai terdapat pandangan yang kompromistisati&p proteksionisme di
tingkat lokal*®?

Mulai lahirnya pandangan yang kompromistis terppadadanya
proteksionisme di tingkat lokal di Amerika Serikdimulai dengan adanya
konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. KouastitAmerika Serikat sendiri
mulai efektif justru dengan berlakunya dokuniah of Rightssebagai dasar hak-
hak warga negara yang diakui oleh pemerintah. Dalakumen ini, dikenal apa
yang dinamakan Amandemen Kesepulllenth Amendmeniang menyatakan:
“The powers not delegated to the United Statesdygtnstitution nor prohibited
by it to the states, are reserved to the statesaesvely, or to the people”

Dalam prakteknya, aspek fundamental dari konstRuserika Serikat tadi
juga berlaku dalam penegakan Hukum Persaingan Usabangan
mempertimbangkan konstitusi di Amerika Serikat tagfrlihat jelas bahwa
federalisme Amerika Serikat pada intinya adalahgkaran dari negara-negara
bagian yang memiliki kedaulatan sehingga proteksioa lokal termasuk
terhadap kegiatan perekonomian mendapatkan janpumiandengan adanygenth
Amendmendi dalamBill of Right*&?

3.2.2. Identifikasi PenggunaaBtate Action Doctrin@lalam Hukum Persaingan

Usaha

Eksistensi State Action Doctrinebermula ketika Mahkamah Agung
Amerika Serikat memutus kasudarker v. Brown 317 U.S. 341, 351 (1943).
Dalam kasus ini, sebuah perusahaan produsen dgepsd@n komoditas kismis
menggugat program pemasaran yang didasari dan ldimeptasikan di bawah
hukum negara bagian California dengan menyatakaggteran tersebut terbukti

merugikan mereka dan bertentangan derfgla@rman ActDi masa itu, hampir

182 |bid

183bid, hal. 2.
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seluruh kismis yang dikonsumsi di Amerika Serilkegitu juga dengan setengah
dari komoditas di seluruh dunia, mengambil tempatgmaman dan produksi di
California. Sebuah komisi perdagangan di Califort@ah menciptakan sistem
yang meregulasbutput produksi dan pemasaran dari kismis yang dianggap
banyak petani dan produsen kismis telah menyebal@danya oversupply
komoditas kismis sehingga menyebabkan turunnyaahsegara dramati$?

Sebuah komisi perdagangan dibentuk bersamaan mekgaite yang
menjadi perwakilan dari pelaku usaha penyedia kdat@®dkismis di tingkat
produksi yang berbeda. Sebuah skema regulasi gph@@tdagangan kismis akan
berlaku secara efektif setelah didahului adanyaalependapatp(iblic hearing$
dan komentar dari setiap pelaku usaha yang tergalolalam komisi dagang
tersebut. Sistem ini memberlakukan adanya kuotartr yang harus terpenuhi
dalam tingkatan tertentu kualitas kismis (standahstandar, dan rendah) dan
diharuskannya produsen yang tergabung dalam kamisik mendapatkan izin
sebelum menjual kismi§> Dengan kata lain, keberadaan komisi perdagangan di
California tersebut mengotorasi, dalam kapasitassgtaagai agen pemerintah,
adanya pembatasan kompetisi di antara pelaku udahamenahan harga di
tingkat tertentu dalam distribusi komoditas kisniimlam regulasi yang dikenal
dengan namé&California Prorate Acttersebut, tindakan yang membangkang
terhadap kebijakan pemasaran yang ditetapkan aemempntah tersebut dapat
dipidana. Brown yang dalam kasus ini digugat oldtarker selaku Director
Agriculture karena tidak mengindahka@alifornia Prorate Act menyatakan
bahwa mereka menolak menjalankan regulasi yangs-jelas bertentangan
denganSherman Actdan berargumentasi bahwa keberadaan regulasi térseb
justru merugikan mereka karena mencegah pemenutiatnak mereka kepada
penyalur yang mana kontrak tersebut telah berlakiektie sebelum
dikeluarkannyaCalifornia Prorate Act®°

184 |bid, hal. 3.
185 |bid

18 Ross Principle of Antitrust Lawhal. 497.
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Dalam pandangannya, Mahkamah Agung menilai bahwgulasi
perdagangan yang dilakukan komisi tadi hanya akafamggarSherman Act
apabila ia terbukti diorganisir dan menjadi efektifirni dengan adanya kontrak,
konspirasi pihak swasta, baik individual atau kogsa Dalam kesimpulannya,

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan:

The state in adopting and enforcing the prorategpam made no contract
or agreement and entered into no conspiracy irragst of trade or to
establish monopoly but, as sovereign, imposeddsiaint of trade or to
establish monopoly but, as sovereign, imposeddkiaint as an act of
government which the Sherman Act did not undetimieohibit.*®’

Mahkamah Agung berpendapat bahwa maksud dari &eaan State
Action Doctrinebukanlah untuk memberikan imunitas kepada pelaiana untuk
melanggarSherman ActAtau dengan kata lain, seperti dal&arker v. Brown
sebuah pengecualian dari hukum persaingan usahla kiebal dari penegakan
hukum di bidang persaingan selama terdapat porsy yebih besar dari pelaku
usaha untuk menentukan sebuah kebijakan. Dalamgakken sebuah kebijakan
tertentu yang memiliki aroma adanya pengecualiatatian tertentu dari Hukum
Persaingan Usaha porsi negara haruslah lebih besar.

Dalam kasus ini, juga dipertimbangkan apakah delnegulasi yang
memperhatikan lokalitas di tingkat negara bagiaranakberdampak pada
perdagangan antar negara bagiamtefstate commergde Untuk tetap
mengedepankan tetap diperhatikannya konsep fesiaealidi tingkat nasional
dalam menilai apakah kebijakan di tingkat negamidratersebut tidak berekses
negatif terhadap perdagangan antar negara bagi&a palu diperhatikan pula
apakah kebijakan pemasaran di California terselmsuas dengan kerangka
kebijakan di tingkat federal. Dalam kasus ini, kakan pemasaran tersebut dinilai
sejalan dengan kebijakan di tingkat federal yangtapkan olehSecretary of
Agriculture untuk melakukan stabilisasi komoditas pertaniamésuk komoditas

187 Schwartz, “...State Action Doctrine In The Deredetl Electric...,” hall458.
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kismis di negara bagian sehingga regulasi di Qalifodapat juga ditafsirkan
sebagai delegasi dari regulasi di tingkat fed€¥al.

Imunitas terhadap penegakan hukum persaingan beatiasarkan adanya
pengecualian yang diberikan oleh negara oleh pemaéri—dalam konteks
Amerika Serikat diberikan oleh pemerintah negargidraatau yang berwenang
memberikannya- lahir dari sebuah pandangan Mahkaftaing yang menilai
bahwa kongres ,dalam melahirka8herman Agct tidak bermaksud untuk
menghalang-halangi atau melarang sama sekali pet@enmengintervensi pasar
yang berimplikasi pada pembatasan persaingan dindphsar. Permasalahannya
adalah, Mahkamah Agung semenjak kaBasker v. Browndi tahun 1943 terus
berusaha untuk menemukan paramter yang tepat dalanentukan apakah
tindakan tertentu bisa mendapatkan justifikasi kilikecualikan oleh penegakan
Hukum Persaingan Usaha dengan ad&tgse Action Doctrine

Selepas kasu®arker v. Brown banyak pandangan teoritisi Hukum
Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa imunitaganléieberlakuarstate
Action Doctrinetidak dapat diaplikasikan kecuali (1) pihak swagtag bertindak
menghambat persaingan tersebut diharuskan melakiikdakan tersebut oleh
pemerintah; (2) negara atau negara bagssaid sendiri yang menjadi tergugat
atau terlapor defendant di pengadilan; (3) imunitas yang demikian dipkan
apabila dapat dibuktikan bahwa imunitas tersebuhamg benar-benar diperlukan
demi berjalan efektifnya sebuah regulasi di tinglaktal atau negara bagian

maupun di tingkat nasional atau fedéfal.

'8 Bunyi asli dari putusan Mahkamah Agung Amerikail@gr tersebut adalah:Ir
comparing the relative weights of the conflictingcdl and national interests involved it is
significant that Congress, by its agricultural legition, has recognized the distressed condition of
much of the agricultural production of the Unitedates, and has authorized marketing
procedures, substantially like the California prégaprogram, for stabilizing the marketing of
agricultural products. Acting under this legislatidhe Secretary of Agriculture has established a
large number of market stabilization programs fgriaultural commodities moving in interstate
commerce in various parts of the country, includéeyen affecting California crops. All involved
attempts in one way or another to prevent over-pobidn of agricultural products and excessive
competition in marketing them, with price stabiliaa as the ultimate objective. Most if not all
had a like effect in restricting shipments and irags or maintaining prices of agricultural
commodities moving in interstate commérce817 U.S. 341 - Parker v. Brown diunduh dari
http://openjurist.org/317/us/341/parker-v-broypada 2 Mei 2011 pukul 14 : 40 WIB
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Pada tahun 1980 lahirlah apa yang dinamakBacal Testatau two-
pronged testsebagai parameter mutlak yang harus selalu difialm memutus
kasus Hukum Persaingan Usaha yang berhubungan rdengayaState Action
Doctrine, yaitu: (1) supervisi yang aktif dan (2) tujuan yajetps dari negara
untuk mengecualikan kegiatan tertentu dari hukunsgiegan usaha. Keharusan
untuk adanyaMidcal Testmuncul dalam kasu&alifornia Retail Liquor Dealers
v. Midcal Alumunium445 U.S. 97, 105 (19865°

Dalam California Retail Liquor Dealers v. Midcal Alumum undang-
undang di California mengharuskan produsen danupéngrosir anggur
menetapkan harga jual kembali dan penjadwalanngsale prices and resale
price schedulds bersama-sama dengan pemerintah. Penjual grosgak t
diperbolehkan untuk menjual harga jual kembaliudirltingkat harga dan jadwal
yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan perheatada mereka diancam
pencabutan izin usahMidcal sebuah perusahaan yang menjual anggur secara
grosiran diduga tidak menjalankan kebijakan peajudiarga jual kembali dan
penjadwalan tadi.. Pada bulan Juli 19T&partment of Alcoholic Beverage
Control menilai Midcal sudah menjual tidak sesuai dengan ketentuan hamga d
penjadwalan yang ditetapkan sehingga izin usahtangacam dicabuCalifornia
Liguor Dealersyang mana adalah asosiasi distributor anggur yabgntiik
dengan regulasi dari negara bagian di Californianyawkan tindakarMidcal
tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebijakatgpam harga jual kembali dan
penjadwalan penjualan anggur di Califorria.

Pertama, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatdia@mva dalam
menilai kasus ini perlu diperhatikan apakah menmsargph ada sebuah kebijakan

yang artikulatif dari negara bagiarcldarly articulated state poligy untuk

189 Merrick B. Garland, “Antitrust and State Action:c&omic Efficiency and The
Political ProcessThe Yale Law Journal Company, Invol. 96, No. 3, (1987), hal. 488.

19 Hylton, Antitrust Law: Economic Theory., hal. 353.

191445 U.S. 97 - California Retail Liquor Dealers ésition v. Midcal Aluminum Inc,
diunduh dari http://openjurist.org/445/us/97/california-retdaduior-dealers-association-v-midcal-
aluminume-inc, pada 2 Mei 2011 pukul 14: 30 WIB.
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mengecualikan kegiatan tertentu dari hukum persaingaha. Kedua, perlu juga
diperhatikan apakah kebijakan tadi benar-benar meeofgh supervisi yang
(active supervisiondari pemerintah negara bagian yang bersangkiRafam
kasus ini, Mahkamah Agung menilai syarat adanyaisig yang aktif tidaklah

terpenuhi, dengan argumentasi:

The State simply authorizes price setting and eeforthe prices
established by private parties. The State neitestablish prices nor
reviews the reasonableness of the price schedatgsioes it regulate the
term of fair trade contracts. The State does nohitor market conditions
or engage in any “pointed reexamination” of theogram.**2

Hal ini berkenaan dengan argumentdgilcal dalam pembelaannya yang
menyatakan bahwa meskipun terdapat kebijakan petaBridalam hal ini,
mereka menilai jika pada dasarn@alifornia Liquor Dealersadalah bentukan
dari para pelaku usaha demi kepentingan ekonomdaya dalam prakteknya,
tidak ada kontrol atau pemeriksaan ulang terhaddpjdkan tersebut sehingga
bertendensi untuk menciderai Hukum Persaingan Usddragan intervensi
pemerintah yang sebenarnya tidak perlu.

Dalam kasus ini, meskipun undang-undang di Califomemungkinkan
adanya penetapan harga jual kembali, tapi tidalaraespesifik menetapkan
berapa harga jual kembali yang dimungkinkan tersebwpervisi yang aktif tidak
terpenuhi karena tidak terdapat penentuan beraggm h@ng masuk akal untuk
diterapkan. Kurangnya supervisi yang aktif tersdiitendensi untuk membuat
harga jual kembali ditetapkan secara tidak sewggaoteh pelaku usaha.

Dalam beberapa situasi, dimana terdapat perusajaayn mendapatkan
kewenangan untuk memonopoli dari negarstatt monopoly kebijakan
pemerintah memang benar-benar terartikulasi dalenatyran tertulis. Dalam
kasus lain, di mana terdapperusaahan swasta yang misalnya mendapatkan

192 Bunyi asli dari pembelaaMidcal tersebut adalatiin the price maintenance program
before us, the state plays no role whatever irirgethe retail prices. The prices are established
by the producers according to their own economieriests, without regard to any actual or
potential anticompetitive effect; the state's risleestricted to enforcing the prices specifiecthy
producers. There is no control or 'pointed re-exaation,' by the state to insure that the policies
of the Sherman Act are not 'unnecessarily subotdifido state policy.21 Cal.3d, at 445, 146
Cal.Rptr., at 595, 579 P.2d, at 486., diunduh Hiadi.
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kewenangan menerapkan tarif yang diperbolehkan pksherintah, kebijakan
pemerintah sering kali tidak terartikulasi dengaslag. Maka diperlukan
kemampuan dari hakim untuk melihat apakah tindatatentu yang disebut
memperoleh imunitas berdasark&bate Action Doctringersebut benar-benar
mengartikulasikan kebijakan pemerintah di manarddtasus di Amerika Serikat
perlu dilihat lagi apakah aturan dari negara bagmeemang sudah sesuai dengan
aturan di tingkat federal, misalnya undang-undautgpfal 3

Untuk membantu hakim dalam memutus kasus Hukureaigyan Usaha
yang terdapat keberadaa&tate Action Doctrinedi dalamnya,Midcal Test
melahirkan pendekatan yang menyatakan bahwa sdimdgdkan tertentu yang
dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha haruduselendapatkan supervisi
dari negara untuk menilai apakah kondisi perekoaonyang ada masih relevan
sebagai alasan diterapkannya pengecualian tadpaladanya supervisi akan
membuat penerapatate Action Doctrinetak lebih dari metode ekonomi
komando SovietSoviet style “command and contrd***

Setelah lahirnyaMidcal Testtadi, pembelaan berdasark&tate Action
Doctrine seolah mendapatkan ekstensifikasi atau perluasarafgean dari
Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sebelum secaralisksmelahirkanMidcal
Test Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperluasafsiran State
Action Doctrinedalam kasu€antor v. Detroit Edison Co0482 U.S. 579 (1976).
Dalam Cantor v. Detroit Edison Co.,Mahkamah Agung, pertama-tama
menyatakan bahw@&tate Action Doctringlapat juga diterapkan dalam tindakan
yang dilakukan oleh pihak swasta (privat). Dalansusa ini Detroit Edison
Company sebuah perusahaan penyedia energi listrik, meeitdisikan lampu
neon secara gratis ke konsumennya. Biaya dari lamepn tadi turut disertakan
ke dalam tarif listrik yang dibayar konsumen. Tdmstrik tadi termasuk biaya
untuk program lampu neon telah diizinkan oleh Koniglayanan Publik di

193 Stephen C. Sherill, “Parker v. Brown Revisted: TBiate Action Doctrine after
“Goldfarb”, “Cantor”, and “Bates"Columbia Law Reviewol. 77, No. 6, (197) hal. 904.

194 Hylton, Antitrust Law: Economic Theory., hal. 372.
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Michigan, yang secara keseluruhan meregulasi bisri listrik di negara
bagian®®®

Dengan alasan iniDetroit Edison berkilah bahwa mereka hanya
mengikuti arahan dari Komisi. Pelap@antor, mengklaimDetroit Edisontelah
melakukan subsidi adanya keuntungan dari reguiasektor yang pada dasarnya
terdapat persaingan di dalamnya yaitu sektor p&ampuampu neon. Dalam kasus
ini, Mahkamah Agung, AS, menyatakan bahwa tidakkdil menyatakan
perusahaan melanggar hukum federal ketika yangkada&ukan pada dasarnya
hanya mematuhi hukum negara bagian. Kedua, kornigl@s dapat memaksakan
dilaksanakannya hukum federal ketika hukum negagian telah mengatur
secara berbeda. Namun, dalam kasus ini pembelaaladaekanstate action
doctrinetidak diterima dengan alasan (1) Penyertaan a#gs lampu neon lebih
merupakan strategi bisnis ketimbang regulasi pertarikarena yang diregulasi
hanya penerapan tarif; (2) Keputusan untuk melakuking lampu neon ke
dalam penyediaan jasa energi listrik tadi tidak efleksikan skema kebijakan
pemerintah di bidang ketenagalistrikan dan kareaangnya memiliki sedikit
importansi terhadap kerangka regulasi pemerititah.

3.2.3. Capture TheorylalamState Action Doctrine

Signifikansi supervisi aktif dari keberlaku&tate Action Doctrinedapat
dilihat dari tujuan dasar imunitas dari penegakamkiiin Persaingan Usaha
berdasarkan regulasi yang diberikan kepada tindaleatentu yaitu untuk

19 Schwartz, “...State Action Doctrine In The Deregat! Electric...,” hal. 1478,

1% |pid, hal. 1484; Adapun pendapat asli dari Mahkamah Acaatgjah:(a) The State's
participation in the decision to have a light budlschange program is not so dominant that it is
unfair to hold a private party responsible for éenduct in implementing the decision, but rather
the respondent's participation in the decisionuffisiently significant to require that its conduct
like comparable conduct by unregulated businessesform to applicable federal law; (b)
Michigan's regulation of respondent's distributiohelectricity poses no necessary conflict with a
federal requirement that respondent's activities@mpetitive markets satisfy antitrust standards.
Merely because certain conduct may be subjectte segulation and to the federal antitrust laws
does not necessarily mean that it must satisfy nsistent standards, but, even assuming
inconsistency, this would not mean that the fediertarest must inevitably be subordinated to the
State's; moreover, even assuming that Congresadatithtend the antitrust laws to apply to areas
of the economy primarily regulated by a State,ghforcement of the antitrust laws would not be
foreclosed in an essentially unregulated area saglthe electric light bulb markeRiunduh dari
http://supreme.justia.com/us/428/57®ada 5 Mei 2011 pukul 09:38 WIB

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH UI, 2011



90

mengatasi kegagalan pasar dan melindungi kepentipgaekonomian publik.
Karena itu, sebuah supervisi aktif dari pemerirdapat memberikan perbedaan
dari tindakan yang murni demi kelangsungan usatitasswasta®’

Dalam tulisannya, Steve Semeraro menyatakan babwaasalahan yang
kerap hadir dalam melihat pendekatatate Action Doctrineadalah bagaimana
membedakan bahwa sebuah tindakan memang benar+benaliki spirit untuk
kepentingan masyarakat luas sematablic-spirited governmental behav)odan
tindakan tertentu yang murni bermotif bisnis datulirkepentingan sendirsé€lf-
interested business behaviotUntuk mengukurnya, Semeraro tetap berpegang
pada syarat utama dari peneraf@ate Action Doctring/aitu adanya artikulasi
yang jelas untuk mengecualikan tindakan tertentumiEsaingan dengan adanya
regulasi dan adanya supervisi aktif dalam situasapyang diregulasi tadt®

Sangatlah penting untuk melihat apakah tindakangydikecualikan
dengan regulasi atau aturan tertentu tadi meniujkian yang jelas dan dari awal
dapat diukur apa maksudnya adanya aturan tadfo(eseeable result of a
particular statut¢. Secara lebih spesifik, dalam memenuhi syaratnyala
artikulasi yang jelas dari peraturan tertentu ydagat dipertanggungjawabkan
bahwa kepentingan masyarakat umum akan terakomeeasira baik apabila
tindakan tertentu dikecualikan dengan adanya pewattadi. Selain itu, elemen
pemerintah juga harus secara aktif melakukan sigiemtuk memastikan bahwa
tindakan tersebut dari waktu ke waktu adalah pewgmptahan dari kebijakan
negara dan bukannya semata-mata demi kepentingsms bsemata yang
dimungkinkan merugikan masyarakat umum sehinggé leaik apabila adanya
persaingan ketimbang pengecualtah.

Bagi para penganjur adanya sentuhan revisioniemmadap keberlakuan

State Action Doctrinedalam Hukum Persaingan Usaha, ada®yate Action

197 Elizabeth Trujillo, “State Action Antitrust Exeriph Collides With Deregulation:
Rehabilitating The Foreseeability Doctrin€ordham Journal of Corporate Financial Lawpl.
11, No. 2, (2006), hal. 352.

19 Steve Semeraro, “Demistifying Antitrust State AatiDoctrine”,Harvard Journal of
Law & Public Policy Vol. 24, No. 203, (2000), hal. 207.

¥9bid, hal. 212.
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Doctrine semenjak kasu®arker v. Brownharuslah selalu dipandang secara
skeptis terutama dalam memandang nilai dari kelb@radregulasi tertentu.
Munculnya pembelaan terhadap regulasi di dalamkpamnian Amerika Serikat
yang teramat pro-pasar sehingga menjadi justifikasirnya State Action
Doctrine adalah hasil dari kebijakadew Deal-yang akan dijelaskan lebih lanjut
di bab selanjutnygpasca resesi ekonomi di Amerika Serifat.

KebijakanNew Dealyang lahir di periode pertama pemerintahan Presiden
Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1930-an mé&mpasalah satu usaha
merestruktuisasi perekonomian Amerika Serikat sslePepresi AkbarGreat
Depression yang menghantam perekonomian Amerika Serikatbdamula dari
jatuhnya harga-harga saham/all Streeppada medio 1928°*

Salah satu kebijakan yang sering dianggap konts@lesaat itu adalah
munculnya banyak intervensi dari pemerintah terpadasar. Paket kebijakan
New Deal antara lain adalah lahirny&ocial Security Actdan Fair Labor
Standards Act of 1938ntuk mengatasi tingginya tingkat pengangguranaser
Farm Security Administratiomlan Agricultural Adjustment Act of 1938ebagai
regulasi di bidang pertanian untuk menyelamatkasiskipangan di Amerika
Serikat**”

Para penganjur revisionisme berpendapat bahwa egsnsperihal
kepentingan publik sudah sangat sulit untuk dip@mn&an tanpa skeptisisme yang
melekat padanya. Beberapa regulasi dari pemerigtaig bertujuan untuk
memperbaiki kegagalan pasar justru melahirkan sreefsi baru padahal tujuan
dari dibuatnya regulasi pemerintah tersebut adatebhk memperbaiki pasar yang
dianggap gagal. Barangkali yang lebih penting,apatl gerakan intelektual yang
selalu curiga apakah sebuah regulasi benar-benduojuz untuk melayani
kepentingan masyarakat, karena mungkin saja tel@apat kepentingan privat
yang telah “menawan” cGpturedJ pembuat regulasi, atau telah mengontrol

0 Garland, “...State Action: Economic Efficiency, Hal. 489.

1 David M. KennedyFreedom From Fear: The American people in Depressiod
War, 1929-1945(Cambridge: Oxford University Press, 1999), B&K.

202|hid, hal. 365.
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mereka dari awal sebagai hasil adanya lobi yanddsdr terhadap entitas
pemerintah yang membuat regulasi tadi. Implikasirkebijakan lewat regulasi
dilihat tidak sebagai sebuah usaha untuk memperlk@igagalan pasar, tapi
nyata-nyata sebagai usaha yang jelas untuk mekaipt&euntungan bagi
kepentingan tertentu secara politis. Banyak terdamasi yang lahir dalam
mendefinisikan teori kepentingan tertentu tadi. aBalatunya adalah yang
dinamakarCapture Theorypleh Profesor John Wile§®

Salah satu contoh kasus untuk melihat aplikasi @apture Theory
tersebut dapat kita temukan dal&lew Motor Vehicle Board v. Orrin W. Fox Co.,
439 U.S. 96 (1978)The California Automobile Franchise Asebagai undang-
undang di negara bagian California mengharuskanspbaan mobil yang ingin
membuka usahanya di California untuk mendapatkan dari California New
Motor Vehicle Boargebelum membukdealerdi sana. Undang-undang tadi juga
memungkinkardealer-dealemobil lain yang terlebih dahulu eksis di sana untuk
menyatakan proses terhadap permohonan izin ydakuian oleh calomealer
mobil. California New Motor Vehicle Boargang melakukarhearing terhadap
protes tadi akan menentukan apakah masih relevauk umemberikan izin atau
tidak 2%

Orrin W. Fox Co.yang merupakan pemohon izin membukealer di
California merasa dihambat perizinannya setelah etagta dealer mobil
melakukan protes kepadzalifornia New Motor Vehicle Boardan berimplikasi
ditundanya penerbitan izin usal@rrin W. Fox Co.menggugat keberlakudrhe
California Automobile Franchise Adengan menyatakan bahwa undang-undang
tersebut bertentangan dengan semangat persaingha dsdalanSherman Act
Pnegadilan Distrik dan Banding memenangkan gudgatan W. Fox Co, namun
Mahkamah Agung berpendapat berbeda. Hakim Stevemianbahwa regulasi
tersebut merupakan hasil dari keberadaan lobi giagukan olendealer mobil

203 439 U.S. 96 - New Motor Vehicle Board of Califaani. Orrin W Fox Co Northern
California , diunduh darttp://openjurist.org/439/us/96/new-motor-vehicleabd-of-california-v-
orrin-w-fox-co-northern-california-motor-car-deadesissocia pada 5 Mei 2011, pukul 14:39 WIB

2% pid
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terhadap agen pemerintah dan apabila lobi-lobi dddkukan dengan cara yang
sepantasnya —misalnya tidak dengan memberikan tedagdap pejabat tertentu-
maka lobi tersebut sah-sah saja terlebih hal tatssdrara artikulatif dibenarkan
dalamThe California Automobile Franchise ACP

Kasus lain adalatsouthern Motor Carriers Rate Confrence v. United
States 471 U.S. 48 (1985). Dalam kasus ini, beberapagadtaan penyedia jasa
pengangkutan dengan truk yang tergabung d&anthern Motor Carriers Rate
Conferencemembuat proposal untuk secara bersama-sama merbivaatarif
(rate bureald kepada Komisi Pelayanan PubliRublic Service Commisiprdi
North Carolina, Georgia, Tennessee, dan Mississipjpo penetapan tarif tadi
diotorasi oleh Komisi Pelayanan Publik keberadaanmeskipun sebenarnya
penetapan tarif tersebut tidak diharuskan dengaatyp@n manapun di negara-
negara bagian tadi sebelumrya.

Pemerintah Amerika Serikat, lewat Departemen Kehak, menyatakan
keberadaan biro tadi adalah pelanggaran terhaddmriuPersaingan Usaha.
Perusahaan-perusahaan tadi merespon dengan memyatiaklakan mereka
memiliki imunitas dari penegakan Hukum PersaingaaHha di tingkat federal
dengan berdasark&®tate Action DoctrinePengadilan Distrik Fedefd memutus
perkara yang memenangkan Pemerintah Amerika Semlerigadilan Banding
mengafirmasi Pengadilan Distrik Federal denganrgaraentasi bahwa adanya
unsur ‘keharusan’compulsiof untuk menjalankan peraturan tertentu merupakan
unsur yang wajib ada dalam menjustifikasi sebuabakan tertentu memiliki
imunitas dari penegakan Hukum Persaingan Usaha@aBgéan menyatakartwo-

pronged tesatauMidcal Testhanya terpenuhi ketika ada unsur ‘keharusan’ dalam

2% Garland, “...State Action: Economic Efficiency, Hal. 491.

208471 U.S. 48 — Southern Motor Carriers Conferemee V. United States, diunduh dari
http://openjurist.org/471/us/48/southern-motor-eas-rate-conference-inc-v-united-statpada 5
Mei 2011 pukul 15 : 22 WIB.

27 pengadilan Distrik FederaFéderal District Court adalah pengadilan di tingkat
negara bagian —harus dibedakan den@date District Court yang yurisdiksinya adalah
melakukan pemeriksaan terhadap perkara di manaranddaited States menjadi pihak yang
berperkara; lihat di “District Court,”  http://www.uscourts.gov/FederalCourts/
UnderstandingtheFederalCourts /DistrictCourts.adpnduh pada 5 Mei 2011 pukul 15:26 WIB.
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bertindak atau dalam kata lain hanya terpenuhk&giengusaha hanya bertindak
untuk menjalankan peraturan tertentu dari pemétinta

Namun, Mahkamah Agung tetap menganggap biro peaentarif tadi
kebal dari penegakan Hukum Persaingan Usaha bekdas&tate Action
Doctrine Midcal Testharuslah digunakan untuk menentukan apakah tindakan
pembentukan biro tarif yang berarti telah terddipalakan penetapan hargaite
fixing) yang murni dilakukan oleh swasta benar-benaradiitkan dari ketentuan
hukum persaingan usaha di tingkat federal. Lebitjuta tindakan dari pihak
swasta seperti dalam kasus ini dapat dikatakan memneunsur menjalankan
kebijakan pemerintah yang artikulatdléarly articulated state poligymeskipun
tidak ada unsur keharusan menjalankan regulasi yaly ada sejak awal seperti
dalam kasu®arker v. Brown

Dalam kasus ini Komisi di North Carolina, Georg@dan Tennessee
dengan tegas memberikan izin pembentukan biro gpaet tarif di sana.
Mississippi, meskipun tidak secara eksplisit mengedan izin pembentukan biro
tarif tadi memiliki peraturan yang ditafsirkan oléfiahkamah Agung sebagai
intensi untuk mengecualikan persaingan dengan adahg Mississippi Motor
Carrier Regulatory Law of 1938ang memungkinkan Komisi Pelayanan Publik
di Mississippi untuk meregulasi tarif dari jasansportasi. Dengan adanya aturan
ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pada dasarnydaget intensi untuk
meregulasi harga ketimbang melepaskannya pada mek@rpasar. Meskipun
Komisi di Mississippi tidak secara eksplisit mengekan izin otorasi, Mahkamah
Agung menilai jikalau pengecualian terhadap konspejelas-jelas memiliki
peluang untuk ditentukan oleh pemerintah ketimbafigerahkan kepada

mekanisme pasar maka tidak perlu otorasi secasifigdagi.”*®

208 471 U.S. 48 — Southern Motor Carriers ConferenceV. United States.

29 pendapat asli dari Mahkamah Agung tadi adalahgsebzerikut:“The Mississippi
Motor Carrier Regulatory Law of 1938 gives the 8t&ublic Service Commission authority to
regulate common carriers. The statute provides that Commission is to prescribe "just and
reasonable” rates for the intrastate transportatiohgeneral commodities. The legislature thus
made clear its intent that intrastate rates woutddetermined by a regulatory agency, rather than
by the market. The details of the inherently amtipetitive rate-setting process, however, are left
to the agency's discretion. The State Commissiosn éwercised its discretion by actively
encouraging collective ratemaking among common ieesr See Response of the State of
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Dalam memulai bukunyéRrinciples of Antitrust Law Stephen F. Ross
bahkan menyatakan dengan tegas bahwa hukum pexsaiisgha bukanlah soal
ekonomi melainkan soal kekuataanfitrust is not about economics, but about
powel. Kebijakan persaingan, karena itu, adalah peasobhgaimana individu
swasta atau privat atau bisa kita sebut pelakuausamiliki kemampuan untuk
meraih dan mempertahankan kekuatan ekonominya gkalamasyarakat secara
luas —termasuk pula konsumen maupun pelaku usaima yeng menjadi
pesaingnya- memiliki hak, lewat pengadilan, untukengetahui secara
menyeluruh apakah kekuatan ekonomi tadi diraihdipertahankan dengan cara-
cara yang tidak melanggar atau melawan kebijakdndding Hukum Persaingan
Usaha™®

Ketika kita membicarakan Hukum Persaingan Usalzydk teoritisi
yang menyatakan pembicaraan kita akan memasukh ra@eonomi politik”
(political economy, sebuah gerakan pemikiran yang berkembang sejakrya
buku Traité de I'economie Politigu&arangan Antoine de Montchrétien pada
tahun 1615. Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marerupakan eksponen
selanjutnya dari gerakan pemikiran ini. Ekonomiitgolsecara definitif berarti
sebuah studi interdisipliner yang merentang pendmihaya dari ranah ekonomi,
hukum, dan ilmu politik yang berupaya menjelaskagéimana institusi politik,
lingkungan perpolitikan, dan sistem ideologi ekone&apitalis, sosialis, maupun
campuran- mempengaruhi satu samad&in.

Topik-topik yang sering dianggap “tradisional” ddomrah dalam
pembahasan ekonomi politik antara lain adalah sepagaimana pemilihan
umum di sebuah negara memengaruhi kebijakan ekoriakbor-faktor ekonomu

yang mempengaruhi hasil pemilihan umum, lingkarasnib dan politik,

Mississippi and the Mississippi Public Service Cdmas Amici Curiae in District Court, No. 76-

1909A (ND Ga.1977), p. 11. We do not believe thatactions petitioners took pursuant to this
regulatory program should be deprived of Parker umity. A private party acting pursuant to an
anticompetitive regulatory program need not "poitd a specific, detailed legislative

authorization" for its challenged conductDiunduh daribid pada 5 Mei 2011 pukul 16 : O8IB

219 Ross Principle of Antitrust Lawhal. 1.
21 william D. Nordhaus, "Alternative Approaches toettPolitical Business Cycle,"

Brookings Papers on Economic ActivityNo.2, (1989), hal.l hitp : //econpapers.
repec.org/papemvicwldpp/927htmdiunduh pada 11 Mei 2011 pukul 0:55 WIB.
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independensi bank sentral, kebijakan fiskal, dagalmmana mekanisme politik
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Semenjak tahun 1990-an, pembahasan dari ekonortiik pguga
merambah pembahasan-pembahasan soal kebijakank psdgerti monopoli
negara, dan kebijakan intervensionis lain sepedteisi pasar hingga masalah
korupsi di institusi negara hingga lahirnya pembueate (ent seekiny yang
memanfaatkan kedekatan yang murni bermotif bisnémgdn pemerintah.
Pendekatan ekonomi politik juga berusaha selalu peetanyakan bagaiamana
perencana sosiakd@cial planne)y yang bisa diejawantahkan dalam pemerintah
memang benar-benar menghasilkan kebijakan yang pnesentasikan
kepentingan umum atau hanya merepresentasikan tkegam pihak-pihak
tertentu §pecial interesfs™?

Salah satu asumsi umum yang membawa perdebateadégr eksistensi
Hukum Persaingan Usaha adalah dasar keberlakuatiniggngah masyarakat.
Pandangan tradisional berargumentasi bahwa ekomamya boleh dikontrol
dengan mekanisme pasar dan karena itu Hukum Pgasaibdsaha berfungsi
sebagai langkah pencegahan adanya pelaku usahaatasmhekanisme di dalam
pasar tadi dan karenanya pasar haruslah bersinedmiasi dalam bentuk apapun.
Di sisi lain terdapat pula pandangan dari sekeldmpeoritisi yang disebut
Chicago Schoolang berpandangan bahwa peranan Hukum PersaingamaUs
sendiri harus dibatasi karena mereka merasa justmegakannya adalah
gangguan terhadap pasar yang harusnya dibiarkehdste sebenarnya Hukum
Persaingan Usaha justru melegitimasi intervensgyaesar dari negara terhadap
pasar.

Perdebatan lain yang muncul menyangkut eksistatesi Hukum
Persaingan Usaha adalah berkaitan dnegan peraryamgp paling tepat dari
pengadilan —yang memeriksa kasus-kasus Hukum RgasaiUsaha- di tengah
masyarakat. Para pendukuf@dicago Schoomenginginkan adanya pendekatan

efisiensi ekonomi seperti satu-satunya pendekatag ynenjadi dasar pengadilan

212 pAlberto F. Alesina "Political Economy,NBER Reporter No. 3, (2007), hal.4,
http://www.nber.org/reporter/2007number3/2007nurBlf, diunduh pada 11 Mei 2011 pukul
1:02 WIB.
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dalam memutus kasus-kasus Hukum Persaingan Usdhaya pendekatan lain —
seperti pendekatan kesejahteraan konsumen- ditakutdkan menimbulkan
inkonsistensi pengadilan dalam memutus kasus-kidsdsm Persaingan Usaha
dari waktu ke waktu.

Daniel Oliver, KetuaFederal Trade CommissiofFTC) di era Presiden
Reagan, berargumentasi bahwa kepentingan masyatialatam pasar haruslah
menjadi yang paling utama di depan hak-hak ekonoraupun politik dari
individu atau kelompok tertentu. Karena itu Olivernenyatakan, hanyalah
pengadilan yang dapat memberikan justifikasi sejaaha tindakan tertentu yang
berkaitan dengan penegakan Hukum Persaingan Usakehanurni pelaksanaan
hak-hak ekonomi dan politik atau sebuah tindakamgyamelanggar aturan main
Hukum Persaingan Usaha dan karenanya dapat dmaniliki ekses yang
negatif terhadap kepentingan masyarakat secara whai@am pasar.Akhirnya,
dalam studi terkait Hukum Persaingan Usaha, pasoang akan selalu muncul
adalah sejauh mana pasar dapat memperbaiki diseydiri tanpa ada intervensi
anasir-anasir lain seperti regulasi pemerintaha peamegakan di bidang Hukum
Persaingan Usaha itu sendiri di pengadilan danusejaana pengadilan dapat
mengerti bagaimana pasar bekerja dan menilai apakdakan bisnis tertentu
dapat dijustifikasi sebagai tindakan yang membakeygasar dan masyarakat.
Dengan argumentasinya tersebut, Oliver mengampanyakuran yang disebut
dalam Clayton Actyaitu sejauh mana tindakan tertentu memiliki efeng
substansial dalam mengurangi kompetisi di dalamampgsibstantially lessen
competition menjadi pondasi dalam setiap putusan pengadédwit Hukum
Persaingan Usalfa’

Salah satu pernyataan hukum yang paling terkenmekait hadirnya
dimensi politis dalam Hukum Persaingan Usaha diipattemukan dalam kasus
United States v. Aluminium Co. Of America (Alcd#8 F.2d 416 (2d Cir. 1945),
dimana dalam kasus ini Hakim Learned Hand memberp@tanyaan bahwa
konsolidasi industri yang besar bukanlah tujuantigojuga ekonomi Amerika
Serikat. Pendapat Hakim Hand ini kemudian menddgaatyak kritikan dari

13 Ross Principle of Antitrust Lawhal. 2.
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pandangan-pandangan yang murni ingin memandang rilukersaingan Usaha
dari sisi ekonomi ketimbang politik. Salah satutikrmuncul di kemudian hari
dari ekonom yang juga sempat memimpin Bank Serifatleral Reserve) di

Amerika Serikat, Alan Greenspan, yang menyatakamvhaperspektif Hakim

Hand yang anti besar tadi harus dibuang jauh-jaah penegakan Hukum
Persaingan Usaha karena hal tersebut sama sajardemgnghukum orang tak
bersalah yang mana adalah pelaku usaha yang nmé@alaisnisnya dengan
efisien®'

Dekatnya Hukum Persaingan Usaha dengan hal-ha) ¥a&fuar dari
pertimbangan secara ekonomi juga bisa kita lihalamdaperubahan atau
amandemersection 7 of Clayton Agiada tahun 1950 oleh kongres di Amerika
Serikat. Kongres berpendapat bahwa di masa ketdgiatan perekonomian
dikuasai oleh beberapa perusahaan raksasa yangdinsaat itu terdapat kondisi
ekonomi nasional yang buruk dan tidak berjalan stimga, hal tersebut
cenderung akan menghadirkan totaliranisme barwakdina diri swasta. Kongres
berpendapat, ketika perusahaan-perusahaan raksada ttumbuh dan
mendominansi hampir semua keran produksi di Ameskakat, maka tidaklah
mungkin mereka bebas dari pertanggungjawaban. &etaimum mereka harus
melaporkan secara lebih rinci kepada otoritas peyaa ketimbang saat kondisi
perekeonomian negara sedang dalam kondisi nornmaimgaeka pun akan lebih
sering menjadi subjek investigasi dan pemeriksaakata yang dilakukan oleh
otoritas persaingan. Kebijakan amandent@ection 7 of Clayton Actadi
merupakan salah satu basis pemikiran lahirnya nkaegif penegakan Hukum
Persaingan Usaha seperti adanya notifikasi terhaoegsger perusahaan-
perusahaan besar yang mungkin akan menimbulkarektrasi yang tinggi di
pasar dan perlindungan terhadap pelaku-pelaku ukebih dengan misalnya
mengecualikan kegiatan mereka dari penegakan Hiensaingan Usatf&®

Capture Theoryahir dari adanya pandangan teoritisi yang meiigiwa

Hukum Persaingan Usaha sekalipun tidak melulu ddpitiat lewat kacamata

214 Robert Pitofsky, “The Political Content of Antisti, University of Pennsylvania Law
Review\ol. 127, No. 4, (1979), hal. 3.

23bid, hal. 6.
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ekonomi, namun dia juga tetap harus dikaji dengbahasa politik”. Dalam
konstruksi ekonomi pasar di mana aktor-aktor dachya adalah mereka yang
berusaha memaksimalkan utilitasnya secara prilyaaig paling penting adalah
bagaimana tindakan yang mementingkan diri pribedii (self-interested conduyct
dapat memaksimalkan kepentingan masyarakat segergadif untuk tercapainya
kesejahteraan sosial sqcial welfarg. Interaksi antara tindakan yang
mementingkan diri pribadi tadi dan pencapaian ldgejfaan sosial sudah jauh
hari menjadi studi dari penganjur ekonomi pasagmdmith?'®

Intinya, individu (termasuk pula perusahaan) mumgiaja benar-benar
hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dalam kenghasar yang teregulasi
secara baik —misalnya dengan penegakan Hukum RegasalUsaha- dia tidak
dapat memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut tam@aberikan keuntungan
bagi masyarakat lain sama seperti dirinya. Analogidahnya adalah sebuah
perusahaan untuk tetap bertahan harus mengoptimaksiensi produksinya
demi meraih konsumen sebanyak mungkin. Ketika diayd mementingkan diri
sendiri tanpa memperhatikan keinginan konsumen,amdila terancam akan
gulung tikar**’

Untuk berjalannya interaksi antaraelf-interested conduatan social
welfare tadi, maka perananan pemerintah sebagai regudabatlah signifikan.
Konsepsi normatif dalam memandang peranan pemieriath adalah pemerintah
akan selalu hadir untuk melindungi kepentingan maesiat secara umum.
Namun, seperti sempat disinggung sebelumnya, tetgapa pandangan skeptis
yang mengganggap pemerintah tak lebih dari aktor yang berada di dalam
pasar.

Salah satu pandangan yang cenderung skeptis aadi dari Frank

Michelman yang menyatakan bahwa mekanisme poldmkgybaik harus dilihat

216 Adam Smith menulis:By directing that industry in such manner as itegaurce may
be the greatest value, he intends only his own,gaid he is in this, as in many other cases, led to
promote and end (maximizing social utility) thatsa@o part of his intention,fihat Adam Smith,
An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wed#ltlations (Chicago: University of Chicago
Press, 1976), hal. 477

47 Richard A. Posner, “Utilitarianism, Economics, drebal Theory”,Journal of Legal
StudiesVol. 103, No. 132 (1979), hal. 8.
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layaknya mekanisme di dalam pasar di mana terdagayak kepentingan dan
motivasi yang harus dipandang partikular. Hal irglahirkan pandangan bahwa
institusi publik seperti pemerintah haruslah jug@addang layaknya aktor
ekonomi yang memiliki motivasi pribadi€lf-interested motivatigrf'®

Sebuah kasus yang melahirkan skeptisisme terhpelayerintah tersebut
dapat kita temukan dalam masa-masa awal sistemnhukuAmerika Serikat
yaitu dalam kasu§letcher v. Peck10 U.S. 87 (18103*° Dalam kasus terdapat
Yazoo Land Acyang memungkinkan pemerintah dari Georgia untuk jua¢n
lahan yang ia miliki berdasarkan peraturan tadiakiepbeberapa pengembang.
Pada tahun 1795, John Peck membeli tanah tadi eamudan menjualnya
kembali kepada Robert Fletcher. Pada tahun 180&cHdr menggugat Peck
karena mengklaim tanah tersebut tidak memiliki atek yang sah karena
sebenarny&’azoo Land Acsendiri sudah tidak berlaku karena sudah dinyatakan
tidak sah oleh legislatif di Georgia. Dalam kasus, iMahkamah Agung
memutuskan untuk mencabufazoo Land Actdan menyatakan tindakan
pemerintah negara bagian Georgia yang menjual |dabesebut tidaklah sah
karena dalam proses pembentukéazoo Land Acterdapat intervensi pihak
swasta yang menjanjikan keuntungan dari lahan kegada beberapa anggota
legislatif di Georgia apabil#azoo Land Adlapat dilahirkarf?°

Sejatinya segala bentuk regulasi atau peraturamilike dimensi
kepentingan orang banyak, atau batasan minimaldgéala peraturan di negara
tertentu haruslah dapat memperhatikan kepentingamuf warga negara tanpa
terkecuali. Dalam konteks Hukum Persaingan Usablayah peraturan tertentu
yang mengecualikan sebuah tindakan dari rezim @d@egHukum Persaingan
Usaha adalah dihasilkan dengan pertimbangan apabildakan tersebut
dikecualikan maka kesejahteraan umutotal welfar@ yang mencakup juga
kesejahteraan sosiadcial welfarg¢ dapat lebih penuhi ketimbang dalam kondisi

218 Frank Michelman, “Law’s Republic'The Yale Law Journal Company, Inél. 98,
No. 4, (1988), hal. 1542.

219 steven Semeraro,“Demistifying Antitrust...,” haR2.

220 10 U.S. 87, Fletcher v. Peckhttp://www.oyez.org/cases/1792-1850/ 1810/1810 0
diunduh pada 10 Mei 2011, pukul 18:02 WIB.
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persaingan yang diserahkan ke dalam mekanisme yasgtbebas dari intervensi
negara.

Maka itu, secara normatitate Action Doctrineharusnya dipandang
sebagai upaya negara dalam mengedepankan kesagahtenum yang mencakup
kesejahteraan secara sosial tadi. Namun, bagigesrganjur pendekatadapture
Theory hal tersebut adalah naif apabila terus dikedegran&apture Theory
sendiri hadir sebagai upaya untuk memberikan altériain dalam memandang
keberlakuarState Action Doctrinsebagai alasan untuk mengecualikan tindakan
tertentu dari penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Lahirnya Capture Theoryyang memandang institusi publik seperti
pemerintah layaknya aktor ekonomi yang memiliki wei pribadi 6elf-
interested motivationdapat kita telusuri dari dasar ilmu ekonomi i&mgiri yang
menganggap setiap orang adalah makhluk ekonomi penwjuan melakukan
optimalisasi diri pribadi meskipun mereka beraddamasebuah kolektifitas
kelompok tertentu, atau oleh Grady Klein dan YofAauman secara sederhana
disebut sebagai “individu pengoptimai®!

McGowen, Lemley, dan Wiley mengasumsikan semuaoraktang
menjalankan pemerintahan rentan terhadap lobiyabig dilakukan oleh pihak
eksternal —termasuk pengusaha- untuk mempengaruriekan melakukan
tindakan tertentu seperti menciptakan regulasi yaegguntungkan pelobi tadi.
Bahkan, secara tegas, Wiley mengasumsikan bahveandabnteks penegakan
Hukum Persaingan Usaha, apabila terdapat sebualasegang terang-terangan
lebih memberikan surplus kepada produsen ketimbesrgsumen, maka hal
tersebut adalah terbuktingzapture Theoryanpa harus lagi memusingkan apakah
regulasi tersebut adalah merupakan hasil lobi péhkakernal.

Apabila pembicaraan kita murni soal perekonommaaka adalah masuk
akal untuk menyatakan tindakan “individu pengoptingang mementingkan diri
pribadi tadi mau tidak mau dalam tindakannya hamesnperhatikan kepentingan

orang lain pula , misalnya dalam hubungan antamdysen dan konsumen.

221 Grady Klein & Yoram BaumanKartun Ekonomi Jilid Satu: Mikroekononjirhe
Cartoon Introduction to Economics Volume One: Maronomick diterjemahkan oleh Asha
Fortuna, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedid,)2@al. 3.
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Namun, ketika anasir politik masuk —dan sepertahitetlisebutkan sebelumnya
dalam konteks Hukum Persaingan Usaha sangatlatt dekgan politik- adalah
naif untuk menyatakan sebuah perilaku “individu gmgtimal” akan
bertransformasi menjadi maksimalisasi kesejahteseaara umuni??

Terkait kemungkinan adanya lobi dari pihak ekstegeperti pengusaha
terhadap pemerintah tadi memiliki relevansi dendamsentrasi kekuatan
ekonomi di dalam pasar. Meskipun sulit untuk dilié, selalu ada peluang bagi
kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi secara magikumembahayakan sistem
yang demokratis. Bahkan, sebuah konsentrasi ekoyang begitu kuat di dalam
struktur pasar yang monopolistis bertendensi untitahirkan totaliteranisme
baru di mana monopoli pemerintah berganti menjadinapoli swasta dan
keduanya cenderung melahirkan perekonomian yam tfisien dan menjauhi
kesejahteraan total.

Seperti ditulis oleh Lindblom, demokrasi adalastesn yang sebenarnya
mempersempit keberadaan otoritas tertentu. Demiokadalah sistem yang
berusaha untuk mengontrol otoritas. Sistem dembkragenginginkan
desentralisasi, difusi (penyebaran) kekuatan, desepakatan bersama bahwa
hak-hak individual akan lebih diutamakan ketimb&otgktivitas nasionad®

Pendapat Lindblom tadi sejalan dengan salah sgtiart penegakan
Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat yangngedisebut sebagai

Madisonian Dispersion of Economic PowefFujuan dengan pendekatan ini

22 Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat meskia hak untuk mendebat
isu-isu publik, memberikan permohonon resmi atatispkepada pemerintah, dan mencari cara
untuk mempengaruhi hasil dari proses politik. Dengata lain dalam konteks di Amerika Serikat-
pun lobi-lobi yang dilakukan oleh “individu pengoptl” kepada pemerintah bukanlah sesuatu
yang tabu selama dia tidak melanggar hukum segentjan memberikan suap.

Di Indonesia hal yang dapat ditafsirkan serupaati&jta temukan dalam konstitusi kita,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1848)1945), antara lain:

a) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengelugokaran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undarspl 73;

b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalaemperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dgaraeya (Pasal 28C ayat (2) );
Mengutuk adanya lobi tertentu dari “individu peptimal” terhadap pemerintah yang

nantinya akan mempengaruhi hasil dari kebijakanguatah itu sendiri seperti misalnya dengan
pemikiran penganjuCapture Theorysendiri masih diperdebatkan karena pada dasaegass
konstitusional setiap orang-pun diberikan kebebasatuk memperjuangkan hak-nya. Lihat
Garland, “...State Action: Economic Efficiency. Hal. 512.

% Charles LindbloomPolitics and Markets The World’s Political Economic Systems
(New York: Basicbooks, 1980), hal. 165.
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merupakan tujuan non-ekonomi dari Hukum Persaingaaha yaotu untuk
melakukan pemerataan atau penyebarluadiaspdrsion dari kekuatan ekonomi.
Dengan melakukan pemerataan dari kekuatan ekoramhi Hukum Persaingan
Usaha diharapkan dapat meminimalisasi konsentiamnoeni yang cenderung
tidak pro-persaingan atau justru mematikan persain@andangan ini beranjak
dari pemikiran bahwa keputusan-keputusan ekonomi‘idaividu pengoptimal”
tadi harus lebih dipengaruhi oleh mekanisme hukemmmtaan dan penawaran di
dalam pasar ketimbang diskresi yang amat besarim@ditiidu atau kelompok
tertentu?Hukum  Persaingan Usaha harus mampu, secara preventi
meminimalisasi konsentrasi yang terjadi di dalansapaatau, secara Kkuratif,
meminimalisasi perilaku mematikan persaingan danskntrasi ekonomi yang
terlalu besar yang bahkan, dalam beberapa kaspat ofeempengaruhi keputusan
pemerintah. Dengan kata lain pendekaéadisonian Dispersion of Economic
Power sebagai tujuan Hukum Persaingan Usaha harus mamgmastikan
pemerintah mengambil kebijakan —termasuk dalamdks@tate Action Doctrine
dalam Hukum Persaingan Usahdengan selalu melihat kondisi realitas di dalam
pasar ketimbang dipengaruhi oleh “individu pengopt!’ tertentu®?®

Adanya lobi yang dilakukan pihak pengusaha tempgmEmerintah untuk
mempengaruhi kebijakannya tersebut bukanlah |dgiae hal yang baru dalam
konteks penegakan Hukum Persaingan Usaha di Am8ekiiat. Terdapat kasus
Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerrdviéireight 365 U.S. 127
(1961) yang berkaitan dengan adanya klaim bahwa terlamdralk terhadap
penegakan Hukum Persaingan Usaha. Dua puluh emapgelola lintasan kereta
(railroad) api dan sebuah asosiasi pemimpin pengelolaaashnt kereta api
melakukan kampanye intinya bertujuan mempengardulasi di negara bagian
yang berkaitan dengan batas angkut dari truk dafisési pajak pada truk berat
dan untuk mendorong penegakan hukum negara bagiag hgbih rigid untuk
menghukum truk yang membawa beban yang kelebilmmenfeight dan

224 Ross Principle of Antitrust Lawhal. 8.

225 365 U.S. 127 Eastern Railroad Presidents ConferencNoerr Motor Freight,
http://openjurist.org/365/us/127/eastern-railroadspents-conference-v-noerr-motor-freight;inc
diunduh pada 12 Mei 2011 Pukul 16 : 16 WIB.
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pelanggaran lalu lintas lainnya. Pengusaha trukilmdmdakan dari perusahaan
pengelolaan lintasan kereta api ini bertujuan mandiat persaingan yang terjadi
untuk merebut konsumen yang harus memilih apakahggumakan kereta api
atau jasa truk untuk bisnis angkutan jarak j&§h.

Namun, perusahaan pengelolaan lintasan keretanapyatakan bahwa
tindakan mereka bertujuan untuk menginformasi puban legislatif di negara
bagian terkait dampak yang diakibatkan kegiatamgadraan truk seperti jalanan
yang rusak akibat dilewati truk-truk yang kelebitmerat angkutaff’ Mahkamah
Agung memulai konstruksi pendapatnya dengan mekgatbahwa segala usaha
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidaklakanggar hukum. Tindakan
yang dilakukan oleh pengelola jasa lintasan keapiatadi memang seolah-olah
berusaha menciptakan hambatan perdagangastrr@int of trade¢ bagi
perusahaan-perusahaan truk, terlebih lagi pengghda lintasan kereta api
merupakan dua pelaku usaha yang saling bersaimgndaisnis angkutan jarak
jauh. Namun, Mahkamah Agung berpendapat selamakiamdtersebut dilakukan
dengan prosedur yang semestinya maka tindakarbtgraelalah diperbolehkan
dan seyogyanya dianggap sebagai derivasi imunisdabarkanState Action
Doctrine

Dengan kata lain, apabila dua atau tiga individarsatu untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka hal tetsdiperbolehkan sesuai
dengan Amandemen Pertama Konstitusi di Amerikak&erKemungkinan untuk
mempengaruhi tindakan pemerintah yang seakan mealgean tindakan tertentu
dari penegakan Hukum Persaingan Usaha —sepewkandolusif para pengelola
lintasan perkeretaapian yang berusaha menghambht usompetitornya yang
dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan trulebih dikenal dengan sebutan
Noerr-Pennington Doctriné®

Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk mempengasalfijakan

pemerintah dengan das®toerr-Pennington Doctrinesyaratnya adalah: (1)

228 | hid

*Mpid

228 Hylton, Antitrust Law: Economic Theory, hal. 354.
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Pengaruh lewat lobi tadi menghasilkan aturan yargmang tidak melawan
hukum; (2) pengaruh yang diberikan tidaklah releapabila ditujukan kepada
aturan yang memang sudah tidak perlu dipertanydkginatau memang sudah
valid; (3) bentuk pengaruh yang dilakukan harusatikan ke pemerintah secara
langsung dan bukannya secara langsung mempengasisi dari pesaingnya di
pasar?®

Mahkamah Agung juga memberikan pendapat bahwatgkgiaktek
yang tidak etis yang harus dianggap tidak relevangdn pengertiaiNoerr-
Pennington Doctrinedalah seperti: (1) penggunaan bukti pemberiampgag
palsu; (2) konspirasi dengan otoritas pemerintamiei izin yang tujuannya
adalah mengeleminasi kompetitior; (3) mempengaag@n pemerintah dengan
melakukan tindakan penyuap@fi.

Pendekatarstate Action Doctrinelengan menggunaka@apture Theory
mau tidak mau membawa kita menilai pemerintah layak “individu
pengoptimal”. Secara ekstrem hal tersebut seolambawa kita ke dalam
kepercayaan bahwa satu-satunya yang bisa kita y@e@dalah angka-angka —
dalam kata lain dapat kita sebut sebagai dampakoshkic ketimbang manusia itu
sendiri*** PenganjuiCapture Theorysendiri pada akhirnya mau tidak mau harus
mengurangi skeptisismenya dan menawarkan pengadiigkum Persaingan
Usaha @ntitrust cour) sebagai institusi yang dapat menilai apakah ssgul
tertentu yang dibuat untuk mengecualikan kegiatarentu dari penegakan
Hukum Persaingan Usaha dengan argumeftase Action Doctrindenar-benar

membawa kepentingan masyarakat secara luas.

229 |pid, hal. 356.
230pid, hal. 357.

%31 Model pemikiran seperti ini sejalan dengan parmikie ekonomi liberal Amerika
Serikat modern yang kebanyakan memandang bahwesaatuya yang dapat dipercaya adalah
hitung-hitungan ekonomi yang matematis ketimbangnusm yang dianggap robotik dan
cenderung selalu mementingkan diri sendiri. Ekorelimrom seperti Hayek, Nash, Rosenhan,
menilai bahwa kecendrungan yang paling ekstremaadainat manusia akan saling mengkhianati
satu sama lain demi kemaslahatan dirinya pribagidBpat demikian dapat kita temukan dalam
serial “The Trap : What Happened To Our Dream @&Bom,” yang mengudara pada 11 Maret —
25 Maret 2007 di stasiun televisi InggriBBC Two dan dapat dilihat di:http://
www.youtube.com/watch? v=tAE-xgFrOiQ
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Hal ini lahir dari pandangan teoritisi Hukum Péngan Usaha yang
memandang pengadilan yang menanganai kasus-kastsité® dengan
persaingan usaha adalah “pengadilan skeptis”. Pgadatersebut lahir dengan
membandingkan situasi normal dan situasi di mandapat anasir penegakan
Hukum Persaingan Usaha di dalamnya. Contohnyamdsimasi normal, segala
bentuk campur tangan pemerintah terhadap kerja samaaa pelaku usaha harus
dianggap sebagai sesuatu yang menganggu azas &ebdierkontrak. Namun,
dalam konteks penegakan Hukum Persaingan Usaha, $@ma pelaku usaha
harus dilihat dengan kecurigaasugpicipously karena hal tersebut bertendensi
untuk membahayakan pasar lewat tindakan-tindakag alusif seperti praktek
penetapan hargarice fixing), trust, dan kartef>?

Selain pengadilan Hukum Persaingan Usaha, Stewveei@eo dalam
tulisannya juga menawarkan alternatif lain untukngaval peneraparbtate
Action Doctrine seperti keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang
mengkhususkan diri menilai apakah kebijakan temtemtari pemerintah
bertendensi untuk anti terhadap persaingan di gassamun, dalam era di mana
hampir setiap negara yang memiliki rezim Hukum &egan Usaha pada
umumnya memiliki otoritas persaingan usaha yangrditk oleh pemerintah,
maka sudah seharusnya otoritas persaingan usahaeadliki indenpennsi dan
memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi aki#flam menilai apakah
sebuah pengecualian berdasark&tate Action Doctrine masih relevan

dipertahankan atau tidak.

3.3. STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM PERSAINGAN
USAHA DI INDONESIA

3.3.1. Perbedaan Konseftate (Negara Bagian) di Amerika Serikat d&tate
(Negara Kesatuan) di Indonesia
State Action Doctrineyang lahir, berkembang, dan diterapkan dalam

Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat yangréédeembuat kita harus

232 Semeraro, “Demistifying Antitrust...,” hal. 270.

233 |pid, hal. 278.
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melihat konteks penggunasstate” di sini secara berbeda apabila diterjemahkan
dalam kajian Hukum Persaingan Usaha di negara u@saseperti Indonesia.
Seperti telah dijelaskan sebelumnystate” dalam State Action Doctrindharus
dibedakan dengan konseption seperti yang terdapat di negara kesatuan seperti
Indonesia. State” dalam hal ini berarti adalah misaln{idew York State’atau
“Negara Bagian New York®?**

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 @yatUuD 1945
ditegaskan sebagai negara kesatuamtdry state, eenheidstgayang berbentuk
republik. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negdragi antara pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan aslip&grdd tingkat pusat,
sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaianpusat melalui
penyerahan kekuasaan yang ditentukan secarafggas.

Sebaliknya, dalam negara serikdederal state, bondstaatseperti
Amerika Serikat, kekuasaan negara terbagi antargarae bagian dan
pemerintahan federal. Kekuasaan asli ada di ndgay@n sebagai badan hukum
negara yang bersifat sendiri-sendiri yang secarsab®g-sama membentuk
pemerintahan federal dengan batas-batas kekuaaagrdisepakati bersama oleh
negara-negara bagian dalam Konstitusi Federal.ddrpsrtahanan, keuangan dan
hubungan luar negeri di negara serikat selalu dikam sebagai urusan
pemerintahan federal, sehingga dalam praktik peraran federal cenderung
sangat kuat keudukannya. Dalam pengalaman padaakiz@l di berbagai negara
serikat timbul kecendrungan terjadinya sentralipasigelolaan kekuasaan negara
ke tangan pemerintahan federy.

Mengenai perbedaan antara federasi dengan negesatuln. R.
Kranenburg mengemukakan dua kriteria sebagai keriku

a. Negara bagian sesuatu federasi memildauvoir constituant yakni

wewenang membentuk undang-undang dasar sendia seztvenang

234 Jimly Asshiddigie,Pokok-Pokok Hukum Tata Negar@lakarta: PT. Bhuana llmu
Populer, 2007), hal. 282.

2% Ipid

236 |pid, hal. 283.
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mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka @atas-batas
konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatugamisasi bagian-
bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara dpmsarnya telah
diterapkan oleh pembentuk undang-undang pusat;

b. Dalam negara federal wewenang membentuk undangagnaasat untuk
mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu sau dalam konstitusi
federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenantgbeptukan
undang-undang pusat diterapkan dalam suatu rumwsaom dan
wewenang pembentukan undang-undang rendahan (tekgfntung pada
badan pembentuk undang-undang pusatitu.

Lebih lanjut lagi, dalam negara federal wewenaggslatif terbagi dalam
dua bagian, yakni antara badan legislatif pusatefl) dan badan legislatif dari
negara-negara bagian, sedangkan dalam negara &esaewenang legislatif
berada dalam tangan badang legislatif pusat, skdarigeuasaan badan legislatif
rendahan (lokal) didasarkan atas penentuan dadrbkagjislatif pusat itu dalam

bentuk undang-undang organik. Tetapi menurut Haelsdf:

Dalam negara federal tidak hanya wewenang legidaja yang dibagi
antara negara federal dan negara-negara bagiaam &bktapi juga
wewenang eksekutif dan administratif the federal state it is not only the
legislative competence that is devided betweenféderation and the
component states, but also the judicial and themiadtrative
competence

Ditinjau dari segi integrasi antara kesatuan-kesatyolitik yang
bergabung itu, maka negara kesatuan integrasiryh l@koh daripada dalam
negara federal. Bila ditinjau dari sudut kenegardan sudut hukum, perbedaan
antara negara federal dengan negara kesatuandisamgralisir) hanya perbedaan
nisbi (relatif) saja. Hans Kelsen mengemukakan rdaleubungan ini bahwa:
“Perbedaan antara negara federal dengan negartu&esgang disentralisir itu

hanyalah perbedaan dalam tingkat desentralisasi.”

237 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal. 272
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Dalam menjelaskan karakteristik dari sebuah nededaral tadi, C.F.
Strong membaginya ke dalam dua hal:
a. Cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintdaleral dan
pemerintah negara-negara bagian;
b. Badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyedesai
perselisihan yang timbul antara pemerintah fectaialpemerintah negara-
negara bagiaf>®
Berkaitan dengan poin a, jikalau antara pemerifegdaral dan pemerintah
negara bagian diadakan pembagian tugas yang tecpesecara materiil
(materiele taakverdeling pembagian kekuasaan dalam negara federal dapat
dilakukan dengan dua cara, tergantung di manangtakisa kekuasaanegerve
of powe). Di Amerika Serikat, undang-undang dasar merisa&iu per satu
kekuasaan pemerintah federal (misalnya kekuasaamk umengurus soal
hubungan luar negeri, mencetak usang dan sebagyaseglangkan sisa kekuasaan
yang tidak terperinci diserhkan kepada negara-enagiart=°

Negara federal seperti ini dianggap lebih sempusifat federalnya
daripada negara federal di mana sisa kekuasaammigiak pada pemerintah
federal, sebab maksud dari merinci kekuasaan isiryuuntuk membatasi
kekuasaan. Jadi, dalam hal ini perincian dari ke&aa pemerintah federal
dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerin@ddraiedan memperkuat
kekuasaan negara-negara bagian. Selanjutnya, da@mbaca poin b terkait
badan mana yang berwenang untuk menyelesaikan lipir@e yang timbul
antara pemerintah federal dan pemerintah negam@&ebagian, maka jika
wewenang itu terletak pada Mahkamah Agung di tinggaeral, seperti Amerika
Serikat, maka negara federal yang seperti itu djapglebih sempurna sifat
federalnya ketimbang negara-negara federal di maweenang tadi terletak pada
dewan perwakilan rakyat federal seperti di S\8s.

238 |pid, hal. 273.
239pid, hal. 276.

240 |pid, hal. 277.
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Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggaagabfederalisme
yang paling sempurna. la mempunyai ciri-ciri fedier&uat, yaitu (1) sisa
kekuasaan terletak di negara-negara bagian (2)dkédn Mahkamah Agung
Federal sebagai penafsir utama dari undang-undasgr ddalam memutuskan
masalah kompetensi antara berbagai tingkat perabent

Jadi, pembagian kekuasaan menurut tingkat adalbhgpsempurna. Di
samping itu, dianggap bahwa pembagian kekuasaanroi€frias Politica juga
yang paling sempurna, dalam arti paling mendekatskp seperti yang diajukan
oleh Montesquieu. Pembagian kekuasaan berdas@rlemPoliticadimaksudkan
untuk lebih membatasi kekuasaan pemerintah feddesmltama dalam
hubungannya dengan badan legislatif dan badan gtifidik

Sifat federalnya juga nampak dalam susunan badagislatifnya
(Congresy yang terdiri atas dua majelis, yaitdlouse of Representativetan
Senat. Senat, di mana semua negara bagian meng=paikilan yang sama,
sangat berkuasa, lebih berkuasa daripdaiase of RepresentativéSenatlah yang
berwenang untuk menyetujui perjanjian internasiafeal pengangkatan penting
seperti hakim agung dan duta besar. Lagi pula npadsdan anggota Senat adalah
enam tahun, sedangkan angddtaise of Representativeanya dua tahuf’*

Undang-undang dasar menetapkan adanya suatu gengidieral yang
berhak mengadili semua persoalan konstitusionalhkiglamah Agung federal
merupakan pengadilan yang berfungsi sebagai pengsna dari undang-undang
dasar dan dengan demikian lebih kuat kedudukanaygatia badan legislatif
atau badan eksekufif?

Dalam anggapannya para penyusun Undang-Undangr Daserika
memang kekuasaan pemerintah federal seharusnyatlsdingerbatas; tetapi
perkembangan sejarah telah memutuskan lain. Pertparang saudaraCivil
War, 1861-1865) telah menunjuk secara tegas bahwia tdagkin suatu negara
bagian melepaskan diri dari federasi. Kedua, pada &e-20 ada gejala universal

bahwa pemerintah pusat tambah hari tambah luakaakegkuasaannya untuk

241 |pid, hal. 278.
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dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan rekaen politik yang
dihadapkan kepadanya. Amerika Serikat tidak lujaui gejala ini®*®

Perkembangan ini terjadi secara jelas semasa peat@n Presiden
Roosevelt (1933-1945). Roosevelt mengambil alihgim@an negara waktu terjadi
“depression” atau yang di sini terkenal dengan istilah “mafaiseintuk
mengatasi krisis ekonomi Roosevelt menyelenggaralsaatu kebijakan
pembangunan besar-besaran di bidang perinduspenianian, dan pekerjaan
umum yang dinamakadew Deal Pembangunan yang menelan biaya besar sekali
sangat memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosiél diapusat maupun di
negara bagian. Beberapa kalangan, termasuk mayoamggota Mahkamah
Agung, tidak menyetujui kebijaksanaan Roosevelt karena dengan demikian
dikhawatirkan pemerintah federal terlalu banyak caempuri urusan negara
bagian serta melanggar hak-hak negara-negara bdgaam tahun 1935 dan
1936 Mahkamah Agung memakai wewenangnya untu makeat bahwa
beberapa undang-undang, yaifdgricultural Adjustment Actdan National
Industrial Recovery Agt tidak sesuai dengan undang-undang dasar
(unconstitutiong).***

Presiden Roosevelt mencoba menyingkirkan hakinmihakgung yang
sudah lanjut usianya melalui suatu rancangan undadgng yang memberi
wewenang kepada presiden untuk mengangkat hakirbatsen kalau seorang
hakim agung pada umur tujuh puluh tahun tidak medgtkan diri karena lanjut
usianya, dan hal ini memberi kesempatan kepadaideresRoosevelt untuk
menggantinya dengan hakim-hakim lain yang lebilsibgrati dengan politiknya.
Tidak lama kemudian Amerika Serikat terlibat dalBerang Dunia 1l sehingga
dalam keadaan darurat ini dengan sendirinya kekmagzemerintah pusat
(federal) bertambah. Semua kejadian ini telah meko¢ kedudukan pemerintah
federal hingga sekarai’

243 |pid, hal. 280.
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State Action Doctrinesebagai landasan dikecualikannya kegiatan tertentu
dari penegakan Hukum Persaingan Usaha juga berndasradanya porsi yang
besar bagi negara bagiastate dalam mengatur urusan perekonomiannya dalam
konsep negara federal di Amerika Serikat. Namulandanemandang porsi besar
yang diserahkan kepada negara bagian tadi untukgulasi perekonomiannya,
perlu juga diperhatikan kepentingan Amerika Serikabagai sebuah entitas,

seperti dinyatakan oleh Hakim Brandeis:

“It is one of the happy incidents of the federaltaysthat a single
courageus State may, if its citizens choose, s&s\ve laboratory; and try
novel social and economic experiments without tskhe rest of the
country” 2%

Dari pernyataan Hakim Brandeis tadi, terlihat bahmeskipun negara
bagian diberikan porsi besar dalam mengatur urysaekonomiannya secara
lokal, namun hal tersebut tidaklah boleh memberikapilikasi negatif kepada
Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Untuk memaligir hal tersebut,
diperlukan sebuah penelahaan berdasarkan penegafkam Persaingan Usaha
(Antitrust Law —yang sifatnya mengikat secara federal- apakajiatan yang
dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha dengadabarkan keberlakuan
State Action Doctringadi tidak berdampak negatif, misalnya apabilahdil
dalam konteks kegiatan perdagangan di tingkat &dgng melibatkan antar
negara bagiarir{ter-state commerge®*’

Sebagai contoh adalah dalam kaBasker v. Brown 317 U.S. 341, 351
(1943), yang telah dijelaskan sebelumnya, di mamékdmah Agung Amerika
Serikat menilai kebijakan pengaturan harga dan kita® dari komisi
perdagangan di California akan mempengaruhi perdggaantar negara bagian
dan karenanya —menggunakan prinsip federalismearadgpgian tidak diizinkan
untuk membatasi perdagangan tadi. Tindakan daridigmerdagangan di negara

bagian California tadi ditakutkan akan membuat komsn di tingkat nasional

24 Thomas M. Jorde, “Antitrust and The New State éwtiDoctrine: A Return to
Deferential Economic FederalisnCalifornia Law ReviewVol. 75, No. 1, (1987), hal. 233.

247 Ross Principle of Antitrust Lawhal. 498.
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harus membayar lebih dengan adanya pembatasankpraithingga komoditas
kismis akan langka di tingkat nasional.

Hal serupa juga dapat kita temukan dalam k&sargor v. Detroit Edison
Co., 428 U.S. 579 (1976). Mahkamah Agung AS, pertamaatanenyatakan
bahwa State Action Doctrinedapat juga diterapkan dalam tindakan yang
dilakukan oleh pihak swasta (privat). Dalam kasudietroit Edison Company
sebuah perusahaan penyedia energi listrik, mermlistkan lampu neon secara
gratis ke konsumennya. Biaya dari lampu neon tadit tdisertakan ke dalam tarif
listrik yang dibayar konsumen. Tarif listrik tadérinasuk biaya untuk program
lampu neon telah diizinkan oleh Komisi PelayanarmliRudi Michigan, yang
secara keseluruhan meregulasi distribusi listrikedjara bagiarf*®

Dengan alasan iniDetroit Edison berkilah bahwa mereka hanya
mengikuti arahan dari Komisi. Pelap@antor, mengklaimDetroit Edisontelah
melakukan subsidi adanya keuntungan dari reguiasiektor yang pada dasarnya
terdapat persaingan di dalamnya yaitu sektor peamuampu neon. Dalam kasus
ini, Mahkamah Agung, AS, menyatakan bahwa tidakkdil menyatakan
perusahaan melanggar hukum federal ketika yangka¢a&ukan pada dasarnya
hanya mematuhi hukum negara bagian. Kedua, kortigias dapat memaksakan
dilaksanakannya hukum federal ketika hukum negagian telah mengatur
secara berbeda. Namun, dalam kasus ini pembelaaadaekanState Action
Doctrinetidak diterima dengan alasan (1) Penyertaan s lampu neon lebih
merupakan strategi bisnis ketimbang regulasi pertarikarena yang diregulasi
hanya penerapan tarif; (2) Keputusan untuk melakulang lampu neon ke
dalam penyediaan jasa energi listrik tadi tidak efleksikan skema kebijakan
pemerintah federal di bidang ketenagalistrikan #arenanya hanya memiliki
sedikit importansi terhadap kerangka regulasi pertser federaf*®
Indonesia sendiri seperti telah disebutkan seb@jamadalah negara

kesatuan bukanlah negara federal. Menurut C.Fn@troegara kesatuan ialah

248 428 U.S. 579 - Cantor v. Detroit Edison.Cuttp://supreme.justia.com/ us/428/579/
diunduh pada 16 Mei 2011 pukul 16:43 WIB.

249 schwartz, “...State Action Doctrine In The Deredatl Electric...,” hal. 1484.
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bentuk negara di mana wewenang legislatif tertindipusatkan dalam suatu
badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terlptada pemerintahan pusat dan
tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusatpunyai wewenang

untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepadahdéerdasarkan hak

otonomi (negara kesatuan dengan sistem desensrglisdapi pada tahap terakhir
kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintahtpusali kedaulatannya, baik
kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar,nsbpga terletak pada

pemerintah pusat>’

Dengan demikian yang menjadi hakikat negara kesatalah bahwa
kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kataKekuasaan pemerintah pusat
tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatitak tmengakui badan legislatif
lain selain dari badan legislatif pusat. Jadi adakgwenangan untuk membuat
peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah Iiebahwa oemerintah daerah itu
berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan tertinggn messp terletak di tangan
pemerintah pus&t’

C.F. Strong, akhirnya sampai pada kesimpulan bad@adua ciri mutlak
yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1) Axlaupremasi dari dewan
perwakilan rakyat pusat, dan (2) tidak adanya bdrdaian lainnya yang
berdaulat. Dengan demikian bagi para warga negardalam negara kesatuan
itu hanya ada satu pemerintah saja. Dan bila dibgkdn dengan federasi dan
konfederasi, maka negara kesatuan itu merupakamlbeegara di mana ikatan
serta integrasi paling kokdf?

Dengan adanya otonomi daerah, Indonesia sendigastetegas menganut
negara kesatuan dengan sistem desentralisasinHag¢rkenaan dengan pasal 18
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negaratdasarepublik Indonesia
(NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dagnavinsi itu dibagi atas

250 Budiarjo,Dasar-Dasar lImu Politikhal. 269.
»11bid

252 pid, hal. 270.
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kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabempadan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangigrfda

Struktur hubungan kekuasaan antara pemerintahsett plengan provinsi
dan kabupaten/kota ini bersifat pembagian yangirmgkat-tingkat, sehingga
karena itu harus dilihat sebagai hubungan yangifaerkierarkis. Konsep
pembagian kekuasaadiyision of powergdi sini bersifat vertikal dan hierarkis,
dan terkait erat dengan kritik-kritik yang muncebagai akibat dari perumusan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19999 tentang Pemakant Daerah yang
menentukan bahwa pola hubungan antara pemerintsdit pan daerah provinsi
serta kabupaten/kota yang sebelumnya bersifat drdakz Sebagai akibat
penerapan pengertian hubungan yang bersifat hdalzan, timbul banyak efek
samping di daerah-daerah, sehingga ketika perubdbdna UUD 1945 dibahas
pada tahun 2000, kelemahan tersebut sangat meméngsehingga pilihan kata
“dibagi” sebagaimana tersebut dalam pasal 18 aypatUUD 1945 di atas
dimaksudkan untuk mengembalikan lagi pola hubungaenjadi vertikal
kembali**

Terkait bentuk otonomi apa saja yang akan dibarikgpada pemerintah
daerah ini, maka Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mehgatdahwa pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, keawmasan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan PaaierPusat. Sebagaimana
pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tadi, ditegaskan pullmdaPasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penygéagn Pemerintahan
Daerah, yang menyatakan pemerintahan daerah maeggel@akan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuasiaar pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan peaaeri(pusat). Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadieriangan daerah,
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasylaasntuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkas anomi dan tugas

233 Jimly Asshiddigie Pokok-Pokok Hukum Tata Negatzal. 428.
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pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urBeanerintah, menurut
pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20@iputi:

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Peradilan;

e. Moneter dan fiskal nasional; dan

f. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yangebigrsdi atas,
pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapaimpahkan sebagian urusan
pemerintahan yang tersebut di atas, pemerintah elmmygarakan sendiri atau
dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahard&g@angkat pemerintah
atau wakil pemerintah yang ada di daerah atau dapatigaskan atau memberi
penugasan kepada pemerintahan daerah dan/atau ingeimen desar untuk
melaksanakannya. Dalam urusan pemerintahan yangjadnelkewenangan
pemerintah di luar urusan pemerintahan tersebuotgpatah pusat dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri atau sebagian urusan peaten;

2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepad&rmgub selaku
wakil pemerintah; atau

3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintaharahdakan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pemb@ituan

Selanjutnya urusan-urusan yang ditentukan bersifgib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah provinsi berdaspdsatl 13 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramayana&sit;
Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberrdagasia potensial,

N o oA wN

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

258 |pid, hal. 432.
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8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/k

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danengah termasuk
lalu lintas kabupaten kota;

10.Pengendalian lingkungan hidup;

11.Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

12.Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14.Pelayanan administrasi penanaman modal termagak kabupaten/kota;

15.Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang lopat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota; dan

16.Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratupgrundang-
undangarf>®

Dalam konteks Hukum Persaingan Usaha, pelaksaotmromi daerah
yang sudah mulai berjalan sejak tahun 2000 sendnimbulkan kekhawatiran
terbitnya berbagai peraturan di tingkat daerah yheggifat anti persaingan.
Kebijakan tersebut dapat berutzaiff barriers pungutan pajak atau retribusi dan
non tariff bariers yaitu tata niaga perdagangan, contohnya: pembenak
monopoli atau monopsoni lewat peraturan daerahpatawiberikan kepada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penetapan hargadatau maksimal, kuota
ekspor barang dari suatu daerah, dagional allocation markegrayonisasif>’

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwdaigat perbedaan dan juga
persamaan apabila kita menerjemahtstate” dalam Hukum Persaingan Usaha
di Amerika Serikat dan di Indonesia. Amerika Serigang merupakan negara
federal, menerjemahkadistate” sebagai negara bagian yang lebih besar porsi
otonominya ketimbang konsep otonomi daerah di rregasatuan dengan sistem
desentralisasi seperti di Indonesia. Di Indone'stgte” diterjemahkan sebagai
satu entitas negara Indonesia dari Sabang sampaiuke bukan negara-negara
bagian seperti di Amerika Serikat. Namun, dalam enemahkanState Action

Doctrine baik dalam konteks penegakan Hukum PersaingahdJdaAmerika

25 |hid, hal. 434.

%57 Faisal Basri,Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagfatgkitan
Indonesia (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), hal. 337.
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Serikat dan Indonesia, yang menjadi titik tolak ladaadanya setiap intervensi
pemerintah government intervention yang kebanyakan melalui regulasi baik
yang dikeluarkan pemerintahan pusat, pemerintala@natl, maupun peraturan-
peraturan lain yang ditujukan untuk melaksanakaatpean perundang-undangan

tertentu.

3.3.2. State Action Doctrin®alam UU No. 5 Tahun 1999

Dalam menerjemahkan kons8pate Action Doctrinke dalam kerangka
hukum di Indonesia -terutama Hukum Persaingan &ga¢rtama-tama perlu kita
temukan dasar dari dimungkinkannya sebuah kegiaté@ntu dikecualikan dari
penegakan Hukum Persaingan Usaha. Hal ini berkedaagan campur tangan
pemerintah dalam perekonomian Indonesia yang sdiafgirkan secara luas dan
diberikan peluang oleh konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landaeastitisional
dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, pada pasalenyatakan bahwa: (a)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama béatasaatas asas
kekeluargaan; (b) Cabang-cabang produksi yang mentibagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olglamage dan (c) Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sikualeh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuraatraky

Penjelasan atas pasal tersebut mencantumkarn idéla sekaligus konsep
“demokrasi ekonomi.” Hal ini merupakan satu penegasahwa “kemakmuran
ditujukan bagi semua orang.” Untuk mencapai tujtersebut maka cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan meagumjat hidup orang
banyak harus dikuasai oleh negara. Hal ini adatabhkumenjaga agar rakyat tidak
di bawah kekuasaan orang-orang yang menguasai g&asang produksi yang
penting bagi negara. Oleh karena itu, hanya “pé&ama yang tidak menguasai
hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangamgaper orang®®®

Apabila ditafsirkan berdasarkan penjelasan tetderbmaka dapat
dikatakan bahwa monopoli yang ada dan boleh dilakudli Indonesia adalah
hanya apabila dilakukan oleh negara. Dan sesugagtetujuan Negara Republik

258 hid, hal. 346
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Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, maka monopolihanya boleh
dilakukan bila ditujukan untuk “mewujudkan suatua#ldgan sosial bagi seluruh
rakyat”.

Namun kemudian, yang menjadi permasalahan dan perijabaran lebih
lanjut dalam sebuah aturan hukum yang tegas agatatuk-produk atau bidang-
bidang apa saja yang “menguasai hajat hidup orargak?” Hal itu perlu
ditegaskan karena pada saat ini memang belum adanabukum yang tegas-
tegas menjabarkannya. Sehingga dianggap belum adaman yang pasti.
Namun, perlu diperhatikan apabila suatu produk &idang-bidang yang nanti
tidak dinyatakan bukan merupakan “yang menguagat hadup orang banyak”
dikuasai oleh satu tangan, maka tetap saja adarigkiman atau kecendrungan
merugikan rakyat.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana maksudrtiasecara mekanis
terhadap terminologi “dikuasai oleh negara?” Hatebut diperlukan karena
dapat memunculkan banyak penafsitatviantan Presiden Soeharto menegaskan
bahwa yang diartikan dengan “dikuasai” bukannyaildinatau dieksploitasi oleh
negara sendiri, tetapi dikuasai harus diartikaragab“diatur”. Maka dengan kata
“‘penguasaan” yang ditafsirkan secara operasionaijade “diatur” , setelah
melalui pengaturan oleh pemerintah, “barang daramgizabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup dsangak”, dan “bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’hboienjadi milik orang
seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada @eorang dengan perolehan
laba buat orang perorang itu. Maka kita saksikammaaperusahaan-perusahaan
swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalartelekomunikasi, listrik,
pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangapublin utilitieslainnya. Ada
pun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam yarkgbndung di dalamnya, kita
saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yanggefmaan atau

pemilikannya di tangan swast¥.

29hid, hal. 347

%60 Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesi8adai Belum Akan Segera
Berlalu, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)24al.
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Maka dengan kata lain “dikuasai oleh negara” but@rarti harus dikelola
oleh negara, dalam hal ini pemerintah, namun biga gitunjuk pihak swasta.
Ditunjuk oleh pemerintah, yang tentunya dengan atas dasar hukum dan dalam
sebuah mekanisme pengawasan yang ketat. Namunrapabeakar hukum
disinyalir memiliki perbedaan pendapat dan penafsiryang berlawanan.
Penafsiran yang memang selama ini menjadi pegamgayarakat, yaitu bahwa
“dikuasai negara” berarti haruslah dilaksanakarapaleh negara melalui atau
dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara dan/#@adan Usaha Milik
Daeralf:™

Pada masa Orde Lama campur tangan pemerintah rdéregdasarkan
ketentuan “dikuasai negara”’ ini digunakan untuk renarkan nasionalisasi
perusahaan-perusahaan asing. Pada masa Orde Bardigimakan untuk
membenarkan ide campur tangan pemerintah darinsigieonomi campuran,
pemerintah campur tangan bukan saja untuk menda@hgitas makroekonomi
tetapi juga untuk tujuan perencanaan. Rasionaldasikeikutsertaan pemerintah
yang terakhir inilah yang telah mengakibatkan selmadpesar campur tangan
pemerintah yang sifatnya merusak persaingan.

Secara garis besar ada beberapa bentuk campantg@egnerintah yang
merusak persaingan. Pertama, pemerintah membatesaipgan pada industri-
industri tertentu dengan menciptakan hambatan mlagkperusahaan domestik.
Termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakang yarenyisihkan sebagian
atau seluruh pasar untuk usaha kecil, koperasi, BUafau kelompok-kelompok
lain. Termasuk pula pembatasan terbuka atau ténsedu dalam investasi
domestik, walaupun suatu industri tidak termasukddiam daftar negatif,
mungkin selalu sulit dan mahal untuk mendapatkasgbejuan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) untuk sebuah prosfék.

Kedua, pemerintah melindungi industri domestiki g@rsaingan dengan
pengusaha asing dengan menciptakan tarif dan hamlipan tarif bagi barang

impor, dan juga menghambat investasi asing. Kefiggak dan pengendalian

61 Fajsal BasriPerekonomian Indonesihal. 347

262 \\/indhu PutraEkonomi Industtihal. 57.
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harga terhadap berbagai barang. Sebagai contolahadaktor rokok kretek,

perusahaan dari ukuran berbeda harus membayar lbesda dan menentukan
harga berbeda pula. Sebagian dari campur tangammurigkin mempunyai

rasionalisasi ekonomi —seperti menjaga stabilitaggdn menjamin kontinuitas
pasokan, atau mendorong industri yang masih bagi-ada pula yang cenderung
destruktif karena tujuan awalnya yang ingin menkgreasar namun justru
memperlihatkan kegagalan pemerintah seAtfri.

Contohnya dapat kita lihat dalam keberadaan BaEanyangga dan
Pemasaran Cengkeh (BPPC). BPPC merupakan suatuor&oms yang
dimpimpin oleh Tommy Soeharto, yang diberikan hasnopoli dari pemerintah
untuk menghadapi konsumen cengkeh dari Gabungaemetan Pabrik Rokok
Indonesia (GAPPRYI), yang dimotori oleh Gudang GarBjarum, Bentoel, dan
Sampoerna yang mengontrol sekitar 85 — 90 % pasgkeh Indonesia.

BPPC dibentuk Januari 1991 yang beranggotakank@ita Niaga dan
KUD. Tugas utama BPPC adalah menjadikan agar haafj@etani tidak dibawah
harga dasar. BPPC menjanjikan harga minimum pearbdkri petani sebesar Rp
7.000,00 dan harga jual dari BPPC ke Pabrik Rokoétdk (PRK) sebesar Rp
12.500,00 — Rp 15.000,00 per kg.

GAPPRI diharuskan membeli cengkeh dari BPPC dimimsgai dari
jumlah yang harus dibeli sampai pengiriman cengkemua dilakukan oleh
BPPC. Sebagai monopolis BPPC pada tahun 1991 mendksm cengkeh dari
petani sebesar 90 ribu ton, dan hanya menjualaseRit ribu ton, karena PRK
menggunakan stok yang ada dan masih adanya pegiagagelap cengkeh.
Tahun 1992 stok cengkeh di BPPC melonjak menjadi dGu ton, hal ini
bertentangan dengan neraca percengkehan nasioalliniHmenyebabkan isu
adanya impor gelap oleh oknum BPPC, yang mengdaha@PPC tidak mampu
membayar bunga pinjaman lunak dari Bank Indonest®esar RP 750 miliar.
BPPC yang mulai mengalami krisis ini pun bahkan mammerencanakan

membakar setengah dari stok cengkehnya untuk ntekeip kelangkaaft*

2831hid, hal. 58.

264 Budipranoto Sudjanadipradja, “Analisis Karaktékigtasar Cengkeh, Konflik BPPC —
GAPPRI, dan Penghitungan Kerugian Kebijakan BPP@ap@elaku Pasar Cengkeh Indonesia
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Contoh lain dapat kita temukan dalam eksistensiaBalUrusan Logistik
(BULOG). Pada tahun 1967 pemerintah membentuk BUL®&at Keputusan
Presidium Kabinet No. 114/U/1967. Pemerintah dendegputusan ini
memberikan BULOG hak monopoli pengadaan dan pergmliahan-bahan
pokok.

Pelaksanaan monopoli pengadaan dan penyaluram-bahan pangan
oleh BULOG ini sejalan dengan politik pangan Penmtah Orde Baru, yang
memberi prioritas pada pengadaan bahan pangan ualglat dengan harga
relatif terjangkau oleh lapisan masyarakat banyk#itena adanya subsidi
pemerintah. Pemberian hak monopoli kepada BULOGupskan bagian dari
strategi pemerintah untuk menstabilkan harga paniganmenjamin stok bahan
pangan nasional. Monopoli perdagangan bahan pamgakemudian berhasil
meredam laju inflasi yang di tahun 1966 sempat mgaicangka 900 persen.

Kontroversi monopoli BULOG, terutama terhadap @&l&an beras, gula
pasir dan tepung terigu, kemudian dikritik masyatalPengadaan ketiga jenis
bahan makanan pokok tersebut dinilai banyak pihekgandung distorsi dalam
hal tender pengadaannya. Hal itu disebabkan kaBéHaOG telah memberikan
hak eksklusif, atau monopoli derivatif, bagi perama ketiga jenis komoditi
tersebut, terutama kepada Salim Group dan PT. PieikBe. Belakangan
BULOG juga memberikan hak istimewa kepada GOROgrkebk usaha milik
Tommy Soeharto, sebagai penyalur beberapa komoditi.

Pelaksanaan impor beras mendapat kritik tajam masyarakat karena
ketertutupan BULOG dalam mencari mitra untuk peagad beras impor.
BULOG tidak saja menunjuk perusahaan swasta unteRjadi perantara guna
mencari pedagang beras dsmpplier di luar negeri, tetapi juga memberi hak
monopoli kepada Salim Group bagi pengapalan berpsrike Indonesia. Selama
ini, BULOG memberi monopoli kepada setidaknya dwaupahaan Indonesia
untuk pengadaan beras impor tersebut, yaitu Saliugs dan PT. PP

Berdikari?®®

(Suatu Studi Kasus Ekonomi Politik),” (Tesis magiistUniversitas Indonesia, Jakarta, 2000),
hal.4.

265 A, Muhammad Asrun, “Pelaksanaan Monopoli Bulog ulnPengadaan Beras dan
Tepung Terigu: Suatu Perbandingan,”(Tesis magistéversitas Indonesia, 1998), hal. 4.
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BULOG juga mendapat kritik sehubungan dengan pdsega tepung
terigu karena BULOG menunjuk PT. Bogasari Flour I8liintuk mengolah
gandum menjadi tepung terigu. Penunjukan PT. Bogaskur Mills ini
dilakukan oleh BULOG secara eksklusif, artinya kidaelalui tender terbuka.
Fakta ini memperlihatkan adanya monopoli derivddifam industri tepung terigu.
Institute for Development of Economics and Finafis®EF) mengatakan bahwa
BULOG kemudian sebenarnya hanya pelaku di atasakesekalipurde jure
pihak yang ditugasi untuk menangani pengadaan tepengu adalah BULOG.
Menurut hasil riset tersebut, Salim Group berpesangat dominan mulai dari
pengadaan dan impor komoditi tersebut, termasulgggalan dari luar negeri ke
Indonesia, pengolahan, penggilingan di dalam negemasaran dan pemakaian.

Pemberian monopoli derivatif oleh BULOG tadi bakyaikritik karena
terbukti memperpanjang mata rantai pengadaan yaragtbmeningkatkan beban
biaya produksi sehingga harga komoditas menjadk. i@elain Salim Group dan
PT. Bogasari Flour Mills, BULOG juga ternyata jugenjalin kerja sama dengan
beberapa kelompok seperti Dharmala, Gunung Sewn, Mantrust sebagai
penyalur komoditi yang dikuasai BULOG. Hal ini akilya membawa kepada
perundingan antara Presiden Soeharto Mwmmaging Director IMF Michael
Candessu pada 15 Januari 1998, yang antara l&h,teenyepakati penghapusan
monopoli BULOG terhadap bahan-bahan kebutusan pdiketuali untuk beras,
yang kemudian diperlunak bahwa penghapusan tadi efektif ketika ekonomi
Indonesia dianggap membaik. Sekaran dengan Kepwre$03/2001 tanggal 13
September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsL(Bk Tugasnya
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajeygestik sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan keduduletagai lembaga
pemerintah non departemen yang bertanggung jawalgsuag kepada
presiderf°®

Kemungkinan diterapkanny@tate Action Doctrinesendiri sebagai dasar
untuk mengecualikan tindakan tertentu dari Hukuens&ngan Usaha dengan
adanya intervensi pemerintah memiliki pembenaramgde adanya pengecualian
kegiatan dan perjanjian tertentu dari UU No. 5 Tahl899. Pengecualian

266 | pid, hal.5.
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terhadap penerapan UU No. 5 Tahun 1999 diatur dBlamIX tentang Ketentuan
Lain, Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 199§ parnbunyi sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahurol8&dasarkan Pasal
50 (a) adalah perbuatan dan atau perjanjian yartgjb@n melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perjanjian yang dikecualikan dari UU No. 5 TahurB9%erdasarkan
Pasal 50 (b) sampai dengan (i) adalah sebagaiuberik

I.  Perjanjian yanmg berkaitan dengan hak atas kekaiyaelektual
seperti lisensi, paten, merek dagang, hak ciptaaideproduk
industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahakgang, serta
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

II. Perjanjian penetapan standar teknis produk baramgathu jasa
yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaiagzu

Ill.  Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidemuat
ketentuan untuk memasok kembali barang dan ataudesgan
harga yang lebih rendah daripada harga yang tefzrjanjikan;
atau

IV.  Perjanjian kerja sama penelitan untuk peningkatano perbaikan
standar hidup masyarakat luas; atau

V. Perjanjian internasional yang telah diratifikasetol Pemerintah
Republik Indonesia; atau

VI.  Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan uekskor yang
tidak menganggu kebutuhan dan atau pasokan pdsan dageri

c. Pelaku usaha yang dikecualikan dari UU No. 5 Tat@@0 adalah pelaku
usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan kegieaina koperasi yang
secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

d. Monopoli dan pemusatan kegiatan yang dikecualikan U No. 5
Tahun 1999 berdasarkan Pasal 51 adalah Monopoliattan pemusatan
kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atmaga&ran barang dan
atau jasa yang menguasai hajat hidup orang barerék sabang-cabang
produksi yang penting bagi negara diatur denganangrdindang dan
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diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dao dadan atau

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemeifita

Dari rangkaian pengecualian tersebut, peluangkumienerjemahkaBtate

Action Doctrinedalam khasanah Hukum Persaingan Usaha di Indomasigkin

dengan keberadaan Pasal 50 (a) tentang pengecuadiedasarkan alasan

melaksankan peraturan perundang-undangan dan Phdehtang pengecualian

terhadap BUMN atau lembaga yang dibentuk atau gikupemerintah.

A. Pengecualian Berdasarkan Alasan Melaksanakan ParaRerundang-

Undangan

Dasar Hukum

Pasal 50 (a) UU No. 5 Tahun 1999 mengecualikanuagain dan
atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan pemajperundang-
undangan yang berlaku. Pengecualian berdasarkesl B@s(a)

tersebut dijabarkan KPPU dengan mengeluarkan Bigptitusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor:
253/KPPU/Kep/VI11/2008 tentang Pedoman PelaksanaesalPS0
(a).

Tujuan Pengecualian
Tujuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf (a) diarjuintuk:

1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama,
misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku udedwal
dalam rangka meningkatkan kekuatan penawaranniaket
menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatanakon
lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadapkpela
usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalarergean
Hukum Persaingan Usaha.

2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 apabila terjadi Ikonf

kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui

%57 Ningrum Natasya Sirait, et.alkhtisar Ketentuan Persaingan Usah@akarta : The
Indonesia Netherlands National Legal Reform ProgiidbhRP), 2010), hal. 186.
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kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturanrakzng-
undangan.

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan penerapa
peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian
bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk
mengurangi resiko dan ketidakpastian. Sektor keamang
perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnyaape
sektor keuangan dalam proses pengenmabangan ekonomi

4. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19452°8

lll.  Elemen-Elemen
Pasal 50 (a) UU No. 5 Tahun 1999 mengandung elextenen
sebagai berikut:

1. Perbuatan
Kata “perbuatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang diperbuat
(dilakukan). Selanjutnya jika dikaitkan dengan kétan
dalam BAB IV UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur
tentang “Kegiatan Yang Dilarang” yang kemudian
dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengsal P
24 berupa suatu larangan bagi pelaku usaha untuk
melakukan sesuatu, maka kata “kegiatan” maknanyea sa
dengan “perbuatan” untuk melakukan sesuatu. Demiki
juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam BAB \hgya
mengatur mengenai “posisi dominan” yang kemudian
dijabarkan dalam ketentuan Pasal 25 sampai dengsal P
29 isinya berupa larangan bagi pelaku usaha meiagguan
posisi dominan, dalam arti larangan melakukan dasua

perbuatan. Oleh karena itu kata “perbuatan” dalasaP50

268 | pid, hal. 190.
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huruf (a) tidak tepat jika diartikan secara harfiatinya
hanya tertumpu dengan kata “perbuatan” tetapi harus
diartikan lebih luas yang dapat mencakup “esenau at
makna dasar” yang terkandung dalam kata “perbuatan”

Berdasarkan uraian tersebut kata “perbuatan”

mempunyai makna yang sama dengan melakukan
“kegiatan”. Jadi, kegiatan yang dilarang dalam BAB
dapat diterjemahkan juga dengan melakukan “perhliata
yang dilarang, sehingga ketentuan yang diatur d&&
IV (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) jika kegiatan
dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk yang
dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf{&).

Selanjutnya, pengertian kata “perbuatan” dalam
Pasal 50 huruf (a) mencakup juga pengecualian dapha
hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam BAB
Posisi Dominan, sepanjang pelaku usaha dalam melaku
perbuatan tersebut yakni menggunakan posisi dominan
berdasarkan kewenangan dari Undang-Undang atau dari
peraturan perundang-undangan yang secara tegaspatnd
delegasi dari Undang-Undang. Di sini eprlu ditegask
wewenang yang didelegasikan oleh Undang-Undangrbuka
oleh “peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang.”

Penegasan wewenang yang didelegasikan oleh
Undang-Undang sangat penting, mengingat “peraturan
perundang-undangan” jenisnya sangat banyak termasuk
berbagai peraturan perundang-undangan di bawahngnda
Undang, sedangkan terdapat suatu ketentuan bahwa

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

269 pid, hal. 191.
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tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan paratu
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan
yang tidak secara langsung diamanatkan sebagaupara
pelaksana dari suatu Undang-Undang, maka peraturan
tersebut tidak dapat dapat mengenyampingkan UUSNo.
Tahun 1999. Dengan demikian apabila materi penatura
perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut
bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 maka tidak
dapat diterjemahkan sebagai pengecualian sebagaiman
diatur dalam Pasal 50 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999

Sebaliknya, walaupun peraturan perundang-
undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usahak unt
melakukan perbuatan dan atau perjanjian adalahmdala
bentuk Peraturan Menteri misalnya, tetapi jika Rega
Menteri tersebut diterapkan atas delegasi langsiaug
Undang-Undang, maka perbuatan dan atau perjanjian
tersebut walaupun akibatnya tidak sejalan dengsenkean
UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang bersangkutan
tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Hal tersebteriag
tindakan hukum pelaku usaha adalah untk melaksanaka
peraturan perundang-undangan yang berlaku, jikaagsuk
dalam kategori pengecualian sebagaimana dimakdadchda
Pasal 50 huruf (&)

2. Perjanjian
Definisi Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasahtdka 7
adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usdgh&
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelalahadain
dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidakliert
Pemahaman terhadap “Perjanjian” inipun sama dengan

untuk “Perbuatan” artinya perjanjian yang dilakukaeh

270 |pid, hal. 192.

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH Ul, 2011



129

pelaku usaha, memang secara tegas wewenangnya
didasarkan atas ketentuan Undang-Undang atau katent
“peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Uridang
tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari gndan
Undang. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelakibiausa
adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angk& 5
No. 5 Tahun 1999 adalah orang perseorangan ataanbad
usaha baik yang berbentuk badan hukum atau buldamba
hukum.

3. Bertujuan melaksanakan
Dengan frasa “bertujuan melaksanakan” dapat dartik
bahwa pelaku usaha melakukan sesuatu tindakan bukan
atas otoritas sendiri tetapi berdasarkan perintam d
kewenangan yang secara tegas diatur dalam Undang-
Undang atau dalam peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara
tegas dari Undang-Undang. Dengan demikian “perbuata
dan atau perjanjian” yang dikecualikan dalam kefmt
Pasal huruf (a), adalah perbuatan dan atau pemagang
dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkamtgleri
dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undaag at
oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang tetapi berdasarkan delegasi secara tegds dar
Undang-Undang, untuk dilaksanakan. Melaksanakan
peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsskana
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Melaksanakan” selalu dikaitkan dengan kewenangargy
secara tegas diberikan pada subjek hukum tertelefu o
Undang-Undang (peraturan perundang-undangan)

sedangkan “berdasarkan” tidak terkait dengan peiarber
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kewenangan, tetapi semata-mata hanya menunjukkak un

suatu hal tertentu diatur dasar hukumf¥a.

Contoh | Melaksanakan Peraturan Perundang-
undangan yang Berlaku (Pemberian Kewenangan) —
(UU Pelayaran)

a. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi  “Presiden  menetapkan  peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.”

b. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999
yang berbunyi “Komisi dapat membentuk kelompok
kerja”

Kedua contoh tersebut menunjukkan pemberian
kewenangan kepada subjek hukum untuk melakukam suat

perbuatan

Contoh Il Tindakan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku (bukan merupakan
pemberian kewenangan)
Ketentuan Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yang berbunyi
“Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat dan atau dokumen;

d. Petunjuk;

e. Keterangan pelaku usaha.
Ketentuan Pasal 42 tersebut bukan pemberian kewanan
kepada Komisi untuk melakukan suatu perbuatanpiteta
semata-mata berupa penegasan tentang jenis atatyaog

271 \bid, hal. 193
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dapat digunakan oleh Komisi dalam melakukan
pemeriksaan. Jadi, jika Komisi dalam memberikarugan
berdasarkan alat-alat bukti tersebut, keabsahanbali
tidak dapat disangkal karena sudah ditentukan barkan
peraturan perundang-undangan.

Dari kedua contoh di atas, yaitu melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa
pemberian kewenangan dan tindakan berdasarkarupmrat
perundang-undangan yang bukan merupakan pemberian
kewenangan, di dapat bahwa peraturan perundang-
undangan selain Undang-Undang (misalnya Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, atau PeraturaneN)ent
dapat dijadikan dasar pemberian kewenangan, tatg#pk
ketentuan Pasal huruf (a) harus dibatasi hanya kaugan
yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atda p
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari gndan
Undang. Pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan
bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih menda
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan pemahaman bahwa terdapat perbedaan
yang esensial antara “Peraturan Perundang-undarggan”
“Undang-Undang” maka ketentuan pengecualian dalam
Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat
diterapkan jika perjanjian yang dilakukan sesuaek®ian
Pasal 5 ayat (1) tidak didasarkan pada instrumerhu
“Undang-Undang”, misalnya hanya didasarkan pada
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atauuRera

Menteri, maka pelaku usaha tersebut dianggap telah
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melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, karenal Bas
ayat (2) secara tegas berdasarkan Undang-Urfdang.
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Dalam BAB IV telah dibahas mengenai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yakni harus mengacu
pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), theser
penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanggn ya
meliputi:
 Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang
mencakup:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
c) Peraturan Presiden;
d) Peraturan Daerah
* Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) diatur mengenai
peraturan perundang-undangan selain yang diatur
dalam ayat (1). Jenis dari peraturan perundang-
undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
adalah sebagaimana dirinci dalam penjelasannya
yang mencakup: “Jenis Peraturan Perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh:
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b) Dewan Perwakilan Rakyat;
c) Dewan Perwakilan Daerah;
d) Mahkamah Agung;
e) Mahkamah Konstitusi;

272 |pid, hal. 194.
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f) Badan Pemeriksa Keungan;
g) Bank Indonesia;
h) Menteri;
i) Kepala Badan;
j) Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang
dibentuk  oleh  Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undag-Undang;
k) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi;
[) Gubernur,;
m) Dewan  Perwakilan = Rakyat  daerah
Kabupaten/Kota;
n) Bupati/Walikota;
0) Kepala Desa atau yang setingkat.
Termasuk pengertian peraturan perundang-undangag ya
berlaku adalah instrumen hukum dalam bentuk
“Keputusan” yang bersifat mengatur yang ditetapkéah
pejabat yang berwenang (misalnya Presiden, Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota) yang ditetapkan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tgntan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Hal tersebut karena berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditegask
bahwa: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,
Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati / Walikotau at
Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimakswndal
Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah adduseb
Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

ini.2"
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B. Pengecualian Berdasarkan Unsur-Unsur yang Terkgndalam Pasal 51
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengecualian TerhaddMMB atau
Lembaga yang Dibentuk atau Ditunjuk Pemerintah. K Pfengatur lebih
lanjut penerapan pengecualian Pasal 51 tersebgademengeluarkan
Keputusan KPPU No. 89/ KPPU/ Kep/ lll/ 2009 tentaRgdoman
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nbahbin 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingah&Jidak Sehat.
Keputusan KPPU ini sendiri sebenarnya telah dicalemgan Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 28ataig Pedoman
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nbahbin 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingam&$idak Sehat.

I.  Monopoli dan / atau Pemusatan Kegiatan
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999, defmisnopoli
adalah: “Penguasaan atas produksi dan atau pemdssiang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu petaka atau satu
kelompok pelaku usaha.”

Berdasarkan definisi tersebut, monopoli pada dgsar
menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku ateha
barang dan atau jasa tertentu yang dapat dicapaiatdarus
melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktekopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur pemusatan kegiatan dalam pasal 51 UU Ndibima
1999 dapat didefinisikan sebagai pemusatan kekuekamomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nah&n
1999, yaitu: “Penguasaan yang nyata atas suatu passangkutan
oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapsntwkan harga
barang dan atau jasa.”

Berdasarkan definisi tersebut, pemusatan kegiaizaa
dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaamysa
atas suatu pasar bersangkutan yang dicerminkan dar
kemampuannya dalam menentukan harga yang dapgadickeh

satu atau lebih pelaku usaha tanpa harus melakakampun
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan giarsaingan
usaha tidak sehat.

Dengan memperhatikan uraian pemahaman unsur-unsur
tersebut di atas, maka baik monopoli maupun perandagiatan
bukan merupakan kegiatan yang dilarang UU No. Sumat®99
dan dapat dilakukan ataupun dicapai oleh satu latsibh pelaku
usaha dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsisapgan
usaha yang sehat.

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dapat dikkuk
negara terhadap kegiatan yang berkaitan denganpr@dduksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang rsandugat
hidup orang banyak dan (2) cabang-cabang prodwksj penting
bagi negara.

II.  Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasg ya
Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak
Maksud barang/dan atau jasa yang menguasai hajap lurang
banyak adalah yang memiliki fungsi:

a) Alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa ymergsal
dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmurantrakya

b) Distribusi, yang diarahkan pada barang dan/ataa yasg
dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetafa padtu
waktu tertentu atau terus-menerus tidak dapat digen
pasar; dan atau

c) Stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/msa
yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seper
barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan kaaman
moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengatuaan d
pengawasan bersifat khusis.

lll.  Cabang-cabang Produksi yang Penting bagi Negara

274 |bid, hal. 219.
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Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagara
adalah ragam usaha produksi atau penyediaan bdsaigtau jasa
yang memiliki sifat:

a) Strategis, yaitu cabang produksi atas barang danjasa
yang secara langsung melindungi kepentingan peréaiha
negara dan menjaga keamanan nasional; atau

b) Finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitah éagan
pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilaretsron
dan jaminan perpajakan, dan sektor jasa keuangag ya
dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negarbadaep
kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atamagaran
barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidupm dranyak
serta cabang-cabang produksi yang penting bagiraebarus
diatur dengan Undang-Undang.

Diatur dengan Undang-Undang

Pengertian diatur dengan undang-undang merupakamatshegal
dari negara untuk melakukan monopoli dan/atau petaos
kegiatan atas barang dan/atau jasa yang menguagdi thdup
orang banyak serta cabang-cabang produksi yangngebggi
negara.

Hal ini berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiaileh
negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah rdiatiebih
dahulu dalam bentuk undang-undang (bukan perapgaimdang-
undangan di bawah undang-undang). Undang-undarsgbigr
harus mencantumkan secara jelas tujuan monopol/at@dan
pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan
pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopuktala
pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak memgada praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun pelaksanaan monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang barkaiengan
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produksi dan atau pemasaran atas barang dan/asauygng
menguasai hajat hidup orang banyak serta cabarduksbyang
penting bagi negara, dapat diselenggarakan olefinbashha milik
negara dan/atau badan atau lembaga yang diberdukdétinjuk
oleh pemerintaf’™
V. Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dam/Badan
atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pieraér
V.3 Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara menurut Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar myadal
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara $ang
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiata
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau ja&ta ol
negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengarnuksod
dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa yang
menguasai hajat hidup orang banyak serta cabaryksop
yang penting bagi negara, diutamakan dan terutama
diselenggarakan oleh BUMN.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
adalah tidak sama dan tidak termasuk dalam ruaiggup
dari pengertian badan usaha milik negara. Hal ini
disebabkan pengaturannya yang bersifat khusus atan t
cara pendirian dan pertanggungjawabannya diaturedar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersendi
yaitu yang terkait pemerintahan daerah.

Dalam hal dimana BUMN tidak memiliki
kemampuan untuk menyelenggarakan  penguasaan

monopoli negara, maka berdasarkan pasal 51 UU No. 5

278 |pid, hal. 220.
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Tahun 1999 penyelenggaraan monopoli dan/atau
pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh lzdan
lembaga yang dibentuk pemerintah.

Diselenggarakan Badan atau Lembaga yang Dibentuk
Pemerintah dalam pengertian peraturan peraturan
perundang-undangan adalah pemeritnah pusat yadig ter
atas presiden dan seluruh aparatur administrasaraeg
tingkat pusat. Dengan demikian, badan atau lemigagg
dibentuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang
ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk pemerintah pusat.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah
menjalankan tugas pelayanan kepentingan umpuafbliC
servicg yang kewenangannya berasal dari pemerintah pusat
dan dibiayai oleh dana negara (APBN) atau danailpubl
lainnya yang ada keterkaitan dengan negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah
memiliki ciri melaksanakan:

a) Pemerintahan negara;

b) Manajemen keadministrasian negara;

c) Pengendalian atau pengawasan terhadap badan
usaha milik negara; dan atau

d) Tata usaha negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah
dalam menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a) Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatannya
dipengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada
pemerintah;

b) Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari

keuntungan;
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c) Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh
atau sebagian monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan kepada pihak lain
BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk

pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau
pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuaindenga
kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal BUMN, badan atau lembaga yang
dibentuk pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan &agiat
maka pemerintah dapat menunjuk badan atau lembaga
tertentu?’®
V.3 Diselenggarakan badan atau Lembaga yang Ditunjuk

Pemerintah Badan atau Lembaga yang ditunjuk petaérin
memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk di datean
adalah badan atau lembaga perdata yang tidak rkemili
keterkaitan dengan tugas dan fungsi negara

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah
adalah badan atau lembaga yang ditetapkan olelbgteja
administrasi yang berwenang. Prosedur dan persyarat
penunjukan badan atau lembaga yang ditunjuk petaérin
sebagai penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur megnenai pengadaan
barang dan/atau jasa pemerintah sehingga tidak
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.

BUMN dan Badan atau lembaga yang ditunjuk

pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau
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pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuailiabut
dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BUMN ataupun badan atau lembaga yang dibentuk
ataupun ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyetanga
monopoli dan/atau pemusatan kegiatan sebagaimana
dimaksud, tidak dapat melimpahkan kembali hak
penyelenggaraan  monopolinya dan/atau  pemusatan
kegiatannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada
pihak lain.

Maka terkait dengan penyelenggara monopoli
dan/atau pemusatan kegiatan barang dan/atau jagp ya
menguasai hajat hidup orang banyak serta cabamylsb
yang penting bagi negara, Pasal 51 UU No. 5 Tal@e® 1
menentukannya  secara  sistematis dengan tetap
mendasarkan pada alasan-alasan yang rasional berupa
pertimbangan profesionalitas, legalitas, dan diedgi
pencapaian sasaran tujuan penyelenggaraan monopoli
dan/atau pemusatan kegiatan.

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 51 UU No. 5
Tahun 1999, urut-urutan yang dapat dijadikan aduegi
pemerintah untuk menentukan pihak penyelenggara
monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan
dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan#stau
yang menguasai hajat hidup orang banyak serta gaban
produksi yang penting bagi negara adalah sebagéauke

i.  Diselenggarakan oleh BUMN.
ii. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang
dibentuk pemerintah.
iii.  Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang
dibentuk pemerintah.
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Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk
pemerintah.

Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk
pemerintah.

Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang
ditunjuk pemerintah.

Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang
ditunjuk pemerintah.

Diselenggarakan olenh Badan yang ditunjuk
pemerintah.

Diselenggarakan oleh Lembaga yang ditunjuk

pemerintat.”’

277 bid, hal. 223.
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BAB IV

STATE ACTION DOCTRINE DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA

4.1. ANALISIS PENERAPAN STATE ACTION DOCTRINE DALAM
HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

4.1.1. Keberadaasstate Action Doctrinedalam Pasal 50 Huruf a UU No. 5
Tahun 1999 : Studi Terhadap Perkara Hukum Persairigsaha di
Indonesia
Untuk melihat keberadaaBtate Action Doctringlalam Pasal 50 huruf a

UU No. 5 Tahun 1999, akan dijabarkan dua buah parkbukum Persaingan

Usaha di Indonesia dimana terdapat klémate Action Doctrinalari Terlapor

untuk melakukan pembelaan bahwa tindakan merekak tahpat dikenakan

penegakan Hukum Persaingan Usaha.

1) Perkara Surveyor Gula (Putusan KPPU Perkara No@@&iPPU-1/2005)
A. Duduk Perkara
Dalam perkara ini, Terlapor adalah PT Surveyorofresia (Persero)
sebagai Terlapor | dan PT Superintending Compariydiainesia sebagai Terlapor
Il. Terdapat kebijakan Pemerintah yang tertuangardalKeputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesmdidb27/MPP/Kep/9/2004
tanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impta (8K Menperindag No.
527/2004)juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangaruliikp
Indonesia Nomor : 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23t&aper 2004 tentang
Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasiu APenelusuran Teknis
Impor Gula (SK Menperindag No. 594/2004) yaitu &pdr | dan Terlapor II.
Menindaklanjuti keberadaan SK tadi, PT Surveyodohesia dan PT
Superintending Company of Indonesia membuat péajangerjasama Operasi

(KSO) dalam operasional pelaksanaan verifikasi g@oelusuran teknis impor
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gula. Selain itu, PT Surveyor Indonesia dan PT 8ofmnding Company of
Indonesia juga melakukan penetapan harga jasakesiifitau penelusuran teknis
impor gula.

Selain membentuk KSO dan melakukan penetapan ,hBMaSurveyor
Indonesia dan PT Superintending Company of Indanggla menunjuk SGS
Geneva sebagai surveyor satu-satunya dalam melakuwaifikasi atau
penelusuran teknis impor gula di negara asal bafhgSurveyor Indonesia dan
PT Superintending Company of Indonesia tidak pemahunjuk surveyor selain
SGS Geneva atau SGS negara setempat yang ditur@k Geneva dan
merupakan anak perusahaannya untuk melaksanakdikageratau penelusuran
teknis impor gula di negara asal barang.

KPPU menilai, tidak adanya pilihan penyedia jasarifikasi atau
penelusuran teknis impor gula lain selain melalBX mengakibatkan para
importir tidak akan pernah memperoleh harga daaray pembanding. Hal ini
berdampak kepada imbalan yang harus dibayar olehipgortir menjadi relatif
sangat tinggi sehingga mengakibatkan peningkatayalproduksi, harga jual dan
mengurangi daya saing produk. Peningkatan biaydutss dan kenaikan harga
jual produk tadi berdampak pada semakin terbebanikgnsumen sebagai
pengguna produk tersebut, dan oleh karenanya maébigt mengakibatkan
kerugian bagi kepentingan umum. Hal ini berimplikzada Majelis Komisi yang
memutus PT Surveyor Indonesia dan PT Superintendmgpany of Indonesia
telah melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999.

Selain itu, atas tindakannya membuat perjanjianasama Operasi (KSO)
dalam operasional pelaksanaan verifikasi atau psaedn teknis impor gula dan
hanya menunjuk SGS Geneva tanpa memperhatikan upeis&ha lain untuk
melaksanakan verifikasi atau penelusuran tekni®irgpla di negara asal barang,
PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Compétrydonesia dinlai telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf &allb Tahun 1999 perihal
kegiatan yang menolak dan menghalangi pelaku usshauntuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Compd Indonesia
juga diputus telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tat@@9 terkait penetapan
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harga karena secara bersama-sama telah melakukagtapan harga jasa
verifikasi atau penelusuran teknis impor gula.

Perkara ini sendiri kemudian berlanjut ke tahapekatan dimana PT
Surveyor Indonesia dan PT Superintending Companinadnesia mengajukan
upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri sesuasii pelaku usaha, yaitu
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Para Pemohon Keberatan, Putusan KPPUnlenggan dengan
hukum yang berlaku karena perbuatan dan atau jarjayang dilakukan oleh
Para Pemohon verifikasi teknis impor gula merupakaerbuatan yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &@f BuUU No. 5 Tahun
1999. Dalam Pasal 50 huruf a dinyatakan bahwa dlaj#ing dikecualikan dari
UU No. 5 Tahun 1999 antara lain terhadap perbuayang bertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan yangkberPara Pemohon
berpendapat bahwa segala perbuatan dan atau @erjgang dilakukan oleh Para
Pemohon Keberatan dalam penyedian jasa verifikegi @enelusuran teknis
impor gula adalah semata-mata untuk menjalankaratyp@n perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut Para Pemohon Keberatan, kegiatan verifiateu penelusuran
teknis impor gula yang dilakukan oleh PT Surveyardadnesia dan PT
Superintending Company of Indonesia merupakan @drirdari serangkaian
peraturan perundang-undangan. Rangkaian perat@amgang-undangan yang
dimaksud adalah:

(1) Undang-undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagamarang

Dalam Pengawasan

Dalam Undang-undang ini antara lain memberikan weang kepada

pemerintah untuk mengawasi barang-barang terterding y dapat

mempengaruhi kepentingan masyarakat;
(2) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada riteate untuk

melakukan pengawasan terhadap pangan.

(3) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentandhKeta Pangan
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Peraturan pemerintah ini memberikan kewenangan deefgemerintah
untuk menjaga kelangsungan dan kemampuan masyarakaik
menyediakan pangan.

(4) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 tentangaBandan Barang-
barang Dalam Pengawaan
Peraturan pemerintah ini memerintahkan dan mendreriwewenang
kepada Presiden untuk menetapkan komoditas apayaaga ditetapkan
sebagai barang dalam pengawasan.

(5) Keputusan Presiden No. 57 Tahun 2004 tentang Reretaula Sebagai
Barang Dalam Pengawasan.

Keputusan Presiden ini menetapkan secara spesifiwd gula salah satu
komoditas yang berada dalam pengawasan Pemerintah.

(6) Keputusan Presiden No. 58 Tahun 2004 tentang PanangGula yang
Diimpor Secara Tidak Sah
Keputusan Presiden ini menegaskan bahwa importguias dibatasi dan
diawasi oleh Pemerintah. Sedangkan ketentuan tejaigliatur oleh
Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

(7) SK Memperindag No. 527/2004 tentang Ketentuan In{pola jo. Kep.
Memperindah No. 02/M/Kep/XIl/2004 tentang Perubahatas Kep.
Memperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentogor Gula
Latar belakang dibuatnya kedua peraturan tersedatala kehendak
Pemerintah untuk membatasi masuknya gula impomnkakemoditas gula
termasuk dalam kategori barang yang sensitif. Disedensitif karena
masuknya komoditas gula impor ke pasar dalam ne§@n mengganggu
stabilitas harga gula dan merugikan para petani sefhingga Pemerintah
memandang perlu untuk mengatur dan mengawasiigga rmpor gula.

Adapun ketentuan-ketentuan pokok dalam Kep. Mengag
tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Pembatasan jenis dan kualitas gula yang dapat diimp
2. Pembatasan gula yang diimpor yang dilarang dipamigican di
pasar dalam negeri

3. Persyaratan dan pembatasan Importir Gula
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. Kewajiban yang harus dipenuhi Importir Gula

5. Pemerintah berwenang untuk melakukan verifikasi u ata

penelusuran teknis impor gula. Pelaksanaannya ukiéak oleh

surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.

(8) SK Memperindag No. 594/2004 tentang Penunjukan eyarv sebagai
Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ingada

Keputusan Memperindag ini merupakan tindak lanjti ddanya Kep.

Memperindag No. 527/2004 di atas. Adapun ketenketentuan dalam
Kep. Memperindag No. 594/2004 antara lain sebagyakiat:

Menunjuk Surveyor : (i) PT (Persero) Sucofindo dd@h PT
(Persero) Surveyor Indonesia

Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam dikturrame
mempunyai tugas:

a) Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yamrdjputi
data atau keterangan mengenai negara asal muat gula
spesifikasi gula yang mencakup nomor HS, Nilai IC&M
dan uraian gula, jumlah dan jenis gula, waktu ppatn
dalam rangka penyesuaian masa berlaku persetupyzor i
dan pelabuhan tujuan.

b) Menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ke dalam Laporan
Survey yang digunakan sebagai dokumen impor.

c) Menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatanfikesi
atau penelusuran teknis impor gula secara periséilap
bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepagerD
Daglu cg. Direktur Impor Departemen Perindustrian
Perdagangan.

Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuranigeknpor,
surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa gdrggikan
dari importir yang besarnya disesuaikan denganrasasaat.

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengankgeat@an

Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
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v. Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalamurDikt
Pertama tidak menghapus kewenangan Menteri Petimatusian
Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah
penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi pénelusuran

teknis impor gula.

Berdasarkan rangkaian ketentuan di atas, Para lRemdeberatan
menyatakan bahwa penyediaan jasa verifikasi ataalpguran teknis impor gula
semata-mata dilakukan dalam rangka menjalankanypareperundang-undangan
yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan-perbugtantersebut merupakan
perbuatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksladndaasal 50 huruf a UU
No. 5 Tahun 1999. Selain itu, Para Penmohon Kedberaienyatakan bahwa
fungsi dan tugas yang dilakukan oleh Para Pemohebekatan semata-mata
merupakan pelayanan publik untuk dan atas nama ritgate dalam hal ini
adalah Memperindag cq. Dirjen Perdagangan Luar fNe@deh karena itu,
kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kebelzgaada di luar kegiatan
usaha perdagangan. Adapaun ditunjuknya Para Pemaldesarkan atas
pengalaman (minimal lima tahun), sumber daya manugeralatan dan
kompetensi yang dimiliki oleh Para Pemohon Keberatsuai dengan Pasal 14
ayat (5) Kep. Menperindag No. 527/2004.

Lebih lanjut, Para Pemohon Keberatan menyatakdmvdebiaya yang
dipikulkan kepada para importir terkait adanya mehgan jasa verifikasi oleh
Para Pemohon Keberatan adalah biaya pelaksanagsi foublik. Dengan kata
lain, adanya pemungutan biaya dari surveyor kepada importir merupakan hal
yang wajar dan dibenarkan. Hal ini sesuai dengaenkean Kep. Memperindag
No. 527/2004 jo. Kep. Memperindag No. 594/2004 yangnyatakan bahwa
surveyor dapat memungut biaya atas jasa verifiki@si penelusuran teknis impor
gula yang besarnya sesuai asas manfaat. MenurubHeenKeberatan, yang
dimaksud dengan asas manfaat adalah sebatas biagng wajar (easonable
cos).

Pemohon Keberatan menolak pandangan KPPU yangataday bahwa

pembayaran biaya pelaksanaan pelayanan verifikapor gula sebagai jasa
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dalam dunia bisniscOmmercial activities yang berlaku di pasar. Faktanya,
kegiatan verifikasi tersebut merupakan kewenangaamédfntah yang
didelegasikan wewenangnya kepada Pemohon Keberatan.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanOWKPPU/PN
Jak.Sel pada 4 April 2006 menyatakan menerima peomen keberatan Para
Terlapor/Para Pemohon terhadap Putusan KPPU NKP®&&J-1/2005 tanggal 30
Desember 2005 dan menyatakan KPPU dan Putusan Wifanggar ketentuan
Pasal 50 huruf a UU NO. 5 Tahun 1999 dan karenamgmbatalkan Putusan
KPPU tadi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta $elditeahap keberatan ini
sendiri kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamda@ung Nomor
03K/KPPU/ 2006 Tahun 2006 dimana pengajuan kadeki KWPPU ditolak oleh
Mahkamah Agung.

B. Analisis KeberadaaState Action Doctrindalam Perkara

I. Unsur Tujuan yang Jelas dari Negara untuk Mengéaral
Kegiatan Tertentu dari Hukum Persaingan Usaha

Dalam perkara ini, terdapat Keputusan Menteri riéeistrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/MPP/K2p(®! tanggal 17
September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula (SKpdendag No. 527/2004)
juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangamnulifkpindonesia
Nomor : 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 Septembed2@dtang Penunjukan
Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penednstieknis Impor Gula (SK
Menperindag No. 594/2004) yaitu Terlapor | dan djgok II.

Keberadaan dari dua Surat Keputusan Menperindagsendiri tidak
termasuk ke dalam hierarki peraturan perundangngatadalam Pasal 7 ayat (1)
UU No. 10 Tahun 2004 yaitu : (a) UUD 1945; (b) UnddUndang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) PeratuesmeRntah; (d) Peraturan
Presiden; (e) Peraturan Daerah. Namun, dia lahideéegasi yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan dalam hierarki yanlg tenggi di atasnya seperti
disebut tadi.

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH Ul, 2011



149

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 58 Tahun Z6Q4rg Penanganan
Gula yang Diimpor Secara Tidak Sah dinyatakan bahwar gula harus dibatasi
dan diawasi oleh Pemerintah dimana ketentuan teyaisliatur oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan. Maka, berdasarkabgoan kewenangan ini,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluat@nMemperindag No.
527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula jo. Kep. Menmgah No.
02/M/Kep/XI11/2004 tentang Perubahan atas Kep. Meindag No.
527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan Impor Gulayysaiah satu ketentuannya
adalah Pemerintah berwenang untuk melakukan vasifitau penelusuran teknis
impor gula. Pelaksanaannya dilakukan oleh survegnog ditunjuk oleh Menteri.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan olehnya sendidli, taMenteri
Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputdsateri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 594/K&#9/2004 tanggal 23
September 2004 tentang Penunjukan Surveyor SeBatgldsana Verifikasi Atau
Penelusuran Teknis Impor Gula.

Terkait unsur tujuan yang jelas dari negara umtekgecualikan kegiatan
tertentu dari Hukum Persaingan Usaha tadi, maka hdrus melihat bagaimana
Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 mengaturnylkebaan dengan perbuatan
dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakaatyyan perundang-undangan
yang berlaku. Koneksitas antara unsur tujuan yaeigsjdari negara untuk
mengecualikan kegiatan tertentu dari Hukum Persaingsaha sebagai salah satu
ukuran dalanmMidcal Testatautwo-pronged testsebagai parameter mutlak yang
harus selalu dilihat dalam memutus perkara Hukumsdfegan Usaha yang
berhubungan dengan adarnytate Action Doctringlengan Pasal 50 huruf a UU
No. 5 Tahun 1999 adalah terkait dengan unsur “pentumelaksanakan” dalam
pasal yang bersangkutan.

Mengingat penjelasan Pasal 50 huruf a UU No. 5uiah999 hanya
mencantumkan kalimat “cukup jelas”, mau tidak malach menjabarkan unsur
“bertujuan melaksanakan” tadi yang harus diperbatikdalah Pedoman Pasal
Tentang Ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tah@®0lyang dikeluarkan
berdasarkan Keputusan KPPU Nomor : 253/KPPU/VII&00
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Dalam pedoman tersebut pada intinya “perbuatan atan perjanjian”
yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huratlalah yang dilakukan oleh
pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kegemgang diberikan oleh
Undang-Undang atau oleh peraturan perundang-undadgeébawah undang-
undang atau oleh peraturan perundang-undangana@dihbandang-undang tetapi
berdasarkan pula delegasi secara tegas dari unoatang, untuk dilaksanakan.

Dalam pedomannya, KPPU menganggap “melaksanakarartb adalah
kewenangan yang secara tegas diberikan pada suhjedm tertentu oleh
undang-undang (peraturan perundang-undangan). Déswda lain, harus terdapat
delegasi secara tegas dari undang-undang kepamlaupedaha untuk kegiatannya
sehingga dapat dikatakan kegiatannya (perbuatara@nperjanjian) tadi dapat
dikecualikan dari penegakan Hukum Persaingan Ubahdasarkarstate Action
Doctrine

Dalam perkara ini, balk PT Surveyor Indonesia &dn Superintending
Company of Indonesia memang tidak diberikan delegasara tegas langsung
dari peraturan tertulis yang termasuk dalam lingkpgraturan perundang-
undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. Posseka yang eksklusif
sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran geknpor gula didapat dari
lingkup SK.

Selain itu, SK yang menunjuk PT Surveyor Indonesian PT
Superintending Company of Indonesia sebagai pebaksaerifikasi atau
penelusuran teknis impor gula didapat dari lingsifpsendiri hanya melegitimasi
posisi mereka yang eksklusif dalam pelaksanaaaifikasi atau penelusuran
teknis impor gula. Dalam prakteknya, PT Surveyordolmesia dan PT
Superintending Company of Indonesia secara bersama membentuk
Perjanjian KSO, melakukan penetapan harga atasymsg mereka berikan dan
menunjuk SGS Geneva sebagai surveyor satu-satatgman anelakukan verifikasi
atau penelusuran teknis impor gula di negara asahly. Dengan kata lain, ketiga
tindakan PT Surveyor Indonesia dan PT Superintgn@ompany of Indonesia
tidak merupakan delegasi yang tegas dari peratpeanndang-undangan yang
secara spesifik mengaturnya dan bukan pula merop&ieavenangan yang

diberikan oleh SK penunjukan terhadap mereka selagaeyor.
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Tindakan-tindakan PT Surveyor Indonesia dan PT eSojending
Company of Indonesia yang membentuk Perjanjian Ki8€lakukan penetapan
harga atas jasa yang mereka berikan dan menunj&k@sBeva sebagai surveyor
satu-satunya dalam melakukan verifikasi atau penetn teknis impor gula di
negara asal barang adalah lebih disebabkan keputnereka ketimbang hanya
menjalankan dengan tegas delegasi yang diatur essdoamal legalistik dan
diberikan kepada mereka. Tindakan-tindakan merekd $endiri tidak bisa
langsung disebut melanggar ketentuan Hukum Pem@aikpaha, tapi hanyalah
tidak bisa dikecualikan dari supervisi atau penagakukum Persaingan Usaha.

Hal ini menyebabkan unsur tujuan yang jelas daggana untuk
mengecualikan kegiatan tertentu dari Hukum Persaingsaha sebagai salah satu
ukuran dalamMidcal Testatautwo-pronged testsebagai parameter yang harus
selalu dilihat dalam memutus perkara Hukum PersaindJsaha yang
berhubungan dengan adan§tate Action Doctringidak terpenuhi sehingga PT
Surveyor Indonesia dan PT Superintending Compangdufnesia, apabila dinilai
berdasarkarState Action Doctrinetidak lepas dari penegakan di bidang Hukum
Persaingan Usaha dan mekanisme di pengadilanlap gapat membuktikan
apakah ketiga tindakan mereka tadi telah melandgeNo. 5 Tahun 1999.

ii.  Unsur Supervisi yang Aktif

Unsur kedua yang terdapat daldviidcal Testatau two-pronged tests
adalah adanya supervisi aktif dari otoritas pentahirterkait keberadaaBtate
Action Doctrine Peraturan yang langsung menetapkan keharusanyaadan
supervisi aktif adalah Keputusan Presiden No. S7uma2004 tentang Penetapan
Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan dimana diseisecara spesifik secara
spesifik bahwa gula adalah salah satu komoditag panada dalam pengawasan
Pemerintah.

Selanjutnya lewat keberadaan Keputusan Presiden5Blorahun 2004
tentang Penanganan Gula yang Diimpor Secara Tiddk ditegaskan bahwa
impor gula harus dibatasi dan diawasi oleh PersrinSedangkan ketentuan
teknisnya diatur oleh Menteri Perindustrian dandBgangan. Maka otoritas
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terkait yang didelegasikan untuk melakukan superaidif adalah Menteri
Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam butir iii SK Memperindag No. 594/2004 tergaRenunjukan
Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penanstieknis Impor Gula
disebutkan bahwa dalam melaksanakan verifikasi penelusuran teknis impor,
surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa gldragikan dari importir
yang besarnya disesuaikan dengan asas manfaatniHalelahirkan perlunya
otoritas terkait —dalam hal ini Menteri Perindustrdan Perdagangan- melakukan
supervisi untuk menilai apakah imbalan jasa yarxprkan dari importir telah
sesuai dengan asas manfaat. Hal ini berkenaan mlehgar ke v yang
memberikan kewenangan bagi Menteri Perindustriam Bardagangan untuk
mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Sunssjagai pelaksana
verifikasi atau penelusuran teknis impor gula. Malapat ditarik kesimpulan
bahwa Menteri Perindustrian dan Perdaganganlah galvyg memiliki tanggung
jawab dalam melakukan supervisi terhadap kegiafarsiveyor Indonesia dan
PT Superintending Company of Indonesia yang meitilék eksklusif dari SK
yang mereka keluarkan karena hak eksklusif —at&uri@nopoli- yang demikian
sangat rentan terhadap praktek monopoli yang abusif

Dalam konteks perkara-perkara yang berhubungagaseBtate Action
Doctrine di Amerika Serikat, ketika terbukti telah ada swps aktif dari otoritas
pemerintah terkait perihal privilese yang diberikariuk mengecualikan tindakan
antipersaingan maka tindakan tersebut dikecualidan penegakan Hukum
Persaingan Usaha. Namun, ketika tidak terdapatrgigpeaktif, maka adalah

tugas Hukum Persaingan Usaha untuk menilai tindékaebut.

2) Perkara Monopoli Air Bersih di Batam (Putusan KPP&rkara Nomor :
11/KPPU-L/2008)
A. Duduk Perkara
Dalam perkara ini PT Adhya Tirta Batam (ATB) admf@erusahaan yang
melaksanakan pengelolaan air bersih di Batam dergmya hak eksklusif
konsesi pengelolaan air bersih berdasarkan Keput@arita Batam Nomor
062/UM-KPTS/XI1/1995.
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PT ATB dinlai telah melakukan praktek monopoli desarkan Pasal 17
UU No. 5 Tahun 1999. PT ATB dengan hak monopolitgiah melakukan
praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih dilalPuBatam berupa
penghentian atau pengurangan pemasangan sambuagagang menyebabkan
konsumen terhalangi haknya untuk mendapatkan pasakabersih. PT ATB
tidak melakukan investasi untuk menambah kapasita®ersih dengan alasan
usulan peninjauan tarif yang belum mendapat pgtsetudari pihak terkait
(dalam hal ini Otorita Batam). Kondisi ini menimkah kerugian terhadap
pengembang dan penghuni perumahan karena perunyahgntelah dibangun
jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasakia karena belum dipasang
meteran air dengan alasan keterbatasan pasokaersiin

PT ATB juga diduga telah melakukan diskriminasidasarkan Pasal 19
huruf d UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak melakugamasangan meteran air
terhadap perumahan yang telah membangun jaringansesuai prosedur,
seharusnya pengembang yang telah memenuhi peesyanagénjadi prioritas
untuk mendapat sambungan air dan bukan menungguwangil Dengan
terhambatnya proses pemasangan meteran air olekTBT pihak pengembang
mengalami kesulitan untuk menjual lokasi perumahdal ini menyebabkan
pengembang baru kesulitan bersaing dengan pengentdraa yang diakui oleh
PT ATB lebih diprioritaskan.

Selain dua pasal tadi, PT ATB juga disebut melakugenyalahgunaan
posisi dominan pada Pasal 25 ayat (1) huruf a Udawang No. 5 Tahun 1999.
PT ATB menetapkan pemasangan meteran air baru limpga dilakukan apabila
rumah telah selesai dan atau telah akad kredit. AFB bertanggungjawab
terhadap pembangunan jalur utama dengan membangarinoluk yang hanya
sampai ke depan area perumahan. Untuk lokasi yalitgden belum ada pipa
induk PT ATB menawarkan kepada pengembang untuk buampipa induk
dengan modal sendiri dengan catatan PT ATB akarggastikan investasi yang
telah dikeluarkan oleh pengembang tersebut setaisih flowmencukupi dengan

waktu yang ditentukan.

Universitas Indonesia
State action ..., Kurnia Togar P., FH Ul, 2011



154

Meskipun syarat-syarat tersebut telah dipenuhi siEembungan air telah
terpasang, akan tetapi terdapat pengembang yang bedlsm mendapat pasokan
air bersih dengan alasan kurangnya kapasitas agy 3da.

Dalam putusannya, Majelis Komisi dari KPPU memuRis ATB telah
melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a UU No. 5 Tat®@®9, namun tidak
memenuhi unsur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasall19 No. 5 Tahun 1999.
Hal ini disebabkan unsur ‘barang dan jasa bersaidglam pasal yang
bersangkutan tidak terpenuhi karena meskipun tetdpplaku usaha lain yang
menyediakan jasa pelayanan air bersih di PulaunBatakni PT PKT dan PT
Batamindo, tetapi kedua pelaku usaha tersebut bdekda pada pasar yang sama
dengan PT ATB sehingga ketentuan pasal ini tidgleteuhi.

PT ATB, selaku terlapor, melakukan pembelaan dengendalilkan
bahwa tindakan mereka harusnya dikecualikan dengamdasarkan pada Pasal
50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Terdapat ketentliesalam Pasal 9 Undang-
Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (\tJ 7 Tahun 2004)
yang memperbolehkan keterlibatan aktif dari pihakldn usaha swasta dalam
mengelola atau melaksanakan apa yang diistilah&aagsi “hak guna usaha air”,
dalam bentuk antara lain: (a) pemberian kontraks&en (b) pola bangun guna
serah built operate and transf@r (c) perusahaan patungan, (d) kontrak
pelayanan, (e) kontrak manajemen, (f) kontrak keinsg) kontrak sewa dan
sebagainya.

Selain itu, pada Peraturan Presiden No. 16 TahQ0A5 2tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP No.Tabun 2005)
dinyatakan:

(1) Koperasi dan/atau badan usaha swasata dapat begegta dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM (Sistem Pengediaa
Minum) pada daerah, wilayah atau kawasan yang btdgangkau
pelayanan BUMN/BUMD;

(2) Pelibatan Koperasi dan/atau badan usaha swastajaselama
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pHmSnsip
persaingan yang sehat melalui proses pelelangaraisdengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan yang sama juga disebutkan bahwaysmg dikenakan
wajib memperhatikan prinsip-prinsip keterjangkauaan keadilan, mutu
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pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian, #iansparansi dan
akuntabilitas serta perlindungan air baku.

Bahwa dengan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tadi,t@tBengembangan
Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) merayélan Keputusan No.
062/UM-KPTS/X1/1995 yang memberikan hak untuk mebakakan konsesi
pengelolaan air bersih di Pulau Batam mulai tang§aNovember 1995 dengan
Hak Eksklusif. Keberadaan konsesi ini sendiri tethkuatkan dengan adanya
Keputusan No. 14/G.TUN/2005/PTUN.PBR tanggal 23 é&per 2005 dari
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah muskan bahwa hak
konsesi air PT ATB sesuai dengan Perjanjian (k&ptkoonsesi dan Keputusan
Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air adalah sah desuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 98 UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan palava perizinan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya amig yelah diterbitkan
sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini dinyatatletap berlaku sampai
dengan masa berlakunya berakhir. Hal ini berimglikeahwa Keputusan No.
062/UM-KPTS/X1/1995 yang memberikan hak untuk mebakakan konsesi
pengelolaan air bersih di Pulau Batam kepada PT Aii@lai tanggal 15
November 1995 dengan Hak Eksklusif tetap berlakat gerkara ini diputus
KPPU karena kontraknya belum berakhir.

Berkenaan dengan eksistenState Action Doctrinedalam kerangka
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, maka PT ATBdalékan bahwa
berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 198§iatan monopoli mereka
merupakan kegiatan yang dikecualikan dari ketentuatang-undang (UU No. 5
Tahun 1999) karena setiap perbuatan dan atau penagang bertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan yargkbeatalah dikecualikan
dari penegakan Hukum Persaingan Usaha.

PT ATB kemudian mengajukan keberatan di Pengadilageri Batam
dimana atas hal ini Putusan KPPU dibatalkan PN rBadangan pertimbangan
bahwa PT ATB pengembang amanat Peraturan DaeratitaOBatam. KPPU
kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (NWAA. melalui Putusan
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No. 413K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 matigin putusan
KPPU?"®

MA berpendapat bahwa monopoli pengelolaan air gdelaku usaha
tertentu tidak dengan sendirinya menjadikannya eteasb dari kewajiban
berperilaku usaha sehat. Meskipun penunjukannyaasditan pada suatu
Peraturan Daerah, pelaku usaha monopoli tidak dapahanfaatkan posisi
dominannya untuk memaksa perubahan kebijakan tgaihg disamping
menunjukkan penyalahgunaan juga jelas merugikarstkoen. Hal ini mana
memenuhi kualifikasi penyalahgunaan monopoli yaiteyahg oleh Pasal 17 UU
No. 5 Tahun1999”

B. Analisis KeberadaaState Action Doctrinéalam Perkara
Untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikaltu oleh PT ATB
adalah harus dikecualikan dari penegakan Hukumalg/an Usaha, maka dapat
kita gunakan keberadaaviidcal Testatautwo-pronged testsebagai parameter
yang harus selalu diperhatikan dalam memutus petdakum Persaingan Usaha
yang berhubungan dengan adai8tate Action Doctrineyaitu: (1) tujuan yang
jelas dari negara untuk mengecualikan kegiataertertdari hukum persaingan

usaha. dan (2) supervisi yang aktif.

I. Unsur Tujuan yang Jelas dari Negara untuk MengéaraKegiatan
Tertentu dari Hukum Persaingan Usaha

Parameter pertama, tujuan yang jelas dari neganak umengecualikan
kegiatan tertentu dari hukum persaingan usaha ladaiuk melihat apakah Pasal
50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 dapat menjadi peagvetlari PT ATB dengan
menyatakan kegiatan yang dilakukannya tidak dajp@ndkan penegakan dalam
Hukum Persaingan Usaha. Seperti telah dijelaskagls@mnya, berdasarkan Pasal
9 UU No. 7 Tahun 2004 maka eksistensi PT ATB yargnanopoli pengelolaan

air bersih adalah dapat dibenarkan.

28 KPPU, “MA Menguatkan Putusan Monopoli Air di BatdrMajalah Kompetisi Edisi
22, (2010), hal. 16.

279 | pid
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Namun, eksistensi monopolis dengan mendalilkan mida peraturan
tertulis semata harus memperhatikan pula secasaalpakah tindakan monopolis
tersebut adalah sesuai dengan tujuan yang jelasegara ¢learly articulated
state policy. Untuk memenuhi kriteria ini, maka yang harushail tidaklah hanya
Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 semata. Seperti teigtaskan di atas ada
ketentuan lain dalam PP No. 16 Tahun 2005 -yangupadan peraturan
pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004- yang menyatakhwddahwa tarif yang
dikenakan wajib memperhatikan prinsip-prinsip Ketegkauan dan keadilan,
mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaia, transparansi dan
akuntabilitas serta perlindungan air baku. Tindakadakan PT ATB berupa
penghentian atau pengurangan pemasangan sambumgagang menyebabkan
konsumen terhalangi haknya untuk mendapatkan pasaha bersih, tidak
melakukan pemasangan meteran air terhadap perunyahgntelah membangun
jaringan air sesuai prosedur terhadap pengembang Harena lebih
memprioritaskan pengembang lama, dan melakukaratsggarat perdagangan
kepada pengembang dengan posisi dominan yang kimgai, adalah berturut-
turut dapat diduga melanggar ketentuan UU No.5 md@99.

Hal ini membuat Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 hanlibatl hanya
sebagai sebuah legitimasi yuridis posisi PT ATBulininemperoleh posisi
monopolinya, namun harus tetap diperhatikan apakalktek monopoli yang
dilakukan oleh PT ATB adalah benar-benar memerwjhan jelas dari negara di
sektor pengelolaan air bersih dan karenanya haules gpperhatikan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan. Atau, secara sedart@apat pula dinilai apakah
praktek monopoli yang dilakukan PT ATB adalah meghéenar-benar diatur
secara formal legalistik dan merupakan delegasigymgas oleh peraturan
perundang-undangan tertentu seperti tindakan-tamdakiduga KPPU. Dengan
kata lain, ketika praktek monopoli yang dilakukdahoPT ATB adalah terbukti
merugikan dan atau membuat konsumen air bersihpafakku usaha lain —seperti
pengembang- menderita kerugian, maka praktek mdingpog dilakukan PT
ATB tersebut tidaklah dikecualikan dari penegakawkdin Persaingan Usaha.
Ketika tindakan PT ATB lebih murni keputusannya bpdi ketimbang

menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanyéa rhal tersebut harus
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dilihat sebagai sebuah praktek monopoli yang tidiklecualikan dari penegakan
Hukum Persaingan Usaha berdasar&&ate Action Doctrind&arena unsur tujuan
yang jelas dari negara untuk mengecualikan kegidatatentu dari Hukum
Persaingan Usahacléarly articulated state policy to displace conipen)
tidaklah terpenuhi.

Hal ini berkaitan dengan pertimbangan Majelis KanKPPU dalam
Putusan Nomor : 11/KPPU-L/2008 pada halaman 135 @gR.7 dimana
dinyatakan terdapat perbedaan antara monopoli dgngd&tek monopoli, dimana
monopoli menitikberatkan pada struktur sementaraktipk monopoli lebih
menitikberatkan pada perilaku. Maka, konsekuengistoya adalah, Pasal 50
huruf a UU No. 5 Tahun 1999 harus dilihat sebaegaitimasi adanya posisi
monopolistik karena adanya peraturan perundangAgaiayang mendasarinya
namun praktek monopoli yang dilakukan oleh mongpglang mendapatkan
legitimasi yang demikian adalah tidak lepas danggakan Hukum Persaingan

Usaha.

li. Unsur Supervisi Aktif

Parameter kedua adalah melihat apakah ada supeikiisi terhadap
eksistensi monopoli yang diberikan kepada PT ATBhteterpenuhi sebagai
landasan keberadaaftate Action Doctrinedalam monopoli pengelolaan air
bersih di Batam. Untuk melihat apakah terdapat isugieaktif dari perkara ini,
kita dapat melihat bagian mengenai keterlibatan é?etahan Kota (Pemko)
Batam terkait penyediaan air bersih di Pulau Batam.

Sebelum perjanjian konsensi antara PT ATB dendanit® Batam dibuat
tahun 1995, pengelolaan air bersih di Pulau Bataenupakan tanggung jawab
Otorita Batam karena pada saat itu pemerintahaPutiu Batam dikelola oleh
Otorita Batam. Oleh karena itu Perjanjian Konségisiang pengelolaan air bersih
antara PT ATB dengan otorita batam merupakan gejaperdata antara kedua
belah pihak.

Setelah terbit UU No. 7 Tahun 2004 dan PP No. HiuR 2005,
pemerintah daerah mendapat peranan dalam regudagielplaan air bersih.

Tetapi karena Pemko Batam berdiri setelah Perjarifiansensi dibuat, maka
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khusus di Pulau Batam Pemko Batam bukan merupakaak p/ang terlibat
langsung dalam pengelolaan air bersih.

Adapun peran Pemko Batam akhirnya hanyalah seladyaser bagi
otorita batam dalam perubahan-perubahan di Pajamfonsesi. Pemko Batam
tidak memiliki kewenangan dalam penentuan tarifbarsih karena berdasarkan
PP No. 16 Tahun 2005 di Pasal 77 disebutkan pa&fjargebelum adanya PP
masih tetap berlaku, sehingga wewenang penentuatetap berada pada tangan
Otorita Batam.

Dari fakta-fakta tadi, maka jelaslah otorita batgang memiliki kewajiban
untuk melakukan supervisi aktif terhadap kegiataonopoli pengelolaan air
bersih yang dilakukan oleh PT ATB. Dalam keharusatuk melakukan supervisi
aktif sebagai salah satu elemen penfitate Action Doctrinegputusan-putusan di
Amerika Serikat selalu mempertanyakan agen penag¢rintana yang posisinya
paling dekat dalam memberikan privilese kepada mpol® Dalam perkara ini,
agen pemerintah yang bertanggung jawab melakukaengsi aktif adalah
Otorita Batam karena otorita batam —lah yang mergkan Keputusan No.
062/UM-KPTS/X1/1995 yang memberikan hak untuk mebakakan konsesi
pengelolaan air bersih di Pulau Batam mulai tang§aNovember 1995 dengan
Hak Eksklusif.

Lewat keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973uMd@am ditetapkan
sebagai lingkungan kerja daerah industri denganukdidg oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau tbkénal dengan Badan
Otorita Batam atau Otorita Batam sebagai pengg@mkbangunan Batam.
Eksistensi keberadaan Otorita Batam sendiri makperlluat dengan adanya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembantBaerah yang dalam
Pasal 119 ayat (1) menyatakan bahwa Kewenanganaaeabupaten dan
Daerah Kota berlaku juga di kawasan otorita yantetek di dalam Daerah
Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pdlabhukawasan bandar udara,
kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan peraep kawasan
pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisategasan jalan bebas

hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.
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Ketika sebuah supervisi aktif yang harusnya dijkden otoritas
pemerintah terkait tidak dijalankan secara ketahwya dan justru bertendensi
kepada dugaan sebuah praktek monopoli yang neghdii merugikan
kesejahteraan konsumen, di situlah otoritas pegyaairdi Indonesia lewat KPPU-
masuk. Supervisi aktif diperlukan dalam menentukpakah sebuah monopoli
yang berdasarkan keberadaan intervensi negara [gwa¢rintah masih relevan
dengan tujuan awal intervensi yang bersangkutan.

Dalam perkara ini, supervisi aktif yang harusnylakdikan oleh Otorita
Batam sendiri tidak terpenuhi karena tindakan-tkada praktek monopoli PT
ATB dalam rentang waktu tertentu lebih didasarkadapinisiatifnya pribadi dan
bukannya tindakan-tindakan yang memang terlebilldadisupervisi secara aktif
oleh Otorita Batam. Ketiadaan supevisi aktif dddribas pemerintah terkait tadi
menyebabkan otoritas persaingan menjalankan fuygsmelakukan supervisi
aktif lewat serangkaian pemeriksaan hingga menkaiulsanksi administratif atas
tindakan monopolis.

Dari kedua perkara contoh penerag&iate Action Doctringadi, analisis
Midcal Test atau two-prongedtests dapat digunakan untuk melihat apa saja
ukuran-ukuran dalam penerapan Pasal 50 huruf a OUsNrahun 1999. Dalam
menjabarkamMidcal Testatautwo-prongedterdapat pembagian sebagai berikut.

I.  Adanya Tujuan yang Jelas dari Negara untuk Mendi&amaKegiatan

Tertentu dari Hukum Persaingan Usaha

1. Delegasi yang Tegas

Unsur delegasi yang tegas sangatlah penting untekguokur apakah
tindakan tertentu dikecualikan dari penegakan HulRersaingan Usaha. Dalam
Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, penedefimitgghadap adanya delegasi
yang tegas berkenaan dengan adanya unsur “bertojedaksanakan”. Dalam
konteksState Action Doctrin@danya delegasi yang tegas berkaitan erat dengan
salah satu unsidcal Testyaitu keberadaan tujuan yang jelas dari neganakunt
mengecualikan kegiatan tertentu dari Hukum Persaingsaha atau terkait
adanya artikulasi yang jelas dari kebijakan negertak mengecualikan tindakan

yang antipersaingamléarly articulated state policy to displace compen).
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Dalam Pedoman KPPU Tentang Ketentuan Pasal 50 hutiJ No. 5
Tahun 1999, frasa “bertujuan melaksanakan” dagatikian bahwa pelaku usaha
melakukan sesuatu tindakan bukan atas otoritasirsetetapi berdasarkan
perintah dan kewenangan yang secara tegas didtum dandang-Undang atau
dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undadgng tetapi mendapat
delegasi secara tegas dari Undang-Undang.

Memang, unsur delegasi secara tegas sendiri mas@merlukan
pedefinisian lebih lanjut terkait setegas apa deledersebut harus dibaca.
Apabila kita melakukan pendefinisian berdasarkatekadaanState Action
Doctrine maka dalam perkat@antor v. Detroit Edison Co428 U.S. 579 (1976),
Mahkamah Agung, Amerika Serikat menyatakan bal8tate Action Doctrine
berlaku terhadap kegiatan swasta yang tidak laalaaduntuk menaati peraturan
pemerintah. Tidaklah adil untuk meminta pertangjavgaban pelaku usaha yang
dalam kegiatannya hanya menjalankan delegasi daregintah kepadany’

Konsekuensinya adalah, pelaku usaha hanya boldbkoken sejauh
mana yang diberikan kewenangan padanya tanpa bmlehyimpang dari
kewenangan yang didelegasikan tersebut. Apabila ymmgang dan
penyimpangan tersebut lebih dikarenakan keputuspotksannya pribadi, maka
penyimpangan tersebut tidak langsung dinyatakaagselpelanggaran hanya saja
dia tidak dikecualikan dari supervisi penegakan uiok Persaingan Usaha
berdasarkan keberada&tate Action Doctrine.

Dalam dua perkara tadi apabila digunakan pararsesee Action Doctrine
dalam menerjemahkan unsur delegasi yang tegasRzesdd 50 huruf a UU No. 5
Tahun 1999, maka dapat dinyatakan keduanya tidaktdapas dari supervisi
penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Pada perkara pertama, PT Surveyor Indonesia darSuperintending
Company mendapatkan legitimasi posisinya berdasaBta Menperindag No.
527/2004 jo. SK Menperindag No. 594/2004. Dalam Bl€nperindag No.
594/2004 yang menjadi dasar penunjukan merekak tiada sedikit —pun

disinggung perihal kebolehan para terlapor untukakukan tindakan-tindakan

80 gchwartz, “...State Action Doctrine In The Deredatl Electric...,” hal. 1477.
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membentuk Perjanjian KSO, melakukan penetapan hatagajasa yang mereka
berikan dan menunjuk SGS Geneva sebagai surveymr-satunya dalam
melakukan verifikasi atau penelusuran teknis imgala di negara asal barang.
Karena itu, apabila kita membaca unsur “bertujuaelaksanakan” sebagai
delegasi yang tegas dan kemudian menjabarkan delggag tegas dengan
parameteiState Action Doctrinemaka tindakan para terlapor tidak dikecualikan
berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.

Serupa dengan perkara pertama, pada perkara kdeltiaATB
memperolah legitimasi untuk melakukan monopoli @rsih berdasarkan Kep.
Otorita Batam No. 062/UM-KPTS/X1/1995 terkait pembe hak konsensi
eksklusif dimana hal tersebut merupaan delegasiRimal 9 UU Sumber Daya
Air. Namun, dalam prakteknya PT ATB melakukan tkal&tindakan yang lebih
disebabkan keputusannya pribadi seperti penghent#au pengurangan
pemasangan sambungan baru yang menyebabkan kongarhatangi haknya
untuk mendapatkan pasokan air bersih, tidak mekkylemasangan meteran air
terhadap perumahan yang telah membangun jaringaesuai prosedur terhadap
pengembang baru karena lebih memprioritaskan peo@egn lama, dan
melakukan syarat-syarat perdagangan kepada penggrdbagan posisi dominan
yang dimilikinya. Tindakan-tindakan sendiri tadi rist dibuktikan apakah
melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, namurk tada alasan untuk
mengatakan tindakan-tindakan tadi dikecualikan dsadckan Pasal 50 huruf a UU
No. 5 Tahun 1999 karena unsur “bertujuan melaksareak’ tidaklah terpenuhi.

2. Monopoli dan Praktek Monopoli

Dalam Perkara Monopoli Air Bersih di Batam (PutusédPU Perkara
Nomor : 11/KPPU-L/2008), Majelis Komisi dari KPPUenyatakan terdapat
perbedaan antara monopoli dan praktek monopoli ménmmaenurutnya monopoli
menitikberatkan pada struktur sementara praktekopaln lebih mentikberatkan
kepada perilaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 199&ikan:
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Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan amagaran barang
dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh skkupgsaha atau satu
kelompok pelaku usatté’

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dinyatakan:

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekormdeh satu atau

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaimgdugsi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu gahmgnimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikemtiegan umurf’

Adanya pembedaan antara posisi monopoli dan praktekopoli tadi
berkaitan erat dengan adanya Mazhab Harvard dalakarkl Persaingan Usaha.
Mazhab Harvard atau Harvard School dikenal dengan pendekatan
Structure,Conduct,PerformanceStruktur, Perilaku, dan Kinerja). Mazhab
Harvard menilai perlunya evaluasi antara konsegkgir (jumlah pelaku usaha di
pasar dan kemudahan masuk dan keluar pasar),kpe(tierkait kebijakan harga
dan diskon ataupun metode-metode pemasaran atamogilp dan kinerja
(kemampuan efisiensi dan teknologp.

Menurut KPPU, Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1B88ya berbicara
mengenai posisi monopoli dan bukannya praktek maolhogviaka, dalam
kaitannya dengan Mazhab Harvard yang menyatakawé@advaluasi Hukum
Persaingan Usaha harus melihat struktur, perilaam, kinerja, KPPU menilai
tidaklah cukup melihat adanya posisi monopoli (dir) semata tapi juga perlu
untuk melihat praktek monopoli (perilaku dan kiagmlari perusahaan.

Permasalahan muncul karena pada Pasal 50 hurufrdap& unsur
“perbuatan dan atau perjanjian” dimana seolah-gbahktek monopoli-pun
harusnya dikecualikan dari penegakan Hukum Peraaingsaha selama ia
melaksanakan peraturan perundang-undangan yarmkbeKetentuan Pasal 50

huruf a ini tentu berbeda dengan Pasal 51 yang edspgnkan unsur “monopoli

1 |ndonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 199€lIgaangka 1.
%2 |bid, pasal 1 angka 2.

83 W.Kip Viscusi, et.all, Economic of Regulation and AntitruygMassachusetss : The
MIT Press, 1998), hal.58.
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dan atau pemusatan kegiatan” dimana yang dimaksaidla struktur atau posisi
monopoli dan bukannya praktek monopoli.

Kesimpulannya, Pasal 50 huruf a dapat juga mengkanapraktek
monopoli yang berkaitan dengan perilaku dan kinergamopolis selama bertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan atatekprakonopoli tersebut
adalah delegasi tegas yang bertujuan untuk melakaanperaturan perundang-

undangan.

[I.  Adanya Supervisi yang Aktif
1. Supervisi yang Aktif Dari Otoritas Pemerintah Tetka

Dari kedua perkara yang menjadi contoh tadi, kpatlamenyatakan
bahwa keberadaan supervisi yang aktif dalam settepsensi pemerintah yang di
dalamnya terdapat keberad&ate Action Doctrinadalah sesuatu yang memang
diperlukan. Supervisi aktif sangat diperlukan untng&lihat sejauh mana sebuah
praktek tertentu yang memiliki intensi untuk diketkan dari Hukum Persaingan
Usaha berdasarkestate Action Doctrinenasih relevan untuk dipertahankan dan
tidak menciderai masyarakat atau konsumen.

Sebagai contoh adalah pada Perkara Surveyor Guitugfan KPPU
Perkara Nomor : 08/KPPU-I/2005). Perkara ini makba beberapa peraturan
yang memang dapat ditafsirkan sebagai keharusarerpgah lewat otoritas
terkait untuk melakukan supervisi aktif. Terdapapidres No. 57 Tahun 2004
yang menetapkan secara spesifik bahwa gula mesgdaln satu komoditas yang
berada dalam pengawasan pemerintah. Bahkan, dakanvié&nperindag No.
594/2004 terkait penunjukan dua surveyor dicantumiaahwa Menteri
Perindustrian dan Perdagangan berwenang untuk mencengganti dan
menambah penunjukan surveyor sebagai pelaksan@kasriatau penelusuran
teknis impor gula.

Ketentuan ini melahirkan sebuah kesimpulan, bahlexdasarkan
supervisi aktif dari otoritas pemerintah terkait giMeri Perindustrian dan
Perdagangan) , posisi dari para surveyor dapdusdilzertimbangkan dari waktu
ke waktu dan disesuaikan dengan asas manfaat aaikisi kinerja maupun sisi

harga seperti tertera dalam SK Memperindag No. 24/ yang menyatakan
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imbalan jasa atas jasa yang diberikan dari impbesarnya disesuaikan dengan
asas manfaat.
2. Supervisi Lewat Hukum Persaingan Usaha

Dalam pendapatnya ketika menilai FTC yang melakuwkaluasi terhadap
adanya hambatan perdagangan secara horizontal gelde@araMass. Board of
Optometry Hakim Ginsburg dari Mahkamah Agung, Amerika Satrik
mengeluarkan pertanyaan yang sering disebut seb@myggak eksistensi Hukum
Persaingan Usaha dewasa ini. Hakim Ginsburg delagéng menyatakan proses
peradilan Hukum Persaingan Usaha sebagai “Pengaditauk Kesejahteraan
Konsumen” Court of Consumer Welfayé** Bersandarkan pada pendapat Hakim
Ginsburg ini, lahirlah sebuah kesimpulan yang m&akan bahwa proses
peradilan dalam bidang Hukum Persaingan Usaha nkerijuan utama untuk
menilai apakah konsumen diciderai atau tidak delouah tindakan tertentu yang
diduga melanggar Hukum Persaingan Usaha. Adanyandsp dari Hukum
Persaingan Usaha terhadap tindakan tertentu yahggaimelanggar ketentuan
Hukum Persaingan Usaha haruslah menjadikan keeegaimt konsumen sebagai
parameter utama dalam menilai tindakan tertentlbirti@erimplikasi pula dalam
melakukan supervisi terhadap perkara yang menatitimaState Action Doctrine
dimana yang disupervisi termasuk pula adanya kebeara intervensi dari
pemerintah.

Bentuk supervisi aktif terhadap kegiatan pemehintadi dapat dilihat
dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 yanigusyi:

Tugas Komisi meliputi:

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadapgakabi Pemerintah
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atasapgan usaha tidak
sehat®

84 John B. Kirkwood dan Robert H. Lande, “The Chic&gtool's Foundation Is Flawed
. Antitrust Protects Consumers, Not Efficiency” idRitofsky (Ed).,How The Chicago School
Overshot., hal. 95.

8 Indonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 1995I@5huruf e.
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Dalam melakukan supervisi terhadap kegiatan peradri tersebut,
pendekatan dari Mazhab Harvard dapat dikedepankemzhab Harvard atau
Harvard School dikenal dengan pendekata8tructure,Conduct,Performance
(Struktur, Perilaku, dan Kinerja) sedangkan Maz@aicago atalChicago School
dengan pendekatdfrice Theory(Teori Harga). Kedua mazhab ini pada dasarnya
memiliki landasan fundamental yang sama yaitu meéegankan persaingan
sebagai filosofis yang terbaik bagi mekanisme paBarbedaan yang mendasar
adalah dalam pandangannya soal intervensi pemergdéam bidang ekonomi
dalam upayanya memonitor atau melakukan superédiatap mekanisme
persaingan.

Seperti telah disinggung sebelumnya, Mazhab Hdrwaenilai bahwa
pasar mungkin saja gagal mengoptimalisasi mekanmengaingan di dalamnya
(imperfect competition Hal ini melahirkan pandangan yang menyatakarampas
harus disupervisi dengan ketat oleh Hukum Persaikigzaha dengan berdasarkan
analisis terhadap struktur, kinerja, dan performa.

Berbeda dengan Mazhab Harvard, Mazhab Chicago angralsar pada
dasarnya akan bekerja secara otomatis dengannefiRea penganjur Mazhab
Chicago menilai bahwa sebuah konsentrasi tingga geesar adalah refleksi dari
optimalisasi skala ekonomi dan besarnya pasar sewdatif. Pada dasarnya
Mazhab Chicago merasa supervisi terhadap mekanisensaingan tidaklah
terlalu diperlukarf®

Dalam konteks adanya supervisi aktif terhadapjakén pemerintah yang
bertendensi merusak persaingan, maka yang kitapke#an adalah pendekatan
Mazhab Harvard. Edward Mason menyatakan bahwa dielnj pemerintah
(government poligydan Hukum Persaingan Usahantftrust regulation harus
berjalan beriringan. Hukum Persaingan Usaha haresjadi parameter utama
dalam menilai kinerja perekonomian sebuah negavatlanalisis terhadap pasar.
Mason membuat skematisasi yang ia beri naife Structure Conduct

Performance Model of Industrial Organizatiif

286 Burgess Jr.The Economic of Regulation and Antitrusal. 58.
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The Structure Conduct Performance Model of Industrial Organization®®®

Structure
Concentration
Product
Diffrentation
Entry Barriers

Conduct

Pricing

Advertising
Research&Develop
ment

—
<

ﬂ

ﬂ ﬂ

—
<—

Government Policy
Antitrust Regulation

Performance
Efficiency
Technical Progress

Dalam uraiannya Mason mengatakan bahwa pendelatagan struktur

pasar menyangkut dua hal yang utama vyaitu konsenfpasar iharket

concentratiof dan juga hambatan masuk pasdrar(iers to entry dan

menyatakan bahwa beberapa perusahaan besar mekehkampuan untuk

mengontrol rigiditas harga di pasar dan juga mendansi pasar dengan cara

mempersulit pesaing baru yang ingin masuk ke paBatam mendapatkan

posisinya tadi, perlu dicermati cara-cara yang rkimgdidapat oleh

perusahaaff’ Perusahaan dapat menjadi besar di pasar karenaniseie

persaingan, keunggulan teknologi, dan juga melakukavasi-inovasi. Selain itu,

perlu juga dicermati bahwa perusahaan mungkin regjamperoleh posisinya tadi

berdasarkan persetujuan pemerintgbvérnment consenatau dengan kata lain

adanya tindakan yang anti persaingan justru adalkifbat dari lahirnya

persetujuan dari pemerintafi.

2% |pid
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Mengingat sangat mungkinnya perusahan mendapathsisi pnonopolis
dari persetujuan pemerintah, maka logika Mason yaladam bagannya
menempatkan kebijakan pemerintah dan Hukum Peimaitdsaha dalam satu
bagian dapat diterima. Ini menandakan bahwa Hukemsdhgan Usaha yang
dilahirkan lewat kebijakan pemerintah itu sendapdt berfungsi sebagai otokritik
terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomitéena yang berhubungan
dengan tindakan anti persaingan.

Dalam penyusunan Pasal 35 huruf e, pendekatan alararvard tadi
terlihat jelas. Eksistensi Pasal 35 huruf e serthpat disebut sebagai afirmasi
kebutuhan untuk memonitor kebijakan pemerintah teeam Hukum Persaingan
Usaha seperti yang dikedepankan penganjur Mazhakakta

Berdasarkan Pasal 35 huruf e salah satu tugas KRRlIah memberikan
saran dan pertimbangan sehubungan dengan kebpgakaerintah yang berkaitan
dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usdhla sehat. Karena hal ini
merupakan kewajiban dari KPPU yang harus dipenmaka tidak diperlukan
adanya permintaan dari pemerintah. Sebaliknya, KR¥etkewajiban untuk
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerptbila dianggap perlu
tanpa diminta, dengan tujuan untuk mendorong ekom@sar berfungsi secara
lancar, karena pelaku usaha dilindungi dari praktekopoli dan persaingan usah
tidak sehat*

Peningkatan perlindungan ini juga dilakukan dendjherikannya laporan
secara berkala mengenai hasil kerja KPPU kepadaideére dan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam B&s&uruf g UU No. 5
Tahun 1999 yang menyatakan :

Tugas Komisi meliputi:
f. Memberikan laporan secara berkala atas hasia kikomisi
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan RaR¥at.

2% Ningrum Natasya SiraifAsosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sel{Medan : Pustaka
Bangsa Press, 2003), hal. 28.

1 Hansen et.alyndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 380.

292 |ndonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 1995I@6huruf g.
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Laporan tersebut harus disampaikan secara bertetEpi KPPU atas
dasar pertimbangannya dapat menentukan sendirnkwaktu dan saat laporan
tersebut. Mengingat terdapatnya kebutuhan inforselsina periode awal setelah
Undang-undang tersebut diberlakukan, maka dianjurkgar laporan tersebut
disampaikan setahun satu kali. Kesediaan pelaf&bausntuk menerima undang-
undang tersebut dapat ditingkatkan apabila lapdedunan KPPU tersebut
setelah disampaikan kepada Presiden atau DewarakkEmvRakyat juga tersedia
untuk masyarakat yang ingin mengetahuinya. Lap&eaiatan tahunan tersebut
juga sangat bermanfaat sebagai bahan informasingmituasi persaingan usaha
bagi lembaga pengawas persaingan usaha di luarirdgeusnya di negara-
negara tertanggda:

Lebih lanjut lagi, Pasal 5 Keputusan Presiden Ridpuiidonesia No. 75
Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan U@&gppres 75/1999)
mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPPjib weelaksanakan tugas
yang meliputi:

i.  Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha eéaggtahgunaan
posisi dominan;
ii.  Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenataan
li.  Pelaksanaan administratif.

Sayangnya, tak jelas apakah ketentuan tadi hanadsidkan sebagai
sebuah urutan atau dapat dilaksanakan secaragekalpabila ditafsirkan secara
berurutan, maka yang paling pertama harus dilakugbeh KPPU adalah
melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap ppaan kegiatan usaha dan
penyalahgunaan posisi dominan termasuk yang terdapsur intervensi dari
persetujuan pemerintah. Namun, dalam Perkara MdnégoBersih di Batam
(Putusan KPPU Perkara Nomor : 11/KPPU-L/2008) hatli KPPU tidak
menafsirkan ketentuan tadi secara berurutan. KPRdganggap tiga hal tadi
dapat berjalan secara sinergis, dalam artian datagnjatuhkan putusan
administratif KPPU bisa pula menambahkan sararpeaiimbangan di dalamnya.
Hal ini berimplikasi pada Pasal 35 huruf e sebdogeituk supervisi aktif KPPU

2% Hansen et.alndang-undang Larangan Praktik Monopolihgl. 380.
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tidak hanya lewat supervisi di dalam luar pengadil@amun juga lewat
pengadilan.

Ambiguitas dalam keberadaan supervisi KPPU inidsenmemiliki
dampak negatif, karena ketika supervisi terhad#gaddean pemerintah ditafsirkan
pula dapat disamakan dengan penjatuhan putusannigthatif oleh Majelis
Komisi maka terdapat penjatuhan sanksi berupa ddadétau ganti rugi yang
seharusnya tidak perlu dijatuhkan ketika superilsikukan di luar pengadilan
dan pemerintah lewat otoritas terkaitnya meneriragars dan pertimbangan
tersebut. Hal ini berkenaan dengan tujuan awal geken Hukum Persaingan
Usaha yaitu salah satunya untuk melakukan optiamlifungsi pasar dan hal

tersebut tidak bisa diukur lewat besarnya penjatulgada semata.

4.1.2. Keberadaaftate Action Doctrinélalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999

Dalam menjabarkan keberadaan Pasal 51 UU No. 5nTa889, terdapat
beberapa bagian yang merupakan elemen utama dali ipaterkait keberadaan
intervensi negara yang memungkinkan monopoli atamysatan kegiatan

dikecualikan sama sekali dari penegakan Hukum Pejsa Usaha.

1) Pengaturan monopoli oleh Undang-Undang

Keberadaan unsur “diatur oleh undang-undang’n@asal 51 UU No. 5
Tahun 1999 merupakan penegasan bahwa ketentuaeqoetign dalam pasal ini
harus dilandaskan pada Undang-undang sehingga Kwerss logisnya
pengecualian tidak diberikan atas peraturan pengdadangan yang berada di
bawah undang-undang.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51dJ8 WNahun 1999,
KPPU memberikan dua contoh simulasi perkara untekjaibarkan unsur “diatur
oleh undang-undang” dalam pasal ini.

i. Perkara monopoli atas barang yang menguasai hidiap lorang banyak
dan diatur dengan undang-undang
Pemerintah dengan persetujuan DPR menilai gasgaelmarang yang

menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hamsndpoli dan diatur
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dengan UU tentang Gas. UU tersebut menyatakan bghw/harus dikuasai oleh
negara dan pengusahaannya (yang meliputi ekspletesploitasi, dan distribusi)
diselenggarakan oleh BUMN. Selanjutnya pemerintamarbitkan PP sebagai
pelaksanaan UU Gas tersebut yang menunjuk BUMN PT sebagai
penyelenggara monopoli pengusahaan gas di selutayaw Indonesid’*

Dalam contoh perkara di atas Pemerintah dengasefpguan DPR telah
menetapkan bahwa gas harus dimonopoli dan diatamd&U tentang Gas.
Berdasarkan UU Gas, monopoli gas tersebut disetenggn oleh BUMN dan
pengusahaannya dilakukan sesuai dengan UU tentaras. (Dalam
pelaksanaannya kemudian Pemerintah menerbitkaiuParadPemerintah (sebagai
peraturan pelaksanaan dari UU Gas) yang menunjulMBUPT X untuk
menyelenggarakan monopoli atas pengusahaan gaseRam hak monopoli
kepada BUMN PT X atas pengusahaan eksplorasi, @tagl dan distribusi gas
yang diatur dengan Undang-undang adalah selaradidék berbenturan dengan
apa yang dimaksud di dalam pedoman pelaksanaah PhasaU No. 5 Tahun
1999°%

ii. Perkara monopoli yang mengarah pada Praktek Monagerh atau

Persaingan Usaha Tidak Sehat

BUMN PT X merupakan pemegang hak monopoli penqemahgas.
Disamping melalui salah satu anak perusahaanny& Y{PHT X juga bekerjasama
dengan rekanan (tidak terafiliasi) dalam mendiagikan gas di berbagai
daeralt’®

Dalam mendistribusikan gas di wilayah-wilayah yaraglat populasinya,
BUMN PT X langsung menunjuk PT Y yang merupakankaparusahaannya.
Pada wilayah yang padat populasinya tersebut, BUMNX tidak memberikan
kesempatan kepada distributor lain (yang memildmketensi relatif sama) untuk
menawarkan pola kerjasama dengan BUMN PT X. Séfajrdalam prakteknya

294 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Peddtetaksanaan Ketentuan Pasal
51 UU No. 5 Tahun 1999”, KPPU, (2009), hal. 11.
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BUMN PT X juga menetapkan harga jual gas yang tiggahal) dengan kualitas
pelayanan yang menurut konsumen mengecewakan.

Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 mengakui kewenangmara dalam
memberikan hak monopoli kepada BUMN dan atau béetabaga yang dibentuk
atau ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakanapoin atas barang dan atau
jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak satbang produksi yang
penting bagi negara. Namun terhadap tindakan yaagu#tan oleh pemegang
hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip4pripsrsaingan usaha tidak
sehat, tidak dikecualikan. Ketika PT X menunjuk PTyang merupakan anak
perusahaannya) untuk memonopoli distribusi gas dayah yang padat
populasinya, tanpa memberikan kesempatan perudalmryang sejenis untuk
menwarkan bentuk kerjasama yang kompetitif, makienso benturan dengan
prinsip persaingan yang sehat dapat terjadi, kimysuserkait dengan dugaan
menghambat persaingan usaha tidak sehat sebagaiiinaslesud dalam Pasal 19
UU No. 5 Tahun 199¢

Penyelenggaraan monopoli atas barang dan ataygaganenguasai hajat
hidup orang banyak serta cabang produksi yang mertiagi negara harus
dilakukan secara efisien sebagaimana diuraikamdéktentuan pedoman Pasal
51 UU No. 5 Tahun 1999. Praktek penetapan hargmitifeksploitatif) disertai
dengan minimnya kualitas pelayanan yang dilakudkah 8UMN PT X sebagai
monopolis, berpotensi berbenturan dengan prinsipapggan yang sehat terutama
terkait dengan dugaan pelanggaran mengenai morsgdmigaimana diatur dalam
Pasal 17 UU No. 5 Tahun 19838.

iii. Perkara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan psoddan/atau
pemasaran yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Megamn diserahkan
sebagian atau seluruhnya kepada anak perusahagpited& lain

297 | pid
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BUMN PT X yang memiliki hak memonopoli pengusahaas di dalam
negeri dalam prakteknya melimpahkan sebagian pehgasnya dengan
mensubkotrakkan kepada anak perusahaan (PT Y)e#tanannya (PT Z) dengan
kompensasi besaran biaya tertefitu.

Pelimpahan hak monopoli dari negara kepada BUMN X»Tdapat
dipahami secara yuridis. Namun, pelimpahan hak molhdari dan oleh BUMN
PT X kepada pihak lain tidak dapat dibenarkan, geipaana dimaksud dalam

Pedoman Pasal 5%

2) Monopoli dan atau Pemusatan Kegiatan Diselenggarakah Badan
Usaha Milik Negara dan atau Badan atau Lembaga {abgntuk atau
ditunjuk Pemerintah
Unsur ini berkaitan erat dengan unsur sebelummamu ydiatur dengan

undang-undang”. Konsekuensi dari keberadaan unsuadalah pengecualian
lewat Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 ini akan efektierlakukan jika Undang-
undang telah menetapkan jikalau suatu sektor usateantu dimonopoli dan akan
diselenggarakan oleh BUMN yang didirikan khususuknimenyelenggarakan
kegiatan usaha pada sektor tertentu tersebut.

Selain BUMN, dimungkinkan pula adanya badan atwmblhga yang
ditunjuk oleh pemerintah (termasuk swasta) untukmomopoli sektor usaha
tertentu selama perintah untuk memonopolinya tertséiatur secara tegas lewat
Undang-undang..

Dari uraian tadi, keberadaavlidcal Testatautwo-pronged testslapat
menjadi parameter untuk melihat eksisteBisite Action Doctringlalam Pasal 51
UU No. 5 Tahun 1999. Parameter pertama adalah unguan yang jelas dari
negara untuk mengecualikan kegiatan tertentu dakukh Persaingan Usaha.
Keberadaan unsur “diatur dengan undang-undang’s jelgikulatif dengan
parameter pertama davlidcal Test tersebut. Sebuah monopoli atau pemusatan

kegiatan hanya dapat dikecualikan dari ketentuasalP#l tadi selama monopoli

%90 Ipid
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atau pemusatan kegiatan tersebut diatur keberagmanlieh Undang-undang.

Bahkan dalam simulasi penerapan Pasal 51 yangadiab oleh KPPU lewat

pedomannya, jelas terlihat bahwa Pasal 51 mendiagiada delegasi yang jelas
dari Undang-undang terkait monopoli atau pemuskégiatan tadi. Dengan kata
lain, yang dikecualikan adalah tindakan-tindakangygelas-jelas diatur dalam
Undang-undang dan peraturan pelaksanannya, nanaak tberlaku ketika

monopoli atau pemusatan kegiatan tersebut melahigerbuatan yang anti

persaingan yang tidak ada pengaturannya di Undadgng terkait atau peraturan
pelaksanaannya.

Hal ini seperti pula dijelaskan dalam bukindang-undang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sefaatg disusun oleh Knud
Hansen, dkk. Pasal 51 berisi kewajiban untuk memgabnopoli negara melalui
undang-undang. Untuk dapat dibenarkan, monopolamegnemerlukan suatu
undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilkyd® (DPR). Dengan
demikian, UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan sikapgehenentang preferensi
politik yang sebelumnya diberikan kepada monopanopoli di tangan negara
dan swasta yang terbentuk berdasarkan dukungarripéshé®

Selama masa transisi, yaitu selama monopoli nega@maenuhi Pasal 51
melalui pemberian dasar hukum, maka kelangsungduphmonopoli tersebut
terjamin berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. aumd®99 yang berbunyi :

Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peratysarundang-
undangan yang mengatur atau berkaitan denganegrakonopoli dan
atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlakiangey tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang bemdabarkan Undang-
undang int®

Keberadaan pengecualian terhadap monopoli atawgsen kegiatan
dalam Pasal 51 ini bermaksud untuk tidak menghapasopoli sama sekali,
tetapi tujuan utama pasal-pasal ini adalah untukiakon&an pengawasan

demokratis terhadap monopoli. Hukum Persaingan &saknurut UU No. 5

%2 Hansen et.alyndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 481.

%93 |ndonesia (a) , Undang-undang No. 5 Tahun 1998312 ayat (1).
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Tahun 1999 berpengaruh terhadap praktek monopali pemusatan kegiatan
yang memuaskan permintaan mayoritas masyarakabddrayang dan atau jasa
mewakili cabang produksi yang penting bagi kepeatinnegara yang saf.

Dari penjelasan tadi, terdapat keterkaitan tujddouatnya Pasal 51 UU
No. 5 Tahun 1999 dengan perlunya supervisi aktifagai parameter kedua
Midcal Test Seperti keberadaan Pasal 50 huruf a, Pasal Blhagya berkenaan
dengan legitimasi yang diperoleh dari Undang-undamgk menjadi monopolis
atau melakukan pemusatan kegiatan. Ketika Pashuff a berbicara mengenai
adanya pengecualian perbuatan dan atau perjargiag lyertujuan melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku makd Phd#erbicara mengenai
posisi monopoli dan atau pemusatan kegiatan.

Terkesan ada usaha untuk melakukan pembedaara antaropoli atau
pemusatan kegiatan dan praktek monopoli yang mdalalasegala tindakan yang
lahir dari posisi monopolis tadi. Hal ini memilikersamaan dengan penyusunan
rancangan Hukum Persaingan Usaha internasional OIRICTAD (United
Nations Confrence on Trade and Development

UNCTAD lebih memrioritaskan privatiasi dari apanga dinamakan
monopoli alami, termasuk monopoli berdasarkan ugdarmang. Akan tetapi
UNCTAD tidak memaksukkan usulan ketentuan yangditak dengan hal ini ke
dalamModel Lawnya. Oleh karena itu pengalaman Masyarakat Eropajadi
lebih penting. Dengan bantuan Hukum Persaingan aJsiaiUni Eropa (dalam
pasal 28,31, dan 86), restruktisasi monopoli nedgatah dimulai dan akan
diteruskan. Namun terminologi yang digunakan HukBersaingan Usaha di
Eropa berbeda, yaitu tidak mengenal istilah moriopddmi atau monopoli
negara, melainkan membahas mengenai Badan UsaliaNijara yang dapat
diawasi oleh Hukum Persaingan UsdHha.

Apabila kita melihat pedoman yang disusun oleh WPEta dapat melihat
bagaimana otoritas persaingan di Indonesia menkidkamaan dengan UNCTAD

dalam hal ingin melakukan pengawasan berdasark&urfllPersaingan Usaha

%4 Hansen et.alyndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 482.
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terhadap monopoli atau pemusatan kegiatan yanguétdée oleh BUMN atau
lembaga yang ditunjuk negara. Hal ini terlihat dal@odel simulasi yang disusun
oleh KPPU dimana Pasal 51 dapat menjadi pengeouséama dia berbicara
mengenai monopoli atau pemusatan kegiatan yangadetepgas diatur oleh
undang-undang, namun praktek monopoli yang dilakukanopolis yang tidak
dengan tegas diatur dalam undang-undarg €learly articulate§l akan tetap
mendapatkan supervisi dari penegakan Hukum Peeraidgaha.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam sektor legjalstrikan di
Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangagnddéo. 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan dinyatakan :

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik olemerhtah dan
pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha méigara dan badan
usaha milik daeraff

Di sektor ketenagalistrikan seperti kita ketahuelagsanaan usaha
penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Perusahastnk Negara (PLN) yang
merupakan BUMN. Posisi monopoli dan pemusatan kagiaari pelaksanaan
usaha di sektor listrik tadi dipegang PLN karenandagpatkan delegasi langsung
dari UU Ketenagalistrikan. Namun, ketika PLN meajdan praktek
monopolinya, seperti dalam kegiatan pengadaan gadem jasa di bidang
ketenagalistrikan maka hal tersebut tidaklah dikékan dari supervisi
penegakan Hukum Persaingan Usaha dan ketika tergeipkiek persaingan
usaha tidak sehat, PLN tetap dapat dihukum.

4.2. ANALISIS TERKAIT UKURAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGUKUR KEBERADAAN STATE ACTION DOCTRINE
DALAM INTERVENSI PEMERINTAH

4.2.1. Kemungkinan Hilangnya Kesejahteraan Akib&rvensi Pemerintah

3% |ndonesia (d) , Undang-undang No. 30 Tahun 2008tahg Ketenagalistrikan, LN
Tahun 2009 No. 133, TLN No. 5052, pasal 2.
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Pada tahun 1936, salah satu ekonom berpengaruhikenterikat, John
Kenneth Galbraith mengeluarkan tulisan yang metmgjitkeberadaan intervensi
pemerintah Amerika Serikat terhadap perekonomiabaga upaya untuk
mengoreksi perekonomian paséeeat Depression

Dalam tulisannya, Galbraith menyerang keberada&uatan monopoli
dan pengaturan harga dantputyang diberikan secara sektoral oleh Pemerintah
Amerika Serikat sebagai akibat harga-harga komegiag tidak bergerak secara
fleksibel. Galbraith menyerang keberadaan NatidRatovery Administration
(NRA) dan Agricultural Adjusment Act sebagai biakgladi tetap tingginya
harga-harga komoditas di Amerika Serikat pascat tcanpurnya pemerintahan
Presiden Roosevelt dalam menetapkan pembatasara-tharga komiditas
tertentu’®’

Galbraith menyatakan, adanya rigiditas hargecé rigidity) memiliki
keterkaitan yang sangat erat terhadap tidak adaeysaingan di dalam pasar
akibat adanya monopoli atau pemusatan kekuatan oekorakibat adanya
intervensi pemerintah. Eksistensi posisi monoptaugersaingan yang berjalan
tidak sempurna relevan dengan masalah rigidya Heetika melibatkan dua hal.
Pertama, adanya kemungkinan untuk mengatur peramrdan penawaran untuk
mengikuti harga yang dipatok. Kedua, di bawah ksingionopoli, oligopoli, atau
persaingan monopolistik, perusahaan sangat mungkuk tidak memaksimalkan
profit dalam waktu yang telah diperhitungkan, daahkan mengorbankan
keuntungan dalanshort rundalam usahanya untuk mempertahankan harga yang
konstarr®®

Dalam mendukung pendapatnya, Galbraith menconiokkhuah kondisi
yang terjadi selama masa krisis ekonomi di AmeBlesikat. Dalam masa-masa
depresi tersebut, ketika perekonomian tidak stgi@rmintaan mungkin saja
elastis namun harga yang dipatok tidak mengikusteditas permintaan tadi

sehingga sangat mungkin hal tersebut diakibatkamysd kondisi monopoli atau

397 John Kenneth Galbraith, “Monopoly Power and PrRigidities”, The Quarterly
Journal of Economigsvol. 50, No. 3, (May, 1936), hal. 456.
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pembatasan-pembatasan di tingkat harga yang dik&ibantervensi pemerintah
dan karenanya justru memperlihatkan kegagalan petaler @overnment
failure).>®

Dampak rigiditas harga tadi muncul ketika hargdaki turun saat
permintaan turun, sehinggaitputakan turun lebih besar ketimbang ketika harga
berada di tingkat yang fleksibel. Jikautput turun, hasil yang mungkin terjadi
adalah tingkat pengangguran meningkat, yang disediaksi di sisi permintaan
di masa depan. Rigiditas harga di tingkat mikro akdlp terus terjadi- akan
mengakibatkan resesi dan depresi di tingkat maKedika kekuatan di pasar
berkontribusi ke arah rigiditas harga, maka kekwatgasar tadi akan
meningkatkan kerentanan terhadap resesi dan peamgRenganggurar?’

Berdasarkan studi terhadap rigiditas harga tadrdi@er Means membuat
pembedaan antara harga pasawarket pricey yang diciptakan dari adanya
interaksi pembeli dan penjual dan harga adminis{fatiministrated pricesyang
ditentukan dengan adanya pengaruh administrasipéanerintah dan ditetapkan
secara konstan untuk periode waktu tertentu. |Isftelitas dari harga
administratif selama krisis ekonomi di Amerika &atisering dianggap malah
memperburuk kondisi perekonomiannya. Senada den@albraith, Means
mengidentifikasi keberadaan harga administratii tsbagai harga yang rigid.
Pada tulisannya tahun 1939, Means menyatakan teloginharga administratif
tadi tidak hanya digunakan pada rigiditas hargagyaiiciptakan intervensi
pemerintah namun bagi semua harga yang sangat gdipgm oleh adanya
monopoli atau pemusatan kegiatan di dalam pasar.

Rigiditas harga tidak hanya dapat muncul dari pemab posisi monopoli
dari pemerintah. Rigiditas harga juga dapat muterhladap adanya kontrol harga

secara langsung yang dilakukan oleh pemerintahiriloharga secara langsung

309hid, hal. 464.

310 stephen Martinindustrial Economics : Economic Analysis and PulBligicy Second
Edition, (New York : Macmillan Publishing Company, 19943/). 400.

311 \bid, hal. 402.
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dilakukan dengan tujuan untuk tetap mempertahaniekat harga ketimbang
membiarkannya berkembang mengikuiti hukum penawdaarpermintaaf’’

Pengontrolan harga atau tarifisasi sektor terteeting disebut bertujuan
untuk mengoreksi eksternalitas hingga dengan alagatuk melindungi
kesejahteraan konsumen. Banyak negara membuat beeait bagaimana
beberapa harga komoditas agrikultural diperbolehkatuk turun, terkadang
dengan kewajiban dari pemerintah untuk membelil Ipgstanian kapanpun harga
pasar turun di bawah harga yang ditetapkan. Peralantharga juga seringkali
dilakukan untuk mengontrol tarifisasi sektor-sekifntentu yang mekanismenya
dipengaruhi pasar global.Contohnya adalah sektdpsepublik seperti jasa
penerbangan yang tarifnya sangat dipengaruhi hanggak bumi yang berlaku di
tingkat global*

Dalam mengontrol harga tersebut dikenal istilaltadaharga tertinggi
(price ceiling dan batas harga terendapri¢e floor). Diperlukan supervisi
terhadap penetapan batas harga tadi karena musglanpengontrolan harga
tersebut justru membuahkan kegagalan pasar yamg Barikut akan dijelaskan

sedikit bagaimana pengontrolan harga justru medahikegagalan baru.

Gambar IV

Batas Harga Tertingg?'*

%12 Thomas SowellBasic Economics, A Citizen’s Guide to the Econofigw York :
Basic Books, 2004), hal. 21.

313bid, hal. 22.

314 Murray N. Rothbard,Power and Market Government and The Econom{San
Fransisco : Institute for Humane Studies, Inc.,7)9Ral. 17.
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Murray N, Rothbard

PRICE

Dalam gambar, FP adalah harga keseimbangan yeipgattein oleh pasar.
Sekarang, mari kita berasumsi bahwa pemerintah tayeken harga maksimum di
titik OC, dimana penjualan harga di atasnya addé¢ayal. Saat harga ditetapkan,
pasar tidak lagi bekerja secara sempurna, dan fjupgemintaan melebihi jumlah
penawaran yang dimungkinkan diberikan dengan adpeyerapan batas harga.
Dalam kekurangan yang berlanjut, konsumen akan ni@mfeamai membeli
barang yang langka tatir.

Pada dasarnya, batas harga tertinggi adalah hetgeggi yang ditetapkan
oleh peraturan pemerintah di bawah harga keseinapangujuannya, untuk
melindungi konsumen dari pembayaran yang melebangd maksimum yang
ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, contolmgdamaksimum adalah
penetapan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Dari wake waktu, harga
maksimum BBM di Indonesia selalu mengalami perubah@ergantung pada
keseimbangan harga BBM yang berlaku di Mid Oil fBingapore (MOPS).
Apabila harga pasar di MOPS melebihi harga maksirgih, pemerintah akan

memberi subsidi sebesar perbedaan tersebut. SekrSber 2005, pemerintah

315 | pid
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telah mengurangi susidi BBM secara gradual agagamy@a lebih mencerminkan
harga keseimbangatt.

Kebijakan ini sendiri dapat menimbulkan alokasi bemsumber ekonomi
yang tidak efisien, karena akan menimbulkan kurgagharang di pasaran.
Kekurangan ini dapat menciptakan pasar gelap, $emtsaksi jual beli
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi pada harga yaelebihi harga
maksimum. Kebijakan harga maksimum dianggap gagabita transaksi pasar
gelap berlangsung secara meluas, baik di dalam umadp luar negeri. Untuk
mencegah kegagalan ini, kebijakan harga maksimuaiusdilengkapi dengan
penetapan hukuman dan denda bagi mereka yang rgatarigi samping itu,
sistem penjatahan dengan menggunakan kupon daamsisintrian harus

digalakkan untuk mengurangi makin meluasnya kegiptsar gelap.

Gambar V

Batas Harga Terendali*®

31 Hartono,Mekanisme Ekonomi hal. 52.
317 bid, hal. 53.

318 Rothbard Power and Market.., hal. 18.
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Dalam gambar, DD dan SS adalah permintaan dan peaawOC adalah
harga yang ditetapkan dan FP adalah harga ekuitiorPada OC, jumlah yang
diminta adalah kurang dari jumlah yang memungkinkartuk ditawarkan.
Penetapan harga batas terendah ini menciptakalusiog@rang yang tidak terjual.
AB adalah surplus yang tidak terjual. Surpulus ytidgk terjual akan tetap ada
meskipun SS vertikal, tapi penawaran yang lebitstislaakan memperburuk
surplus>®

Batas harga terendah adalah harga terendah yamrgapkian oleh
pemerintah di atas harga keseimbangan. Contoh hargadah di Indonesia
adalah penetapan harga gabah dan gula. Tujuan aderga terendah gabah
adalah untuk melindungi pendapatan petani darolamyla harga gabah, terutama
saat panen besar, sedangkan harga minimum gulajuaertuntuk melindungi
petani tebu dalam negeri dari serbuan gula impog yebih murah

Ada tiga kelemahan utama dari penetapan hargadanemi. Pertama
harga terendah ditetapkan untuk lebih menciptalesnepataan pendapatan. Akan
tetapi, harus diingat bahwa selain petani, banyasyarakat berpenghasilan
rendah lainnya yang membelanjakan sebagian besatapatan mereka untuk
membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Oleleraitu, banyak ekonom
yang meragukan apakah kebijakan harga terendalt aegreciptakan pemerataan
pendapatan di seluruh lapisan masyar&Kat.

Keduag kebijakan tersebut dapat menyebabkan distorsi idafisiensi.
Sebagai contoh adalah akan terlalu banyak petangahekasikan sumber daya
mereka yang terbatas untuk memproduksi jagung hieaga jagung ditetapkan
terlalu tinggi. Sebenarnya, akan lebih efisien jikamber daya tersebut
dialokasikan untuk memproduksi barang yang masimgal@emi kekurangan,

misalnya kedelal*

3191 pid, hal. 18.
320 Hartono,Mekanisme Ekonomi hal. 49.
321 bid, hal. 50.
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Ketiga harga kesimbangan pasar domestik yang lebih itidgg harga
keseimbangan internasional dapat mendorong tegjadienyelundupan barang-
barang dari luar negeri yang harganya lebih muegersi beras, gula, telepon
genggam, televisi, dan barang-barang elektronitniz>>*

4.2.2. Penggunaan Analisis Harga Untuk Mengukur Keberadatame Action

Doctrinedalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam penagdk&um Persaingan
Usaha, baik yang berhubungan atau tidak berhubudgagan keberadadtate
Action Doctring pendekatan Mazhab Chicago selalu dikedepankardeRatan
berdasarkan Mazhab Chicago menilai struktur, geriladan kinerja dari
perusahaan yang disupervisi berdasarkan HukumiRgasaUsaha.

Namun setiap posisi monopoli, termasuk yang meacaielakukan
pembelaan berdasarka®tate Action Doctrine selalu bertendensi untuk
menciptakan rigiditas di sisi harga. Rigiditas i $iarga sangat memungkinkan
untuk merugikan masyarakat apabila tidak dilakukaalisis yang mendalam
terutama dalam hal supervisi terhadap harga. Keitdiditas harga disebabkan
oleh kegagalan pemerintah, supervisi pemerintafiraesektoral harusnya mampu
untuk mengoreksi hal tersebut. Ketika supervisi gamerintah secara sektoral
kurang berjalan, maka analisis terhadap harga pogagkin dilakukan lewat
keberadaan penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Analisis terhadap harga dalam pemeriksaan perletem Hukum
Persaingan Usaha akan selalu menimbulkan perdebdRfU, dalam menilai
sebuah tindakan sebagai pelanggaran terhadap kateriukum Persaingan
Usaha, seringkali menyatakan sebuah harga sebagplogatif atau eksesif.
Analisis terhadap harga di satu sisi sangat pentinigk melindungi konsumen
dari kemungkinan membayar harga yang tak masuk yaaj ditetapkan dalam
kondisi monopoli atau pemusatan kegiatan baik ydiogtakan dengan dan atau

tanpa intervensi pemerintah.

323 | pid
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Selain analisis terhadap struktur, perilaku, deeda, analisis harga juga
merupakan sesuatu yang dapat dikedepankan dalamlamapakah tindakan
tertentu yang anti persaingan sudah melukai konsurhil ini berimplikasi
kepada seringnya otoritas persaingan menyatakamahaksesif apabila
dibandingkan dengan kualitas dan biaya produksargameskipun hal tersebut
sangat sulit ditentukan.

Dalam perkara yang berhubungan dengan keberaddate Action
Doctrine analisis terhadap harga —pun kerap dikedepankem KIPPU. Sebagai
contoh adalah pada Perkara Surveyor Gula (PutusgiPUKPerkara Nomor :
08/KPPU-1/2005). Dalam perkara yang telah dijelaskabelumnya ini, KPPU
menilai tidak adanya pilihan penyedia jasa versikatau penelusuran teknis
impor gula selain melalui KSO mengakibatkan paraadrtir tidak akan pernah
memperoleh harga dan layanan pembanding. Hal inyetsmbkan imbalan yang
harus dibayar oleh para importir menjadi relatiggi dan mengakibatkan biaya
produksi, harga jual dan mengurangi daya saingykcoBPPU menilai bahwa
peningkatan biaya produksi dan kenaikan harga praduk akan semakin
membebani konsumen sebagai pengguna produk terdabuileh karenanya hal
tersebut mengakibatkan kerugian bagi kepentingamuonsumer welfane

Hal yang serupa dapat kita temukan dalam Perkaral Surcharge
(Perkara Nomor : 25/KPPU-1/2009). Sejak tahun 20p&nentuan tarif
penerbangan diatur berdasarkan Keputusan MentendaBarkan Keputusan
Menteri tersebut, pengenaan pungutan terkait &gargkutan harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri Perhubungan. DepartemeruBengan kemudian
mengeluarkan persetujuan atas pengenaanftalifsurchargeyang formulanya
ditetapkan oleh INACA karena pemerintah tidak méugdan acuan mengenai
hal tersebut. Ketika memberikan persetujuannya, aRemen Perhubungan
meminta INACA untuk salah satunya memerhatikan dattas tarif yang
ditentukan Keputusan Menteri tahun 2002. Dalam kselaaannya, KPPU
meminta INACA membatalkan kesepakatan mengémeli surchargedan sejak
itu penetaparfuel surchargedilakukan sendiri oleh masing-masing maskapai
penerbangan. Namun, KPPU memandang terdapat pkagergang serupa
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diantara maskapai penerbangan dalam menetdpkasurchargeyang kemudian
mengakibatkan timbulnya pemeriksaan atas Perkara in

Dalam perkara ini, peratuan tarif yang ditetapkdalah harga batas atas.
Mengingat bahwa terdapat intervensi pemerintahnadganerapan tarif di sektor
penerbangan, walau substansinya masih mungkin utipgrdebatkan, namun
satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahelaku usaha tidak menetapkan
tarif yang melanggar ketentuan perundang-undangamwa dalam hal ini,
pemerintah, setidak-tidaknya mengetahui dan mekkulpemantauan atas
penetapan tarif. Meskipun tidak murni dibandingki@mgan praktek di Amerika
Serikat yang lebih melakukan pengujian dan pengamvistat atas pemberlakuan
tarif-tarif di sektor-sektor tertentu namun dalammakieknya dikenal juga
keberadaakiled Rate Doctrine

Doktrin tersebut pertama kali digunakan dalam aexkkeogh v. Chicago
n. W. R. Co., 260 U.S. 156 (1922). Dalam perkarma Mahkamah Agung
menolak gugatan penggugat dalam gugatan gantiyagidoktrin ini berkembang
dan kemudian secara konsisten selalu menjadi ¢eswiakan terhadap adanya
gugatan ganti rugi terhadap regulator sektoralaierkeberadaan harga batas.
Namun, keberadaafriled Rate Doctrinesendiri tidak langsung menghapus
tanggung jawab dari tergugat dari penegakan Hukersahgan Usah3’

Dalam penerapakiled Rate Doctrinedisebut bahwa the doctrine does
not immuize conduct from antitrust scrunity, bugtéad impose a limitation on
private claims for damages based on challengesied fates Hal ini berarti,
dalam sebuah perkara Hukum Persaingan Usaha diikan8erikat, mungkin
saja sebuah harga yang diatur sektoral oleh petakrimisupervisi oleh
penegakan Hukum Persaingan Usaha dan tindakanupakdha tadi dianggap
melanggar Sherman Act dengan catatan konsumen tdigkerkenankan
mendapatkan ganti rugi atau penggugat tidak benmelkyangkan gugatan ganti
rugi terhadap keberadaan harga yang eksesif. lagliga adalah harga yang

324 Michael K. Kellogg dan Aaron M. Panner, “Commeats The Filed Rate Doctrine,
Submitted on Behalf of United States Telecom Assesl’, (15 Juli 2005), hal. 2, diunduh dari
http://govinfo.library.unt.edu/amc/public_studie2&902/immunities_exemptions_pdf/050715 U
STelecom.pdfpada 17 Juni 2011 pukul 0:45 WIB.
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dinilai eksesif oleh pengadilan tersebut dibatalkeberadaannya tanpa perlu ada
beban tambahan berupa biaya ganti rifgi.

Dalam Perkarduel Surchargesendiri, KPPU total membebankan ganti
rugi sebesar Rp 585.000.000.000,- (lima ratus d@lguluh lima miliar rupiah)
kepada para Terlapor selain juga telah dibebandalesebesar Rp 80.000.000,-
(delapan puluh miliar rupiah). KPPU menilai adankerugian masyarakat
setidak-tidaknya sebesar Rp 5.081.739.669.158mna (triliun delapan pulu satu
miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enartusasembilan puluh sembilan
seratus lima puluh delapan rupiah) sampai dengaf343.165.835.099,- (tiga
belas triliun delapan ratus empat puluh tiga misaeratus enam puluh lima juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan pul@mkilan rupiah) selama
periode 2006 sampai dengan 2009.

Sangatlah sulit untuk mengukur dengan tepat présis penghitungan
denda terlebih lagi ganti rugi dari KPPU. Perkarissendiri memiliki aroma&tate
Action Doctrine yang kuat, sehingga apabila perkara ini terjadiAdierika
Serikat, berlakulahFiled Rated Doctrinalimana KPPU tidak berhak mengklaim
adanya kerugian konsumen. Untuk menerapkiéled Rated Doctrinetadi,
sebenarnya dapat dilakukan koordinasi antara KP&iregulator sektoral terkait
untuk melakukan supervisi harga.

Emil Paulis, mantan Direktur Kebijakan dan Strategectorate General
(DG) Competition(otoritas persaingan usaha Uni Eropa), menyatdlanva
pelaku usaha yang memegang posisi dominan dapaétapdan tarif tinggi
sehingga menimbulkan marjin keuntungan yang beBaulis menilai tidak
sepantasnya pelaku usaha tersebut diwajibkan umekurunkan harganya
mengingat posisi dominan yang dimilikinya karenangai saat ini belum ada
ukuran yang pasti terhadap penilaian keuntungary yhmnilai terlalu besar dan

menyebabkan hilangnya kesejahteraan konsuowrsgmer 1095

2% |pid, hal. 3.

326 Emil Paulis, “Article 82 EC and Exploitative Coradtj (2007), hal. 2, diunduh dari
www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/2007 (pdf)/IZCOMPed-Paulis.pdfpada 17 Juni
2011 Pukul 01 : 30 WIB.
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Kesulitan menetapkan marjin keuntungan tadi bdrkapi kepada
sulitnya menentukan harga sebagai eksesif atak. t@mritas persaingan di Uni
Eropa sendiri sering menerima perkara terkait haygag eksesif, namun
kemudian ditutup karena pada akhirnya harga tutam &arena adanya supervisi
dari regulator sektoral terkait pengaturan taxi.t&’

Paulis mengutip perkara Verizon Communication Ltd.Trinko pada
tahun 2004 yang melahirkan pendapat hakhme:opportunity to charge monopoly
prices —at least for a short period- is what attisatusiness acumen’ in the first
place; it induces risk taking that produces innéwatand economic growti®

Berdasarkan pendapat tadi, sebuah penerapan lamgp eksesif dari
pelaku usaha justru akan memikat pelaku usahadkam jangka pendek untuk
masuk ke pasar dan bersaing dengan catatan did i@myediakan harga yang
murah sehingga dia dapat bersaing secara optinall.irtd berimplikasi pada
penerapan harga eksesif yang justru dapat memikondentrasi pasar dimana
justru para pelaku usaha akan berlomba-lomba umirkgedepankan harga yang
murah dengan menjalankan usaha secara efisiemaagembangkan inovasi.
Hal ini sendiri menjadi perdebatan ketika adanyaruensi tarif oleh pemerintah.
Maka, jalan satu-satunya adalah perlunya adanyer@sp aktif dari regulator
sektoral yang dalam melakukan supervisi tersebpatddibantu oleh otoritas
persaingan usaha.

Pinkar Akman dan Luke Garrod membuat sebuah sksmsatuntuk
digunakan dalam menilai apakah harga eksesiftedak yang dinamakabual
Entittement Procedure Metode Dual Entitlement Proceduréoertujuan untuk
mengetahui kapan supervisi melalui penegakan HuRensaingan Usaha dapat

masuk untuk menilai apakah tingkat harga terteksesf atau tidak.

%7 Ipid, hal. 3.

328 |bid, hal. 4.
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Dual Entitlement Procedure®

Step 1: Are the terms of The price should not be
trade sufficiently close to i) deemed unfair under Article
those of the reference 102TFEU
transaction? 3 1\
g
L_no
Itis notin the remit of
Step 2: Compared to the competition law to
reference transaction, is the intervene
fimn's profit sufficiently larger? 1
yes | demand | ‘ supply —|

The price is unfair Step 3: What caused
accarding to dual the larger profit?
entitlement

[ lack of competition ‘

t.

The price can be deemed
unfair under Article
102TFEU

Figure 2: structure of the procedure

Untuk mengedepankan prosedbmal Entitlement Proceduréadi, yang
paling pertama perlu ditentukan adalah keberadaadug pembanding dari
transaksi yang akan diteliti apakah mengandungahgemg eksesif atau tidak.
Ketika syarat-syarat perdagangan yang terdapat sdawa mendekati transaksi
yang menjadi referensi pembanding, maka harga tuis& disebut tidak wajar.
Tapi, ketika dibandingkan dengan transaksi yangjacemeferensi pembanding
perusahaan yang diteliti mendapatkan keuntungag jeuh lebih besar, maka
harga tidak wajar berdasarkddual Entitlement ProcedureKemudian, perlu
diteliti apakah yang menyebabkan keuntungan jabin Ibesar tadi, ketika hasil
penelitian menunjukkan bahwa hukum penawaran damipgan-lah yang
menyebabkan keuntungan besar, maka tidak dapatakiéda ada harga yang

eksesif di sana. Namun, ketika keuntungan yangrhadadisebabkan kurangnya

%29 pPinar Akman dan Luke Garrod, “When Are Excessiveeed Unfair,” hal. 11,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract 5id8181 diunduh pada 26 Mei 2011, pukul 11
: 15 WIB.
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persaingan di dalam pasar akibat kondisi monoptlu gpemusatan kegiatan,
maka ada kemungkinan terdapat harga yang eksesihai*

Dari skematisasDual Entitlement Procedur¢adi terlihat bahwa harga
yang eksesif hanya mungkin terjadi dalam kondisinopmli atau adanya
pemusatan kegiatan yang membuat minimnya persaitigdalam pasar. Karena
kondisi monopolistis dan pemusatan kegiatan tadgaadimungkinkan dengan
adanya intervensi dari pemerintah, maka hal tetselemjadi perdebatan apakah
pemerintah secara sektoral yang harus melakukaensspharga atau supervisi
dapat diberikan kepada otoritas penegakan HukusafPgan Usaha.

Metode-metode analisis terhadap supervisi harga g yatelah
dikembangkan berbeda-beda dan tergantung kepadangamaasing sektor
ekonomi yang diregulasi oleh pemerintah terkaitgoerolan harga. Di Amerika
Serikat, metode pengontrolan harga yang umum digamaadalah regulasi
terhadap tingkat keuntungan ataie of return on assetgang diizinkan untuk
diraih (dikenal sebagante of return regulatiopatau pengontrolan harga lewat
price caps(dikenal juga dengan peraturan insenifif).

Metode serupa digunakan di Prancis untk mengoinueoletapan harga
oleh berbagai monopoli alami. Metode-metqdiee capsseperti ini sama dengan
yang digunakan di Inggris, dimana telah lazim un#netapkan batas kenaikan
harga tahunan monopoli yang ditetapkan pemerirgeinggi bagi jasa tertentu
atau sekelompok jasa untuk periode lima tahunjadetéu batas tersebut akan
ditinjau kembali. Batas tertinggi diperhitungkanndan mengurangi beberapa
persen dari kenaikan harga indeks eceran. Di Isggikenal keberadaan
“yardstick competition’; yang berdasarkan perbandingan biaya dan harga
berbagai monopoli oleh negara tingkat regional.aBalsektor air minum juga
dilaksanakan pengawasan penggabungan secara khustuk menjamin
penggabungan tersebut tidak menimbulkan konsenyasg berujung pada

tindakan eksploitatit>>

%% pid, hal. 12
%1 Hansen et.alyndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 485.

332 | pid
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BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berikut ini merupakan jawaban terhad&pmpasalahan yang

diajukan dalam Bab | sekaligus menjadi inti peraatitdalam skripsi ini:

1. Pertanyaan pertama adalah mengenai pener§pete Action Doctrine
yang lahir dari perkara-perkaraHukum Persainganh&Jsdi Amerika
Serikat, di dalam perkara-perkara Hukum Persainggsatha di Indonesia.
Untuk menerjemahkan penerapatate Action Doctrinetadi yang
pertama-tama harus dilihat adalah parameter apg karus digunakan
dalam menyatakan sebuah tindakan tertentu yang@eas#ingan dapat
dikecualikan berdasarkan keberadg@tate Action Doctrine Parameter
yang digunakan untuk melihat keberad&iate Action Doctrinalisebut
denganMidcal Testatau two-pronged testglimana yang harus selalu
dilihat dalam memutus kasus Hukum Persaingan Ugaihg berhubungan
dengan adany&tate Action Doctrineyaitu: (1) tujuan yang jelas dari
negara untuk mengecualikan kegiatan tertentu dakubh Persaingan
Usaha dan (2) supervisi yang aktif. Keharusan aal&hgical Testmuncul
dalam kasu<€alifornia Retail Liquor Dealers v. Midcal Alumumiy 445
U.S. 97, 105 (1980). Dalam melihat eksisteSsate Action Doctrine
dalam perkara Hukum Persaingan Usaha, maka yamgk#tkaihat adalah
eksistensi dan penerapan Pasal 50 huruf a dan Ph43l No. 5 Tahun
1999.

Terkait unsur pertama dalamidcal Test yaitu tujuan yang jelas
dari negara untuk mengecualikan kegiatan terteatuHtlkum Persaingan
Usaha, hal tersebut berkaitan dengan keberadaaor diertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan” padé $tabkuruf a UU
No. 5 Tahun 1999. Bertujuan melaksanakan dalannieda ini belum
memiliki penjabaran yang memadai karena dalam fssge pasal yang
bersangkutan hanya dikatakan “cukup jelas.” Sedamglapabila kita
berpedoman pada Pedoman KPPU terkait Pasal 50 aukuf) No. 5
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Tahun 1999, bertujuan melaksanakan ditafsirkangselsdanya delegasi
yang tegas. Delegasi yang tegas ini sendiri masitu glitafsirkan secara
jelas sehingga apabila kita berpijak pada perkaragga Hukum
Persaingan Usaha di Amerika Serikat yang terddfsastensiState Action
Doctrine di dalamnya, maka bertujuan melaksanakan atalgai&lgiang
tegas atau tujuan yang jelas dari negara untukgeweralikan kegiatan
tertentu dari Hukum Persaingan Usaha tadi haruafsttitan dengan
keberadaan aturan yang memang secara tertulis ta&agaapa yang
boleh dilakukan pelaku usaha. Selama pelaku usahgahmenjalankan
ketentuan aturan yang memang eksis secara tetadis maka ia bebas
dari penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasalidiam $tate Action
Doctrine Namun ketika tindakan pelaku usaha tadi lebirelzhbkan
keputusannya secara pribadi dan tidak diatur setestalis pada aturan
yang menjadi pembelaannya untuk melakukan tindakgang
antipersaingan, maka pelaku usaha tadi tidak ldpagpenegakan Hukum
Persaingan Usaha.

Pada pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, unsur tujuag jelas dari
negara untuk mengecualikan kegiatan tertentu dakubh Persaingan
Usaha dapat ditafsirkan dalam unsur “diatur dengadang-undang.”
Pasal ini juga berbicara mengenai monopoli dan foa praktek
monopoli karena yang dikecualikan adalah “monogdah atau pemusatan
kegiatan.” Sehingga, yang pertama-tama harus tehpeadalah adanya
pengaturan yang tegas dari peraturan perundangigadadi tingkat
undang-undang dan berikutnya peraturan tersebutyahdperbicara
mengenai posisi monopoli namun praktek monopolgyahir dari posisi
yang monopoli tadi haruslah tetap mendapatkan sigpelari penegakan
Hukum Persaingan Usaha.

Unsur atau parameter berikutnya ditidcal Testadalah adanya
supervisi yang aktif. Supervisi aktif tadi pada ataya harus dilakukan
oleh otoritas pemerintah terutama yang mengeluarkgulasi sektoral
terkait yang mengecualikan tindakan tertentu damggakan Hukum

Persaingan Usaha. Ketika otoritas pemerintah  yamgngeluarkan
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regulasi sektoral terkait tadi tidak melakukan suise masuklah
penegakan Hukum Persaingan Usaha sebagai bentekvsugain dari
otoritas persaingan yang di Indonesia dimiliki ol&PPU. KPPU
berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 198&i#ian tugas untuk
memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebiak&eerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau peraaingaha tidak sehat.
Dari ketentuan tadi, KPPU pada dasarnya memilg@asuuntuk melakukan
supervisi aktif dari sisi penegakan Hukum Persaingsaha. Hal yang
masih menjadi perdebatan adalah apakah supervisebig dapat
dilakukan sejak di luar pengadilan ataukah dapaafgirtkan pula

dilakukan dalam penjatuhan putusan administragifi {PPU.

. Pertanyaan kedua adalah mengenai ukuran yang dapatakan untuk
menilai peneraparbtate Action Doctrinedalam intervensi pemerintah
sebagai alasan untuk mengecualikan sebuah kegddeanpenegakan
hukum persaingan usaha di Indonesia. Apabila pgatn pertama
berbicara bagaimana penerap8tate Action Doctrinedalam perkara
Hukum Persaingan Usaha, atau kapan kl8tate Action Doctrinelapat
digunakan untuk menyatakan tindakan antipersaingtertentu
dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha, makaapgaian kedua
adalah terkait ukuran apa yang dapat digunakarnrasedstansial oleh
KPPU untuk menilai tindakan yang berhubungan dengalanya
intervensi pemerintah terhadap pasar yang mendakibatindakan
antipersaingan tertentu dapat diduga dikecualikam ldukum Persaingan
Usaha berdasarka8tate Action Doctrine Apabila pertanyaan pertama
lebih bertujuan melihat bagaimana konspefsate Action Doctrine
diterjemahkan dalam penegakan Hukum Persaingan aJsamaka
pertanyaan kedua lebih kepada bagaimana otoritesaipgan menilai
adanya intervensi negara berkaitan derfgfae Action Doctrine
Layaknya penegakan Hukum Persaingan Usaha terhposipi
monopoli atau pemusatan kegiatan pada umumnya, paidekatan yang

digunakan adalah pendekatan Mazhab Harvard teskaiktur, perilaku,
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dan kinerja. Dengan berpijak pada kemungkinan gggalintervensi
pemerintah pada pasar, maka tugas Hukum Persaidgaha adalah
melindungi kesejahteraan masyarakat di mana yalwggpaertama harus
dilindungi adalah kesejahteraan konsumiemyér sid¢. Pendekatan yang
kerap digunakan secara beriringan dengan pendek#taltur, perilaku,
dan kinjera tadi adalah pendekatan terhadap hdng@an pendekatan
harga adalah untuk menilai apakah tingkat hargarter yang diciptakan
monopolis adalah eksesif atau masih wajar. Petthatidatian dari KPPU
untuk menyatakan sebuah tingkat harga eksesif &arteasd tersebut
bukanlah analisis yang mudah dilakukan. Analisisyachanya mungkin
dilakukan ketika ada posisi monopoli atau pemuskémiatan. Perlu juga
kecermatan untuk menentukan ganti rugi dari pelasaha yang dinilai
menentukan harga secara eksesif tadi dengan daldka telah merugikan
konsumen. Terdapat pendekataled Rate Doctrineyang intinya adalah

ketika tarifisasi tertentu yang merupakan persetujupemerintah

(government consenuntuk ditetapkan pelaku usaha dianggap eksesif,

maka tarif tersebut harus dibatalkan tanpa harasy@admekanisme ganti

rugi lebih lanjut.

SARAN

. Perlu penjabaran yang jelas terhadap unsur “bamujomelaksanakan”

pada Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Pergabgaing jelas tadi
sepatutnya berada pada penjelasan pasal atau pad#urpn yang
termasuk peraturan perundang-undangan dalam UULBId'ahun 2004
karena penjabaran yang ada saat ini hanya barwdadeatalam tataran
Pedoman Pasal yang dikeluarkan oleh KPPU. Hal enliaku pula pada
penjabaran Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang niesilpa Pedoman

Pasal.

. Perlu ditentukan secara jelas bagaimana bentukngspegang dapat

dilakukan oleh KPPU terhadap kegiatan-kegiatareméut yang memang

mendapat pengaturan secara sektoral. Supervisintdis jelas apakah
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dapat dilakukan pula di luar pengadilan atau haleygat mekanisme
pengadilan administratif atau dibuat secara besarléwat supervisi di

luar pengadilan baru lewat pengadilan administratif

. Keberadaan supervisi terhadap tingkat harga oldhlKIRwat pendekatan
harga eksesif pada tindakan tertentu yang terdafgaensi pemerintah di
dalamnya perlu mempertimbangkan keberad&iled Rate Doctrine

Perlu dilihat lebih jelas, apakah ketika sebualifitasi yang dijalankan
oleh pelaku usaha dimana terdapat persetujuan peaterdi dalamnya
masih memerlukan pembebanan biaya ganti rugi yaegprb Tujuan
Hukum Persaingan Usaha untuk melindungi konsumerushguga

memperhatikan eksistensi pelaku usaha di dalamr gadabih mereka
yang dalam melakukan tindakannya telah memperolehsepijuan
Pemerintah. Jangan sampai dengan tujuanya melindwngumen tadi
putusan KPPU justru membebani pelaku usaha yaragndakala makro

dapat mengurangi kesejahteraan tdtatha{ welfarg.
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